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ABSmAK 

Komelis Dehotman 
Pascasaljana Fakultas Hulrum UJ 
Kebijalom Kepemilikan Tunggal Pe!bankan Menuju Tall! 
Perbankan yang Sehat dan Kompetitif 

Tesis ini membahas tentang Kebijalom Kepemilikan Tunggal Perbankan yang 
merupalom salah satu penjaharan darl Arsitektur Perbankan Indonesia. Penulisan 
tesis ini dilal<ukan mengganalom data sekander dengan metude ywidis- normatif. 
Kebijal<an Kepemilikan Tunggal Perbankan yang di keluari<an oleb Bank 
Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor S/16/PBI/2006, 
TLN 4642 dimana dalam Kebijalom Kepemllikan Tunggal Perbankan ini 
mewl\iibkan pemilik sabam pengendali bank yang sama pada dua bank berbeda 
untuk memilih opsi divestasi, merger konsolidasi maupun mendirikan bank 
holding company. Pemilihan salah satu npsi menimbuikan benturan dengan 
undang- undang tentang Per.ieroan Terbatas dan Persaingan Usaha Tidal< Sebat 
Kebijalom Kepemilikan Tunggal Perbankan dihampkan metnperl<uat industri 
perbankan nasional oorta menjadi jawahan alliS benyal<nya pemliik sabam 
pengendali yang mernaniBatkan posisinya untuk berbuat yang merugikan kondisi 
perbankan nasional. 

Kala Kunci: 
Kepemilikan Tunggal Perbankan, Pengawasan Bank, dan Kepemilikan Silang 
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ABSTRACT 

Name : Komelis Dehotman 
Study Program :Faculty Of Law Post Graduate Programme 
Title : Single Presence Policy to the Healthy and Competitive Banking 

lndu>iry 

This Thesis discuss about single presence policy which implemented fu>m the 
Indonesian banking arehlrecture. The written of this Thesis using secondary data 
with the nonnalif -yuridis method. The single presence policy that issued by Bank 
of Indonesia in the form of The regulation Bank of lndonenesia Numbor 81 
161PBII2006. TLN 4642 that obligated the ultimate shareholder which become 
ultimate in two different bank should pick an option, whethar to divest, merger 
consolidation or make a holding company. The choice of an option is not unfit 
with the company law and the law of monopoly. This policy expected to stronger 
the banking industty and became the answer for many ultimate sharebolder that 
misuse the ultimate position and make loss the national banking industty. 

Key Words: 
Single Presence Policy, Bank Supervision, Cross OwnerShip 
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BABI 

PENDAHULUAN 

~ LATARBELAKANG 

Krisis kelll!llgan yang terjadi di Asia pada talmn !9'J7/ !998 

merupakan lonceng untuk otorlta moneter dan masyarakat tentang tuntutan 

tersedianya perbankan yang sehat dan kuat guna beroperasinya seem 

berlanjut kebijakan makro dalam perekonomian Indonesia. 

Pelajaran yang berba.rga yang dapat diambi! dari krisis adalah bahwa 

industri perbaakan nasiona! secam fundamental masih lemah, karena belum 

didukung infrastruktur perbankan yang baik dan rnininmya modal dibanding 

dengan bank sejenis di negam kawasan ASEAN sehingga bi!a gejolak baik 

external maupun internal datang secara tiba~tiba maka akan sulit untuk 

diantisipasi. 

Da!am mngka menciptakan indostri perbaakan yang lebih bail<, sehat 

dan stabi! maka pada tanggal 9 januari 2004, Bank Indonesia menge!uarkan 

dan mengamumkao seem resmi cetak biru tentang Arsitektur Perbankan 

Indonesia yang selanjutnya ditulis API. API merupakan suatu kerangka dasar 

sistem perbaakan Indonesia yang bersifilt menyeluruh dan memberikan arab, 

bentuk dan tatanan industrl perbankan untuk rentang waktu 5 (lima) sampei 

dengan I 0 (sepulub) tahun ke depan. 1 

Guna mempemmdah visi API maka ditetapkan beberapa sasaran 

1. Meneiptakan strak:tur perbaakan domestik yang sebat yang mampu 

rnemenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembanganan 

ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

1 
Oirektoral Penelitian dan Pcngaturan Perbankan Bank Indonesia. Arsitektur Perbanian lndonttsia, 

pa~m.rta: Bank Indonesia, 2006). Hal. 3. 
Ibid, ball. 

1 
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2. Menciptakan sislem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif 

dan mengacu pada standar intemasional. 

3. Menciptakan industri perbankan yang kual dan memiliki daya 

saing yang tinggi sena memiliki ketahanan dalam menghadapi 

resiko. 

4. Mcnciptakan Good Corporate Governance dakun rangka 

mempert.uat kondisi internal perbankan nasional. 

5. Mewujudkan inhstruktut yang lengkap untuk mendukung 

teroiptanya industri perbankan yang sehat. 

6. Mewujudkan pemberoayaan dan perlindungan konsumen 

perbankan. 

Untuk mewujudkan sasanm tersebut akan dilaksanakan program

program sebagai berikut: 

I. Prognun penguatan struktur perbankan nasional. 

2. Prognun peningkatan kualita.s peugaturan perbankan. 

3. Program penblgkatan fungsi pengawasan. 

4. Prognun pen!ngkatan kualita.s manajemen dan operasional 

perbankan. 

5. prognun pengembangan infrastruktur perbankan. 

6. program peningkatan perlindungan nasabab. 

Banyaknya jumlah bank di Indonesia dimana sam pemilik saham 

pengendali menjadi ultimate shareholder di dua bank berbeda menimbulkan 

potensi kerawanan penyalahgun.wt keadaan oleb pemegang saham pengcndali 

rnaupun oleh pemilik bank. Pemegang saham pengendali menurut Penoturan 

Bank Indonesia No. 8116/PBll 2006 pasal l ayat (3) adalah badan hukum dan 

atau perorangan dan atau kelornpok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 

25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang 

dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suarn dan memiliki saham Bank kurang 
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dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikelmuxan 

Bank dan mempunyai hak suara narnun dapat dibuktikan telah melakukan 

pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengendalian bank menurut menurut pasat l ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang merger. konsolidasi dan 

akuisisi bank adalah kernampuan untuk menentukan, baik secara langsung 

maupun tidak: langsung dengan earn apapun, pengelolaan atau kebljaksanaan 

bank. Kepemilikan dua bank yang berbeda oleh pemilik yang sama 

menimbulkan cross '""'""'hip yang dapat memieu gejolak terhadap bank lain 

yang dimilikinya apabila salah salu bank dari dua benk yang dimi!iki pemi!ik 

yang sama mendapat masalah. O!eh !<arena hal te ... but rerloUt dengan !imgsi 

pengewasan dari benk Indonesia sehagai benk senora! maka Bank Indonesia 

menuangkan bel te...but dalarn paket kebijakan ol<tober 2006 yang dikenal 

dengan pak:to 2006 dikenal dengan kebijakan mengenai kepemi!ikan lunggal 

perbankan disebut dengan istilah (single presence policy) dirnana hal tersebut 

tertuang da1arn Peraturan Bank Indonesia Nomor 81 161 PBY 2006 tangga! 5 

ol<tober 2006, juncto kebijakan mengenai pemberian insentif dalam rangka 

konsolidasi perbankan sebageimana diatuc dalam Peraturan Bl Nomor 8/171 

PBU 2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan diubah dengan Perarunm Bl Nomor 91 

121 PBU 2007. 

Krlsis perbankan yang rerjadi di Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 

membuat pam pengarnbil kebijakan dalam dania perbankan menjadi Jebih 

berhsti· bali dalarn hal ini Bank Indonesia. Kebijakan arskel<to! perbankan 

Indonesia yang dituangkan dalam enam pilar dimakandkan agar perbankan di 

Indonesia cepet pulih. Banyaknya masalah non performing loan pada tahun 

I 997 membuat efek domino untuk dunia perbankan nasional sehingga ban yak 

bank yang pada akhirnya di likuidasi. Hal ini membuat pam penggana jasa 

bank beik itu doposan maupun dehitur menjadi kecewa !<arena kacaunya 

keadaan dan membuat mereka menjadi kehilangan apa yang menjadi hak 

mereka. 

Arsitel<to! Perbankan Indonesia mengarahkan sel<tor perbankan 

Indonesia menjadi perbankan yang kokoh dan diakai dalam dunia 

tfnlwndtAA ln~lA 
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internasional. Bank Indonesia menga.harapkan pada tahun 20 l 0 permodalan 

tiap bank umurn di indonesia mencapai Rp. 100 Mlliar. Salah satu kebijakan 

lanjutan dari API adalah dengan memunculkan Kebijakan Kepemilikan 

Tunggal perbankan dim<ma para pemegang saham mayorita.< pada dua b<mk 

diperintahkan untuk menggabungkan menjadi satu bank saja., agar Iebih k:uat 

dalam bid<mg modal. Pemerintah dalam hal ini memerintahkan agar para 

pemilik bank untuk memilih satu dari tiga pilihan untuk pelaksanaan 

kebijakan kepemilik<m tunggal perbankan yaitu dengan divestasi alau 

penambahan modal baru balk dari pemegang saham lama maupun investor 

baru bllik investor asing maupun lokal, merger konsolidaai yaitu dengan 

menggabungk<m dua bank yang pemegang saham pengendalinya sama, atau 

holding company yaitu dengan mendirlkan bank baru yang hanya mempunyai 

tugas untuk mengurus bank-bank yung ada dibllwahnya. Namun ketiga pilihan 

tersebut bukan berarti tanpa masalah karena semua pilihan tersebut 

mempunyai dampak yang tidak menyenangk<m baik bagi pemilik bank. 
pemilik saham bank maupun karyawan bank itu sendiri. 

Langkab Kebijakan kepemilik<m tunggal perbankan sendiri diambll 

karena ingin melaksanakan asas prudential regulation yaitu kehati- hatian 

bank dalam melaksanakan tugas perbankannya. Sebab bank merupak<m 

lembaga intermediary den akan sangat benlampak aangat baaar bagi ekonomi 

suatu bangaa apabila suatu bank ditutup alau dinyatakan tidal< sehat oleh Bank 

Indonesia. EM dinyatakan tidak sehatnya bank akan membllat deposan 

mehdtuknn rush, sebingga bank tersebut akan tidak likaid dan kekarangan 

modal. Keadaan tersebut dapat membuat bank yang satu grup dengannya 

dapat terimbas, karena harus ikut menanggung beban rush tersebut. 

Sedangk<m bal yang paling benlt bagi perbankan secara umum adalah babwa 

kepercayl!llll masyarakat turun sehingga masyarakat melalruk<m rush juga pada 

bank lain yang sebenamya masih sebat den tidak bennasalah, dan hal ini yang 

secara wnum rnembuat keadaan perbankan menjadi kacau. 

Kebijakan kepemilikan Tunggal Perbank<m merupak<m penjabanm dari 

asas prttdential regulation karena dengan menggabungkan ultimate 

shareholder pada beberapa yang berbeda menjadi satu bank maka akan 

-
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meminimalisasl terjadinya efek domino yang tebih besar jika teljadi rush, 

namun yang paling penting adalah dengan penggahungan bank tersebut maka 

akan mudah diawasi sehingga jika terHhat kine!ja bank sudah mulai agak 

turun Bank Indonesia akan cepat dan mudah mengambil tindakan untuk 

mengantisipasi agnr tidak te~adi keadaan yang lebih buruk. 

Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan ini dakan praktek bakan 

berarti mudah diaplikastkan, karena ketiga pilihan tersebut punya konsekuensi 

yang berbeda- beda, serta ada inkonsisrensi dengan peraturBn perundangan di 

bidang lain dalam hukum posirif di Indonesia. Maka dalam pembabasan 

penelitian ini akan menirik beratkan pada kebijakan kepemilikian Tunggal 

perbankan yang merupakan keinginan dari Bank Indonesia melalui API agar 

perbankan Indonesia lebih kokoh dan berhati-hati, serta dengan muneulnya 

Kebijnkan Kepanailikan Tunggal Perbankan merupakan penerapan dari asas 

pnuiential banking serta perlunya harmonisasi Kebijakan Kepemilikan 

Tunggal Perbankan dengan peraturan perundangan lainnya yaitu Undang· 

Undang Perseroan Terbams dan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidnk 

Sehat. 

Untuk mereduksi jumlah bank dengan memeriniabkan pana pemegang 

saham pengendali untuk menggabungkan bankeya baik dengan divestas~ 

merger maupun konsolidasi atau pendirian bank holding company merupakan 

pilihan yang perlu dilnkakan dengan prinsip kehati-hatian karena perlu 

disesuaikan dengan penerapnn hukum perbankan yang berlnku di Indonesia 

serta peratuian bukum Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang 

Persaingan Usaha Tidnk Sehat, sebab masalah kepemilikan saham dan pentilik 

bank merupakan dUB hal berbeda dalarn hukum anglo saxon, namun tidnk 

dem:ikian menurut hukum Positif Indonesia dimana dalam hukum anglo saxon 

diakui ndanya nominee yaitu hubungan pengarusan, perwakilan atou keagenan. 

Sedangkan dalam bukum positif di Indonesia untuk menetapkan pemilik bank 

Bank Indonesia menggunakan ultimate owner yaitu pibak yang menerima 

manfaat atas kepemilikan tersebut (beneficial awner). Pihak yang menerima 

manfuat tersebut dapat berbeda dengan legal owner, oleh karena itu pihak 

yang menerima manlhat dari kepemilikan bank wajib diungkapkan. Hal ini 

-
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perlu diantisipasi agar tidak te!jadi ketidakpastian hukum dalam hal pemegang 

saham pengendali adalah pihak asing dimana merek.a mengena1 hukum anglo 

saxon dalam operasionaiisasi kegiatan mereka. Indonesia sebagai negara yMg 

memakai konsep ultimate owner perlu menginformasikan kepada para 

pemilik bank maupun pemegang saham pengendali untuk bersiap secara 

hukum positif Indonesia untuk melakukan kebijakan kepemiJikan tunggal 

perbankan untuk mendukung sektor permodalan agar lebih sehat dan marnpu 

bersaing baik llllSional maupun global. 

B. l'ERMASALAHAN 

Berdasarkun Fakta dan alasan yang melatarllelakangi penelitian 

tentang K<>bljokan KepemiUkan Tunggol l'erbonkan Menuju Tala 

l'erbunkan yaag Sebat dan Kompetitif, lllllkn rumusan masalah dalarn 

penelitian ini sebagai berikut: 

!. Bagaimana Kebijakun Kepemilikan Tunggal Perbankan dapet 

sejalan dengan Arsitektur Perbankan Indonesia dan prinsip 

kehati·hatlan bank? 

2. Bagaimana Kebijakun Kepemilikan Tungga! Perbankan dapet 

konsisten dengan Undang- Undang Perseroan Terbatas dan 

Persaingan Usaba Tidak seha.t7 

3. Bagaimana Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbonkan dapet 

mengatasi pemilik bank tidak bertMggung jawab dati 

penyalabganaan l<eadaan terl<ait C/'0$$ ownership? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dengan menelaab !alar belakung dan perumusan masalah di alas maka 

dapat dikemukukan beberapa rujuan dati pelaksanaan penelitian yang beljudul 

Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbank.an Menuju Tata hrbankan 

yang Sebat dan Kompetitifyairu sebagai berikut: 

-
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1, Untuk mengetahui dan mengkaj i substansi hukum Kebijakan 

Kepemi!ikan Tunggal Perbankan dapet sejalan dengan 

Arsitektur Perbankan Indonesia dan prinsip kehati·hatian bank. 

2. Untuk Kebijakan Kepemilikan Tunlll!"l Perbankan dapet 

konsisten dengan Undang- Undang Perseroan Terbatas dan 

Pernaingan Usaha Tidak sehat. 

3. Untuk mengetahui dan mengkaji substansl hokum Kebijakan 

Kepemilikan Tunlll!"l Perbankan dapet mengatasi pemilik bank 

tidak hertanggung jawab dari penyalabgunaan keadaan terkait 

cross ownership. 

D. KEGUNAANPENELrnAN 

l. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapet memberikan kontribusi konsep, 

teori dan pemikiran terhadap petkembangan ilmu hukum, 

khususnya yang berl<aitan dangan hukum perbankan di Indonesia. 

2. Kegunaan Plalctis 

Penelitian ini juga dibarapkan dapat memberikan sumhangan 

pemikiran alaupun saran hegi para abli hukum, aparat penegak 

hukum, praktisi dan pelaku usaha perbankan tenilmg peramm 

Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan dan lmpli.kasinya 

dalam hukum positif di Indonesia. 

E. METODE PENELITIAN 

Untuk mengungkapkan kehenaran dalam sWilu penelitian ilmiah, 

diperlukan metode penelltian tertentu. Penelitian adalab suatu kagiatan ihniab 

yang berkaitan dangan analitis dan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan 

metode atau eara tertentu. Sistematis berdasarkan sistem, sedangkan 

konsistensl berarti tidak adanya hal- hal yang bertentangan dalam suatu 

-
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kerangka tertentu. Dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan balk dari segi teoritis maupun praktis.l 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hokum 

normatifyaitu mengkaji suatu penelitian yang ohjeknya adalah norma, kafdah 

dan aturan hukum untuk dik:aji kualitasnya. Dengan menggunakan 

pendekatan: 

a. Asas- asas hukuml ajanml doktrin hulrum yong mengacu pada para ahli 

dan asas- asas hulrum atau doktrin yang telah ada. 

b. Pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu mengacu pada 

peraturan perundang- undangan lain yong lebih tinggi atau peraturan 

sejenis mengenai Kebijakan Keperailikan Tunggal Perbankan. 

c. Perbandingan hulrum, yaitu membandingkan hulrum yong ada di Indonesia 

dengan hukum sejenis di negara lain. 

Dalam penelitian ini, telruik pengnmpulan data yang akan digunakan 

adalah penelitian kepustakaan yong menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

sadah tersedia, dimana data tersebut tidak dibatasi tempal, ruang dan waktu. 

Dengan bahan hulrum yaitu: 

a. Bahan Hulrum Primer, yaitu bahan- bahan hulrum yang mengika~ yong 

meneakup peraturan perundang- undangan yong berlalru berbubungan 

dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan. 

b. Bahan Hulrum Selrunder, yaitu bahan- bahan yang membetikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari: 

I. Hasil- hasH penelitian hulrum yang telah ada sebelumnya yang 

berkaitan dengan kebijakan kepemilikan tunggal perbankan. 

2. Bahan kepustakaan berupa buku- buku tentang hulrum perbankan yang 

mendukung penulisan. 

J Soerjono Sookanto, Pengamar Pcnelltian Hubim • {Jakarta: Ul Press. 1994). Him. 42 

Uniwralt.l:tR lndnnmda 
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3. Artikel dari media massa, termasuk ulasan daJam majalah hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan kebijakan 

kepemilikan tunggal perbankan. 

4. Bahan bukum dari internet yang bemubungan dengan masalah yang 

dikaji. 

c:. Data Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terbadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, 

ensiklopedia, dan lain· lain. 

F. LANDASANTEORI 

Prudantial regulation dalam bukum perbankan dikategorikan 

sebagai "a seamless web". yang bertujuan untuk mencapai suatu sistem 

perbankan yang sebat dan et!sien. Prinsip kebati·batian sehmjutnya disebut 

(pruden!ial regulation) merupakan aturan main yang merupakan kerangka 

bukum, sosial dan polltis. Dalam kunsep prudential regulation ukuran moral 

sangot ditentukan oleb akibat tindekan yang dilakukan o!eh pelaku bisnls bank 

dalam mengelola bisnlsnya untuk mencapai suatu bank yang sehat, efisien, 

tangguh bersaing dan dapat berperan mendaloang pembangunan ekonomi 

nasional. 

Teori keutamaan moral yang dikemukakan Adam Smith 

membahas "prudence •• sebagoi: 

"keadaan batin yang waspada, jeli dan san gut hari· hati, selalu 
penuh perbatian terbadap konsekuensi· konsekuensi yang 
paling jauh dari setiap tindekan, untuk memperoleh kebaikan 
yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang 
paling besafA 

Keutamaan lni menyangkut kewajiban untuk mempertaban.kan hidup 

pribadi. Orang yang dapet memiliki keutamaan ini selalu berbati· bali dan 

4 
Sonny Keraf.. Pasar Bebas, Keadiian dan Peron Pemcrlmah. (Yogyakan.a:: K.anisius. 1996), hlm. 

107 menjelaskan terrlape.1 tiga keublrmlan pokok dalam mOfal. yaitu lxuttljicience (berbuat belk 
bagi ol'l!Jlg lain), Prudence, dan keadilan. Beneficence merupakan kel!fwl.aan moral yang 
berkaitan dengan tinda.kan yang tertuj11 kepada orang lain. Prudcnee merup6kan keutamaan moraJ 
yang berkaitan dengan tindakan. 
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waspada terhadap dirinya sendiri, kepentingan dan hidupnya, Bagi Smith. 

keutamaan ini tidak hanya memwtgkinkan manusia untuk memperbatikan 

kepentingan untuk masa kin~ melainkan juga wapada terhadap kehidupan di 

masa yang akan datang. Ia peduli akan konsekuensi~ konsekuensi jangka 

panjang dari tindakannya. Bahkan demi masa depannya ia re!a untuk 

mengorbankan kepentingannya pada masa sek:arang. Demikian pula. demi 

kepentingannya ia peduli akan kepentingan orang lain. 

Bank yang selalu memperllatikan prudential regulations, akan peduli 

terhadap knnsekuensi dan tindakan jangk.a panjangnya, baik untuk 

kepentingan bank yang dikelolanya dan sistem perllankan seeam keselwuban. 

Kebijakan kepemilikan tunggal perllankan atau disebut juga Single 

presei'/Ce policy (SPP) merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah 

dalam hal perllankan dalam hal ini Bank Indonesia sebagai regulator dan 

lembaga yang mengawasi bank- bank yang beroperosi di wilayahnya beik itu 

bank nasional maupan cabang bank luar negeri yang beroperasi di wilayah 

Republik Indonesia. 

Roscoe Pound mengalalum bahwa Hukum sebagai alat perubahan 

sosial (Law as a tool of social engineering.)'. Sebagai alat pembaharuan 

masyaraket adalah tujuan hukum secan~ filosofis dengan demikian hal tersebut 

berlaku beik begi negara berkembang maupun negara mndem. Hukum sebegai 

alat pembaharuan masyaraket sangat penting bagi negara berkembang seperti 

Indonesia karena hukum dignnakan sebegai alat untuk memeliharn ketertiban 

dan juga untuk alat pembaharuan sikap mental masyarakat, sehingga dalam 

keadaan seperti ini hukum tidak pasif. Derilikian halnya dengan kebijakan 

kepel!lilikan tunggal perbankan yang salah satu tujuannya adalah untuk 

memperkuat sektor perllankan dengan meneduksi jumlah bank dimana satu 

pemegang saham pengendali yang sama memegang saham di dua bank 

berbeda sehingga terjadi cross ownership dan dapat menimbulkan kesulitan 

pengawasan dari bank sentral. 

1 
RoocoePotmd, Pengantar Filsa/oJ Hukum. (Jaiwrt&; Penerbit Bharata. 1996), him. 1 (1·143. 

UnhmndtAR lndnNW~~Ia 
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Terpuruknya perbankan Indonesia pada masa orde baru mhun 1997 

dan 1998 terl<ait adanya rush dari masyarnkat lrnrena ketidakpercayaan 

terbadap hank yang mengakibatl<an efek domino yang berkepanjangan 

terhadap bank- bank di Indonesia sehingga beberapa bank dilikuidasi dan 

dibuat satu bank baru yang cukup besar. Walaupun masih terdapat bank- bank 

yang dapat berdirl kokoh pada masa krisis 1ll.hun !997 dan 1998 dikarenakan 

performing loan mereka bagus dan tidak beuyak tersangkut kredit mace!. 

Bank Indonesia menilai dan membuat kerangka kebijakan baru untuk 

memperkokoh struktur perbankan di Indonesia melalui Arsitekur Perbankan 

Indonesia (API) yang salah satunya mensyaratkan agar pengawasan perbankan 

mudah dilekukan, dan hal ini dikailkan dengan beuyaknya ultii1UJ!e 

shareholder yang memiliki saham pengendali di dua bank, sebingga bila salah 

satu bank dari ulti-e share/wider tersebut bermasalah maka akan eepat 

menular kepada bank lain dim ana dia juga menjadi u/timme slwreholder. 

Divestasl, Merger konsoHdasi dan holding company merupakan pilihan 

yang dibuat oleh Bank Indonesia kepada bank- bank yang ultimole 

sharelwlder-nya sama sampai bolas akhir 1ll.hun 2010 dengen berbagai syarat 

dan pengaturan yang dibuatnya. Pam ultii1Wie shareholder yang menjadi 

pemegeng saham pengendali pada dua bank yang beubeda harus mengarnbil 

langkah untuk mernilih satu dari riga pilihan tersehut. 

Persoalan pilihan terbentut dengen peraturan Perundang- undangan 

lain yang mengatur tentang bisnis perusabaan dianmrnnya adalah undang

undang perseroan terbatas (UU No. 40 Tabun 2007) dan Undang- Undang 

Larangan Prak:tik Persaingan Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Holding 

company merupakan hal yang tidak dikenal dalam UU No. 40 Tabun 2007, 

dan penggabungan dua ultimate shareholder yang sama dalam dua bank 

berbeda menjadi satu bank yang sama ekan menimbulkan monopoli pasar, 

sebingga membuat persaingan menjadi lemah. 

Prudential regulation dalam single presence policy dan teori 

keutamaan moral darl adam smith terntama masalah Pnulence akan menjadi 
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bahan acuan untuk tesis yang berjudul Kebijakan Single Presence Policy 

Menuju Tala Perbanl<an yang Sehat dan Kompetitif. 

G. KERANGKA KONSEPSIONAL 

Bank Indonesia (Bl) adalah Bark Sentral Republik Indonesia yang 

merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya, babas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, 

kecuali untuk hal- hal lain yang secara tegas diatur dalam undang- undang 

tentang Bunk Indonesia.' 

Bank Menurut Peraturan Bunk Indonesia No. 8/16/PBI/ 2006 paso! I 

ayat (I) adalab Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 3 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 rentang Perbankan sebagnimana relah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor 

eabang bank asing.' 

Perusoltaan lnduk di Bidong Perbankan (Bank Holding Compa1CJ1) 

Menurut Peraturan Bunk Indonesia No. 8/!6/PB!/2006 pasall ayat (4) adalah 

hadan hukum yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang Saham 

Pengandali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung 

seluruh aktivitas Bunk-bank yang merupakan anak perusabaannya. 

Arsltektur Perbanhm Indunesia (API) merupakan suatu kerangka 

dasar sistem pe:rbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan 

arab, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 (lima) 

sampai 10 (sepuluh) tahun ke depan.' 

Vl.si API adalah meneapai suatu sistem perbankan yang sebat, kuat dan 

efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu 

mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.9 

6
lndonesla, Un.dang~ Undang Tenlang Bank lnikmesia No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahtm 

I999, TLN No 3843. Sebagnimana telah diubah dengan Untiang- Undang Tent.mg BanJ: Indonesia 
No.l Tahun 2004, LNNo. 1, TLNNo. 4357. pasal4 ayat(l). (2).(3). 
7 1ndonesia, PeraJuTan lJa.nk lndtmesia Tent<mg Kepemililan Tunggal Perbtmkan Indonesia, PBI 
Nomor &ll6/PBII2006, TLN 4642, P.asall ayat(l). 
1 WVIW,bi.g2J~ terokhir di ak$es I Desembcf'2008. 
'www.bi.go.id terakhir di skses 1 Desetnber 2008. 
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Kepemilikan Tunggal Perbankan Menurut Peraturan Bank Indonesia 

No. 8/161PBII2006 pasal I ayat (2) adalah suatu kondisi dimana suatu pihak 

hanya menjadi pemegang saham pengendali pada I (satu) Bank.10 

Merger Bank menurut pasal J ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang merger, konso!idasi dan akuisisi bank 

adalah penggabungan dati 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap 

mempertahankan berdirinya salah satu benk dan membubarkan bank· bank 

lainnya tanpa me1ikuidasinya terlebih dahulu.11 

Konsolidasi Bank menurut pasal I ayat (3) Peraturan Pemerinlah 

Republik Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan 

akuisisi bank adalah penggabungan dati 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara 

mendirikan bank barn dan membubad<an bank- bank tersebut tanpa 

melikuidasi terlebih dahulu.12 

Akuisisi Bank menurut pasall ayat ( 4) Peratumn Pemerintah Republik 

Indonesia no. 28 Tahun 1999 tenUing merger, konsolidasi dan akuisisi bank 

adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan 

beralihnya pengendalian terltadap bank. 13 

Pengendolian Bank menurut pi!SIII I ayat (5) l'eraturan l'emerintab 

Republik Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan 

akuisisi hank adalah kemampuan untuk menentukan, balk secam langswtg 

maupun tidak langsung dengan cara apupun, pengelolaan atau kebijaksaruum 

bank.t4 

Penregang Saham Pengendali Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 

8116/PBII2006.pasall ayat (3) adatah badan hukum dan atau peronmgan dan 

t() lndoocsia. Penrturan Bank lwkmes/a Temang Kepemillion TunggaJ Perbanhm lndtmesla, PBl 
.,_,. 8116/PBI/200(;, TLN 4642, l'asal! ayat (2). 
11 lndonesl~t, PerCJturatt Pemerimah tentang Merger, Konsolido.si dan Akvisisi Bank., pp No. 28 
Tahun 199?, LN No. 61, TLN 3840, pasall ayat {2). 
11 1ndonesia, Pera/W'an Pemerintoh tentong Merger, Konsolidasi dan A.A.iisisi Bank, pp No, 23 
1'ahu.n 1999, LNN{}. 61, TI.N 3&40,pasall ayat(3}. 
u IrnJonesis. Peraturon Pemeri!UtJh tentang Merger, Kr:msolidasl dan Akuisisi Bonk. PP No. 28 
T\lhun 1999, LN No. 61, TLN 3840, pasall ayat (4). 
"Indonesia, PeraJuran Pemerimah Jentang Merger, Kons6lid4.ri dan Akuisisi IJottk, PP No. 28 
Tahun 1999, LN No. 61, TI.N 3S40, pasall ayat(S). 
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atau keJompok usaba yang: 15 pertama, memiliki saham Bank sebesar 25% 

(dua puluh lima perseratus) atllu lebih dari jumlab sabam yang dikeluarli:an 

Bank dan mempunyai hak suara; kedua, memiliki saham Bank kurang dari 

25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlab sabam yang dikeluarkan Bank 

dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan teJah melakukan 

pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Saham Bank menurut pasal 1 ayat (5) Peraturnn Pemerinlab Republik 

Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang merger} konsolidasi dan akuisisi bank 

adalab bukti penyetoran mndal atas nama pemegangnya bagi bank yang 

berbentuk perseroan terbatas atau bentuk lain yang disamakan dengan sabam 

bagi bank yang berbentuk badan hulrum lainnya. 16 

Kehati-hal.ian menurut Teori keutamaan moral yang dikemukakan 

Adam Smith adalab keadaan batin yang wospada, jeli dan sangat hati- bat!, 

selalu penuh perbatinn lerhadap konsekuensi- konsekuensi yang paling jauh 

dari setiap tindaklm, untuk memperoleb kebaikan yang paling besar dan untuk 

menghindari kujabatan yang paling besar.17 

SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika Penulisan yang menggarnbarkan isi penulisa.n ak.an dibagi 

menjadi lima bab, yang masing- masing bab berisi tentang: 

BABI Pendahaluao. 

Da!am Bab ini diuraikan tentang latar belakung mosalah, rumusan 

pokok pennosalaban, tujuan penelitinn, manllult penelitian, kurangku 

penelitian. metode penelitian dan sistematika penulisan. 

15 lndollesia. Peraturan Bank lndarexla Tentang Kepemilikan Tunggal Petbanlum Indonesia. PBI 
Nomor 8/l61PB112006, TLN 4642, Pual layal (3). 
16 Jndonesie,. Peraturan Pemerintah tentang Merger, Kon.solidasi dan Ahtisisi Bonk. PP No. 28 
Tnhun 1999, LN No. 61, TLN 3S40, pasall ayat (5). 
11 

Sonny KerW. Pasar &bas, Keodi/an dan Per(IJ1 PemerinJah. (Yogyakart.a: K..anisius., 1996) hlm. 
107 

llnl~ lntftuVtttl!ll 

-
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BABll Prinsip Kebati-hatiao dan Arsitektur 

Perba.Dkao lndoneaia. 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Iatar belakang dikeluarkannya 

Arsitektur Perbankan Indonesia,. prinsip kehati-batian bank dan munculnya 

Kebijakan Kepemi!ikan Tunggall'erbankan. 

BABill Kebijakau lrepemUikao Tnoggal Berbenturan 

Dengan Undaog- Undaug Perseroan Terbatas dan Undang-Undang 

Persaingao Usaba Tidak sebaL 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kebijakan Kepemllikan 

Tunggol l'erbankan dengan opsi dlvestasi, merger lronsoildas~ holding 

company. Tiga opsi tersebut dikalikan dengan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas UU No. 40 TahWl2007 dan Pelsaingan Usaha Tidak Sehat UU No.5 

Tahun 1999. 

BABIV 

Perbankao 
' KepemUikan Tooggal Memperkoat lndnstri 

Dalam bah ini akan diwaikan dampak dari prinsip kehati-batian bank 

(Prudenlial BmtiJng) dihubungkan dengan teJjadinya cross uwnership dan 

penyalahgu.naan keadaan serta pengawasan perbankan olah Bank Senirnl. 

BABV . . Kesimpu.lao dan Saran 

Bab ini merupakan bob terakbir yang menjadl penutup dari tesis ini. 

Berisi kesimpulan dari bob- bab dan materi yang telah diuraikan pada bab- bab 

terdahulu. Dolam bob ini juga terdapat saran- saran yang dlberikan olah 

penulis. 
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BABII 

Prinsip Kebati-hatian dan Ar.sitektur Perbankan Indones-ia. 

A. Prinsip Kebati- Hatiao Dalam Perbankan 

Lembaga Keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan non bank 

mempunyai pera:nan penting bagi aktivitas perek.onomian. Pecan strategis bank 

don lembaga keuangan non bank tersebut sebagai wahana yang mampu 

mengbimpun don menyalud<an dona masyan>kat secara efektif don efisien ke arnh 

peningkatan tarafhidup ralcyat. Bank don lembaga keuangan non bank merupnkan 

pe""'tara keuangan (financial inJermediuries) sebagai sorana pendnkung yeng 

amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.1 

Peron strategls bank dalam perontara keuangan merupnkan alat vital wttulc 

pembangwtan nasional oleb sebab itu bank dalam menjalanken bisnisnya bank 

perlu melaltulcan prinsip kebati-barian dalam menyalud<an dona yang dihimpwt 

olabnya untulc pillak lain.' Prinsip kebati-hatian atau PrudenJia/ merupnkan salab 

satu upaya bank untulc tetap dapat bertaban dalam melaltulcan bisnis yeng penuh 

dengan resiko dalam pengelolaan uang balk dona yang berasal dari modal pribadi 

maupun dari manyan>kat umum yang memberikan kepereayaan kepada bank 

melatui tabungan. giro maupun deposito. 

Prudential regulation dalam hukem perbankan dikategorikan sebagai "a 

seamles web", yang bertujuan untuk mencapai suatu sistem perbank.an yang sehat 

don efisien. Prudential regulation merupakan aturan main yang merupnkan 

kerangka hukem, sosia~ don peliris. Dalam konsep prudential ntguloJion u~ 

moral sangat ditentnkan oleh ala'bat tindakan yang dilakekan oleh pelnku bisnis 

1 Johannes Ibrahim. Bank Sebogai Lembaga /ntermediasi d/1/Qm Jfubnn Poslrlf, (Bandung: C:V. 
Utomo, 2004), Him. 36. 

2 <http;//www.bLgP.idlbiweb/htrnVsambutm!L&mhanos90998.1ttm> dials;scs 31 Oktobq 200& 
Lebilt j!Uth Syahril Sabirin mengatakan bahv.-a Dengan industri perbanknn yang sehet dan Mt 
ma.k.a diharapbn perbankan dapet menjalanbn fungsinya scbagai swnber pembiayaan 
pembangunan nastonal. Dalam. kondisi dimana pasar modal dalam negeri yang belum sepenuhnya 
berkembang. meletnah dan menguatnya seictor perbankan akan SWlgat mempengBI'Illli aktivitas 
ekonj)IIli, Dalam kondisi demik.ian, kegiutan perekonomian dapat ditingkutksn ap<iblla pemberian 
kredit oleh perba.nbn dapat betjalan lancar. Seba!iknya, melambatnya pembe:ri!ll'l kredit perbunkan 
dapat pula mengaklbatkan kcgiatan ekooomi mengalami kelesuan. 

16 Untven:ltaa lndonesla 

-

Kebijakan Kepemilikan..., Kornelis Dehotman, FH UI, 2008



17 

bank dalam mengelola blsnisnya untuk mencapai suatu bank yang sehat. efisien. 

tangguh bersaing dan dapat berperan mendukung pembangunan ekonomi 

nasional.3 

Black's Law Dictionary memberikan uraian tent.ang ''prudence" sebagai 

berikut: 

"Carefulness. precaution. attentiveness, and good judgement. as 
applied to action or conduct. That degree of care required by the 
exigencies or circumstances urukr which it is to be exercised This 
term, in the language of the law, is ccmmonly OS!IociaJed with cam 
and diligance ami conJrtl.$ted with negligence .• ,~ 

Teori keutamasn moral yang dikemukakan Adam Smith membahas Prudence 

sebagai: 

"Keadaan batin yang waspada, jeli, dan sangat hati~hati. selalu 
peouh pematian terbadap konsekuensi-kunsekuensi yang paling 
jauh dari setiap tindakan, untuk memperoluh kebaikan Y':8 paling 
besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar. 

Bank yang selalu memparhotiken prudential regulation aken peduli 

terhadap kousekuensi dan tindaken jangke panjangnya, bail< untuk kepentingan 

bank yang dikelolanya dan sistem perhaaken seeam menyeluruh. 

1. Prbosip Kuhaft.. Balian dalam Uodang-Undug Perbankao eli 

Indonesia 

Prinsip keboti-haliao adalah prinsip pangendalian resiko melalui penempan 

peoaturan perundang· undangan dan ketentuan yang herlaku seeam konsisten.• 

Prinsip kehoti-haliao ditujaken pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan 

dalam knitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang 

timbul ketike institusi tersebet bangkrut, wataupun tidak menimbulken dampak 

terhadap sistem keuangan. Pengaturan ketentuan kehati·hatian dan pelakennaan 

peogawasan serta pemerikenan perhaaken dilaksanaken karena nasabeh tidak 

3
• Sonny Ki!nlf, Op. Cit., him. 14. 

~ H~ Campbell Black's. Black's ~ Diclicm.a.ry. Sixth Edition. (St Paul Minn: West 
Publishing Co, 1990), hlm.l226. 
$ Sonny Keraf, Op. Cit., hJm, JOB 
6 H.R I'Jteng Naja. Hrtlwm Kredlt tkm Bank ~i ([he Banken Himd BookJ Bandung; CiW 
Aditya Bakti, 2005, him. :293. 
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berada dalam posisi untuk menUai dan mengetahui keamanan serta kesehatan 

usaha lembaga keuangannya. Hal tersebut perlu dilal<sanakan sekalipun nasabah 

dapat menuntut kompensasi pembayanm dana yang disimpan di bankya dari 

deposil insurance fund atau penjaminan pemerintah (Lembaga Penjamin 

Simpanan) dalam hal banknya dilikuidasi.' 

Da1am hokum positif yang berlaku di Indonesia mengenai Perbankan 

prinsip kehati- hatian diakomodir dalam ketentuan nonnatif yang teroantwn 

dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tenlang Perbankan, Pe.sal 2 yang 

barbunyi: "Perbankan Indonesia da/am melakukan usalu:mya berasashm 

demakrasi elrmwml dengan menggunakan prinslp lrehati-hatlon .~ 

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan AlliS Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , Bah V Tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Bank, Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) dimana dalam pasal

pe.sal tersebut dikatakan bahwa Bank Indonesia melalrukan pembinaan dan 

pengawasan bank yang baroperasi di wilayah Republik Indonesia. Pembinaan 

yang dimaksud adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cam menetapkan 

peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepeogarusan, 

kegiatan usaha, pelaporan serta aspok lain yang berbubungan dengan kegiatan 

usaha operasional bank. 

Pengawasan yang dimaksud adalab meliputi pengawasan tidak langaung 

yang terutama dalam bantuk pengawasan dini melalui penelitian dan evaluosi 

laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul 

dengan tindakan-tindakan perl>aikan, oleb karena im Bank Indonesia dibari 

kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiben secara utah untuk melakukan 

pembinaan dan peogawasan yang bersifat preventif maupun represif. Kewajiban 

bank yang ada dalam pengawasan Bank Indonesia adalah bank wajib memiliki 

dan menernpkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya 

proses peogwnbilan keputusan dalam penge!oiann bank yang sesuai dengan 

prinsip kebuti-hatian. Dalam hal prinsip kehati- hatian yang wajib dilakukan bank 

1 Ibid, him. 294. 
1 Indonesia, Undtmg-Undang Tentang Perbankatt No.1 Tnlmn 1992, LN No, 31 Tahun 1992, 
TLN No. 3472, Pasal29 ayat (2). 
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yaitu dengan cara bank wajib memelihara tingkat kesehatan hank sesuai dengan 

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kuaJitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, dan sspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, 

dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati~hatian, dimana 

hal ini bertujuan agar jangan tetjadi keadaan insolvable bagi bank sehingga 

nssabab menjadi tidak percaya dan dapat merambat kepada bank- bank lain }'llng 

maslh sehat. 9 

Prinsip kehati- hatian menyangkut juga da1am hal pemberian knedit 

dimana dalam memberikan knedit atau pembiayaan be!dasatikan prinsip syatiah 

dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempub cara-cara yang 

tidak merugikan bank dan kepeutingan nssabab }'llng mempercayakan dananya 

kepada bank, sebab dana yang dikelola oleh bank adalah dana plhak lain dan 

bukan dana bank sendiri. 10 

Bank sebagai pihak yang dipercayukan olub nssabab untul< mengelola dananya 

maka wajib meoyediakan in!Ormasi mengenai kemungkinan timbulnya resilco 

kerugian sebulnmgan dengan transaksi nasabab yang dilakukan melalui bank, hal 

ini uotul< menjaga IIBSllbab dati kemgian yang tidak perlu. lnfurmasi yang 

dirnak.sud adalah Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko 

kerugian nssabab dbuakaudkan agar a:ks<s uotul< memperoleh infonnasi peribal 

kegiatBn usaha dan kondisi bank menjedi lebih terilllka yang sekaligus menjamin 

adanya transparansi da1am dunia perbankan. lnfomasi tensebut dapot memuat 

keadaan bank, tennasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila infonnasi 

ll lndc;~nesia, Undtmg«Undt.mg Tentang Perlxml;an No, 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahm1 1992, 
TLN No. 3472,"""' 29 ayat(4). 
N Indonesia. ~Unthng Tentang Perbankan No. 7 1'ahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992, 
TLN No. 3472, Penjelasan Atas Undang- Undan!£ Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 
Tenumg Perbanka:n. Lebib lanjut dlkatakan dalam pcnjela.san bahwa d:aiam rangka penyempurnaan 
l8ts ~ dl Indon<:sia dl""'puh !__."'3koh an- lain sebapi b<rilrut (I) 
Peoyedcrhanaan jcnis bank. numjadi jenis bank: umum dan jenis bank: perkreditan ra1cyat, setta 
mem~!~ ruang lirtakup dan bafas kegiato.n yang dapat diselen~. {2) Pm)'amte.n pokok 
untuk mcndlrikan suutu bank diatur secara rinci, sehlngga ketentuan pelaksanaen yang berka!tan 
dengan kegiatan petbankan lebihjelas din temrah. (3). Peaingka.tan perlindungan dana masyars.kat 
yang dlpereayabn pada lembaga pemankan mclaJul penerapm prinsip kehati-!mtian dan 
pemenuhan ketentuan ~ k«>ehaian bank (4). Peningkatan profesi(';l'l$jisme para pelaku 
di bidan3 perbankan. (5). Perluasan kesempatan untu.k mcnyelenggamkan keaiatan di bldang 
petbankan sc::ara sehat dan bertanggung jawab. sekaligus mencegah tdj&dinya. pmktek-praktek 
yeng merugikan kepentlngan ~huts. 
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tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. 

lnfonnasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara 

penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/ penjualan surat betharga untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya.1 t 

Pembinaan dan pengawasan bank dilakulcan oEeh Bank lndonesia sesu.ai 

dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam 

Bab VI Tugas mengatur dan mengawasi bank dimulai dari pasal 24- 35. Bllllk 

Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur bank berwenang menetapkan 

ketentuan-ketentuan perbllllkan yang memut priasip kebati-batlan dan 

dltetapkan deogno peraturao baok Indonesia. 12 

Salah satu peralllrlll1 Y""S ditetapkan oleh Bank Indonesia berupa sisrem 

penilaian kesebatan . bank yang dikenal dengan CAMEL yang terdiri dari 

komponen permodalan (Capital A.dequm:y), kuatitas aktiva produktif (Assets 

quality), manajemen risiko (Managemeru of risk), rentabllitas (Earning ability) 

dan likuiditas (Liquidity sufficiency). 

Bagi bank umum maka prinsip kehati-hatian ini tampak dalam pemberian 

ktedit kepada debitur. Yaitu seswrl dangan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 

11 Indonesia. Um/mtg-Undang rentan;: Perbankan No, 1 Tahun 1992. LN No. 31 Tahun 1992. 
TLN No. 3472. P<Ojel""" Pasal29ayat(1),(2), (3) dan(4~ 
ll. Indonesia, Undang- Utdzng Tentmrg Bank lndcM$ia No.23 Tahun 1999, I..N No. 66 Tahun 
I 999, '!LN No. 3 843, P<Ojelasan P..W 2.5 oyat (I) dan (2) selatglalpnya berl>un)i: 
Ayot(l): 
"'K.ctentusn.. ketentuan prbmkan ysng mernuat prinsip kehati·hatian bertujwm untuk memberikan 
rrunbu-nunbu bagi penyelenggaman kegiatan usaha petbankan guna mewujudkan sistem 
perbankan yang sebat. Mengingat pentingnya tlljuan mcwujudkan sistem perbankan yang sehat, 
maka peratum.n~ dl bidang perbankan yang ditetapksn old!. Bank IttdoJ)esia harus 
diduku.ng dengan sanksi- sanksi yang adii. Penp.tumt bank berdasarlam prinsip kehatf. ~tian 
tersebut: disesuaikan puladengen standar Ylltl8 berlaku se::ara intemasional!' 
Ayat (1): 
"Pokok"'}XXkok berbagai kett:ntuan yang akan diletapkan dalam peraturan bank indonesia antsra 
lain memuat: 

a Peririnan butt; 
b. Kelcmbagaan bank; 
c. Kegiatwl us:ah.a bank pada umumnya.; 
d Kegiwan usaha bank~ prinsip syariah; 
e. Me~r, konsoUdu~ dtta akublst b•ok; 
r. Si~ inform.esi anl&bank; 
g. Tata cara peagawaaa buk; 
h. Sistem pelspomn bank kepada Bank Indonesia; 
i. Penyehatan Perllankan; 
j. Peneabutan i:zin usaha.,likuidasi dan pembubaran benlUk bukum bank; 
k. Lembaga·lemhaga penduku.ng sistem perbankan. 
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7131PB1l2005 tcn!allg Batas Mal<simum Pemberian Kredit Bank Umum dimana 

menjelaskan bahwa batas maksimum pemberian krtdit adalah persentase 

maksimum penyediaan dana yang diperlrenankan terlledap modal bank. 

Sedangkan yang dimaksud dengan »penyediaan danat dan "modaJ" teroantwn 

dalam butir (3) dan (4) edalab:" 

a. Kredit; 

b. Sura! Berharga; 

c. Penempatan; 

d. Sural Berharga yang dibeli denganjanji dijual kembali; 

e. Tagiban akseptasi; 

f. Derivatif Kredit (credit derivative); 

g. Transaksi rekening administmtif; 

h. Tagiban Derivatif; 

i. Potential Future Credit Exposure; 

j. PenyetU!an Modal Semenmrn; 

k. Penyertaan Modal Sementam; 

I. Bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat digunakan dengan huruf a 
sampai dengan hurufk 

Modal edalab: 

a. Modal inti dan modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di 
Indonesia; atau 

b. Dana bersih kantor pusat dan kantor·kantor cabang lainnya di luar 
negeri (net head office fond), bagi kantor cabang bank asing. 

Dalam penerapan prinsip kebati-hatian pemberian kredit yang ber!allggung 

jawab bank menerapkan prlnsip pemberian kredit yang terdiri atas prinsip 5 C 

yaitu:14perlama, Watuk (Charm:ter);lredua, Modal (Capital);lretiga, Kemarnpuan 

(Capacity);keempat, Kondisi Ekonomi (Q,.dition of Economic); kelilfUl, Jaminan 

(Collateral). 

11 Pernturan 8ank Indonesia Ncmor 7131PBII2005 Ten.tang Balas Mahinru~t~ Pemberian Kredit 
Ban/; Umum. Butir (3) dan (4). 
14 1brahim, Johannes. Mengupas TunJa.s Kredlt Komersial dan KonsumtifDalom Pt:r:janjiOJt Kredit 
Bank(PerspekJifHulann danEktmomi). Bandung: Mandar Maju, 2004. him. 16-18. 
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Prinsip SP yaitu: pertama, Penggolongan Peminjam (Pany);kedua, Tujuan 

(Pwpose); ketiga, Somber Pembayaran (Payment); keempal. Kemampuan 

memperoleh laba (Profitability); kelima. Perlindungan (Protection). 

Prinsip 3 R yaitu: pertama HasH yang di capai (Returns/ remrning);kemudian, 

Pembayaran Kembali (Repaymenl);dan terakhir, Kemampuan untuk menanggung 

resilro (RiskAbi/ity). 

B. Arsitektur Perbankan Indonesia 

Saat ini industri perbankan Indonesia teJah memiliki arsitek.tur 

perbankan Indonesia (API) yang merupakan blue print mengenai arab dan 

tatanan perbankan nasional ke depan. Dikablkan blue print karena API bukan 

hanya merupakan suatu policy reccmendaticn bagi industrl perbankan 

nasional dalam mengbadapi segala perubahan yang ~~ pada masa 

mendatang. melainkan juga menjadi policy direction mengenai arah yang 

barus ditempuh oleh perbankan dalam lrorun waktu yang culcup panjang." 

Melalui kebijakan Arsitektur Peroankan Indonesia (API) yang 

dimulai wa<:8IliiD)'8 pada awal januari 2004 (di mana salah satu syarat modal 

minimum bagi bank umum menjadi Rp. 100 miliar selambat-larnbatnya pada 

lahun 2011) Bank Indonesia telah menelapkan berbagai upaya untuk 

penyehatan dan penguatan industrl perbankan nasional. Dalarn kcbijakan 

tersebu~ prognun konsolidasi indnstrl perbankan merupakan salah satu 

inisiatif pnkok yang mengu.rahkan gerak langkuh industrl perbankan nasional 

kedepan.16 

Sejak diluncurkan pacta tanggal 9 Januari 2004, API telah 

mendapat beragam tanggapan dalam bentuk saran dan kritik yang membangun 

untuk menjadikan program- prognun API lebih terintegrasi dengun prognun 

perekonomian nasional. Selain itu, perl<embangun perbankan secara global 

juga menuntut adanye penyesuaian tedbadap program- prognun API agar pada 

waktunya nanti industri perbankan nasional mampu bersaing pada tataran 

u H.R Daeng Naja.,Loc.cit., htm. IS. 
16 Dendawijaya, Lubnan. Mana)c11um Perba!tJ:an. Bogor. Gha!ia Indonesia. 2005, hlm. 283-284. 
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intemasional dengan sumber daya manusia yang unggul, teknologi infonnasi 

yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang cukup serta modal yang 

memadai.17 

Bertitik tolak dari keinginan untuk memiliki fundamental perbankan 

yang lebih kuat dan dengan mempematikan masukan-masukun yang diperoleh 

daJam mengimplementasik:an API selama dua tahun terakhir, rnaka Bank 

Indonesia merasa. perlu untuk menyempumakan programi)rogram kegiatan 

yang tercantum dalam API. Penyempumaan program-program kegiatan API 

texrebut tidak terlepas pula dari perl<embangan-perkembangan yang terjadi 

pada perekonomian nasional maupun intemasional. Penyempumaan temadap 

program-program API texrebut antam lain mencakup sfJ11legi-strategi yang 

lebih spesifik mengenal pengembangan perllaukun syariab, BPR. dan UMKM 

ke depan sebingga API diharapkan memiliki program kegiatan yeng lebih 

lengkap dan kompeehensif yang mencakup sistem perbankan secant 

menyeluruh terl<ait Bank omum dan BPR. baik konvensional maupun syariab, 

serta pengembangan UMKM." 

1. VISIAPI 

Arab kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh 

API dilandasi oleh misi "mencapai suaiu sistem perbankan yang sehat, kuat 

dan elision guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka 

membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.19 

API menjadi kebutehan yang mendesak bagi perllaukun Indonesia 

dalam rangka memperi<uat fimdamental industri perllaukun. Krisis ekonomi 

tahun 1997 menunjukun behwu industri perllaukun nasional balum memiliki 

kelembagaan perllaukun yang kokoh dan didukung dengan infrastruktur 

perbankan yang baik sehingga secara fundamental masih harus diperl<uat 

untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. Belum kokohnya 

fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bukun hanya bagi 

11 Arls Susanto, Arsilebur Perbanlran lntlonuio Dan lmpJemenla;inya Terhodap Dunlo 
Perhankt,m_ (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta 2008) him. 17. 
11 Arsitektur Perbankan. indonesia. <www.hl.gg.k!>. 30 Oktober 200!. 
19 H.R.. Daeng Naja, foe. cis. him. 15. 
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industri perbankan secara urnum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai 

otoritas pengawasnya.10 

Untuk mempermud.ah pencapaian visi API maka ditelapkan beberapa 

pilar sasaran yang ingin dicapai, yaitu:21 

l, Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan 

ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

2. Menciptalam sistem pengalunln dan pengawasan bank yang efeklif 

dan mengacu pada standar intemasionaL 

3. Menciptalam induslri pert>ankan yang lruat dan mcmilild deya saing 

yang tinggi serta memilild ltetllhanan <Wam menghadapi resilro. 

4. Meociptalam good O<liJ>Orab: governance <Wam ,..grro memperiruat 

kondisi internal perbankan nasional. 

5. Mewujudkan infrastrulctur yang lenglrop untuk meodukung 

terciptanya industri peri>ankan yang seha~ 

6. Menciptalam pembenlayiUUl dan perlindungan konsumen jasa 

peri>ankan. 

Guna mewujudkan visi API dan sasaran yang ditetapkan serta 

mengacu pada tantangan- tantangan yang dihadapi perbankan, maka keenam 

pilar API tersobut di atas akan dilaksanakan rnelalui bebe"'P" program 

kegiatan sebagai berikut22 

1. Program Peogaatan Strulrou Peri>ankan Nasional. 

Progmn ini bertujuan untuk memperlruat permodalan bank wnurn 

(konvensional dan syariah) dalam rnnglro meninglrotkan kemampuan bank 

mengelofa usaha maupWl resiko, mengembangkan teknologi infonnasi, 

:oo Aris Susanto, Joe. cit hlm. J 8-19. 
11 Arsitektur Petbonkan Indonesia.. <li!Wl!,bi.go.id>. 30 Oktober 2008, 
u H.R Dacng Naja, foe. cit. him 19-21. 
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maupun meningkatkan skala usahanya guna rnendukung peningkata.n 

kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. lmplementasi program 

penguatan permodalan bank dilaksaoakan seeam bemihap.23 

Strategi peningkatan pennodaJan bank umum ini ditandai dengan 

penetapan pencapain modal inti mlnimum secara bertahapt yaitu sebesar 

Rp. 80 Miliar pada akhir tahun 2007 dan sebesar 100 Miliar pada akhir 

tahun 2010. dengan slrategi tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) sarnpai IS 

(lima belas) tahun k.e depan program peningkataa permodalan bagi bank 

umum secara keseluruhan diharapkan dapat meneiptakan struklut 

perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapa!nya:24 

• 2 sarnpai 3 bank yang memiliki potensi unt:uk menjadi b8nk 

intemasional dengan kapasitas dan kemampuan beroperasi di 

wilayah intemasional serta memiliki modal di atas Rp. 50 Triliun; 

• 3 sarnpal 5 benk nasiooal yang memiliki cokupan usaha yang 

sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal 

antara Rp. 10 Triliun sampai dengan Rp. 50 Triliun; 

• 30 sarnpai 50 Bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen 

usaha tertentu sesuoi dengan kapebilitas dan kompetensi masing

masing bank Bank- bank tersebut memiliki modal antanl Rp. 100 

Miliar sarnpai dengan Rp. I 0 Triliun; 

• Bank perkredibm rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha 

terbatas yang memiliki modal dibawah Rp. 100 Miliar. 

2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efekrifitas 

pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengaeu pada 

n Aris Susanto, Joe. cil. hlm. 24. 
L~bih Lanjut. ®lam upsya penoapaia.n soora ber1ahap maka dapat d.ila.lrukan mclalui: 

L Pcnambahan modal baru balk dari pem~g safuun lama maupun investor baru; 
2. MLTger dertgun bank (u:tuu beberu.pa bank) lain atau bank jangkar untuk mencepai 

persyaraian minimum baru; OM alBu 
3. Pencrbitan sebam baru atau secondary offeringdl pase.r modal, 

:~ Arls Susanto, toe. cit, Him. 25~26. 
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international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan 

penyempurna.an proses penyusunan kebijakan perbankan serta 

penerapan 25 basel core principles for effective lu.mking supervision 

seeara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke 

depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara

negara Jain dalam penerapan interntJlional best practice tennasuk 25 

basel core principles for effective banking supervision. Dari sisi 

proses penyusunan kebijakan peroankan diharapkan dalarn dua tahun 

ke depan Bank Indonesia telah memi!iki sistem penyusunan 

kebijakan peroankan yang efektifyang telah melibatkan pihak· pihak 

terkait delam proses penyusunannya. 

3. Program peningkelan fungsi pengawasan. 

Program ini bertujuan unlllk meningk.etkan independensi dnn 

efektifitas pengawasan peroankan yang dilakakan oleh Bank 

Indonesia. Hal ini diespai dengan peningkelan koo!dinasi dengan 

pengawas lembaga lain. reorganisasi sektor perbankan di Bank 

Indonesia, penyempurnaan pengawasan berbasis resiko, dan 

peningketan efektifitas eriforcement. Dengan demikian jangk.e waktu 

dua sampai lima tahun ke depan fungsi pengawasan bank yang 

dilakakan oleh Bank Indonesia akan sejajar dengan pengawasan yang 

diinilllkan oleh otoritas pengawas di angara lain. 

4. Program peningk.etan kualitas manajeman dnn operasional peroankan. 

Progmm ini bertujuan unlllk meningkatkan good corporate 

g<>venumce (GCG), knalitas manajemen resil<o dnn kemampuan 

operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan 

didukung oleh kemampuan operesional (termasok manajemen 

resiko) yang handal diharapkan depat meningketkan kinelja 

operasional perbankan. Dahan walctu dua sampai lima tahun ke 

depan diharapkan kondisi internal peroankan nasional menjadi kuat. 

5. Program pengemhangan infmslndctur peroanken. 
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Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana 

pendukung opemsional perbankan yang efektif seperti credit bureau 

dan pengembangan skim penjamirum laedit. Pengembangan kmlit 

bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas 

keputusan kmlitnya, sedangkan pengembangan skim penjaminan 

laedit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam 

waktu tiga tahun ke dapan diharapkan telah ternedia infrastruktur 

pendaktmg perbanken yang mencnkupi. 

6. Program peningkatan perlindungan nasabah. 

Program ini bertujuan untuk memberdnynkan nasabah 

melalui penetapan standar penyusunan mekanlsme pengaduan 

nasabah, pendirian lembaga- lembaga mediasi independen, 

peningkatan transparansi informasi produk perbanken dan edukasi 

bagi masyaraka~ O.Jam waktu dua sampai lima tahun ke depan 

diharapkan program- program ter.;ebet dapat meningkatkan 

kepercayaan nasabah pada sistem perbaukan. 

l Tahap- Tahap Implemenlasi API 

hnpelentasi program API dilaksnnakan bertahap dan dimuloi pada tahun 

2004 dengan perincian sebagai berikut:25 

1. Program penguatan struktur perbankan nasionoi. 

a. Memperkuat permodalan hank. 

• Meningkatkan persyaratan modal inti minimwn bagi bank umum 

konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp. 80 

Miliar di!aksannkan pada tahun 2007. 

• Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi hank 

konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp. I 00 

miliar dilaksannkan pada tahun 20 I 0. 

» Aris Susanto. toe. ci1. Him. 29-37 
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• Mempertahankan persyaratan modal disetor minimum Rp. 3 

Tritiun untuk pendirian bank umum konvensional sampai dengan 

I jonuari 2011. 

• Menetapkan persyaratan modal disetor minimum Tp. 1 triliun 

untuk pendirian bank umum syariah. 

• Menetapkan persyarallln modal sebesar Rp. 500 miliar bagi bank 

umum syariah yang be rasa. I dari spin off unit usaha syariah. 

• Mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan minimum 

modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008. 

b. Memperkuat daya saing BPR don BPRS 

• Meningkatkan linkage progrun antara bank umum dengan BPR. 

• Implementasi progrun aliansi slrategis lembaga keuangan 

syariah dengan BPRS melalui kemitraan sUategis dalam rangka 

pengembangan UMKM. 

• Mendnrong pendirian BPR don BPRS di luar pelau jaw a don bali. 

• Mempennudah pembukaan kanror cabang BPR don BPRS bagi 

yang telab memenuhi persyaratan. 

• Memfasilitasi pembenlllkan fasilitas jasa bersama uotuk BPR don 

BPRS. 

e. Meningkatkan akses kredit don pembiayaan llMKM 

• Memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim penjaminan 

kredit don pembiayaan. 

• Mendorong petbonkan untuk meningkatkan pembiayaan kepada 

UK.MK kbususnya bagi masyatukot beJpengitasilau rendab don di 

daernh pedesaan. 

• Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UK.MK dengan 

pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah. 

Unlvensitaa Indonesia 
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• Mendorong bank~ bank syariah untuk meningkatkan porsi 

pembiayaan berbasis bagi hasil. 

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan nasional. 

a. Memformalkan proses sindikasi daJam menyusun kebijakan 

perbankan 

• Melibatkan pihak Ill dalam setiap pembuatan kebijakan 

perbankan. 

• Membentuk panel ahli perbankan. 

• Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah 

tertentu maupun pusa.t. 

b. lmplementasi secrua bertahap inlernational best practises. 

• 25 Basel core principles for effective banking supervision. 

• Baselll 

• Islamic financial service bean! (IFSB) bagi bank syariah. 

3. Program peningkatan fungsi pengawasan. 

a. Meningkatkan koordinasi det1gan lembaga pengawas lain 

• Membuat MoU dengan lembaga keuangan lain dalam rangka 

peningkatan efelctifiU!s pelaksanaan pengawasan bank. 

b. Melakulrnn reorganisai sektor perbankan di Bank Indonesia. 

• Menyempumakan High Level Organization Slructure (HLOS) 

sektor perbankan Bank Indonesia. 

• Mengkonsolidasilom satker pengawasan dan pemeriksaan 

termasuk pembentukan pooling spesiatis. 

• Mengkonsolidasikan direktorat pengawasan BPR dan biro kredit 

di Bank Indonesia termasuk mengalibkan fungsi. 
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• Menyempurnakan organisasi direktorat perbankan syariah. 

c. ·Menyempumakan infrastruktur pendukung pengawasan bank. 

• Meningkatkan kompetensi pengawasan bank wnum dan BPR 

baik konvensional maupun syariah antara lain me1alui program 

sertifikasi dan attachment di lembaga pengawas intemasional, 

• Penyiapan SDM pengawas spesialis. 

• Menyempurnakan IT pengawasan bank. 

• Menyempurnakan sistem pelaporan BPR. 

• Menyempumakan manajemen dokumen pengawasan bank. 

d. Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan beroasis resiko 

• Menyempurnakan perdornan dan alllt bantu pengawasan dalam 

mendukung implementasi pengawasan beroasis resiko bank 

umum konvensional dan syariah. 

e. Meningkatkan efektifitas etiforcemenl. 

• Menyempumakan proses investigasi kejahatan perbankan. 

• Meningkatkan lnlnSpera.nsi pengawasan dalam mendnkong 

efektifitas enfureement. 

• Meningkatkan perlindungan hukum bag[ pengawas hank. 

4. Program peningkatan kualitas manajemendan operasional hank. 

a. Meningkatkan Good O>rporate Gorvemance {GCG) 

• Menetapbn minimum standar GCG untuk bank umum 

konvensional dan syarlah. 

• Mewl\iibkan bank untuk melaknkan self assesment pelaksarulan 

GCG. 

• Mendnrong bank- bank untuk go public. 

-
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b. Meningkatkan kualitas manajemen resiko perbankan. 

• Mensyaratkan sertifikasi manajer resiko bank umum 

konvensional dan syariah. 

• Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS. 

e. Meningkatkan kemarnpuan operasional bank. 

• Mendorong bank- bank untuk melaksanaken sharing penggunaan 

fasilitas operasional guna menekan biaya. 

• Memfilsilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan 

operasional bank. 

5. Progmn pengembangan inftastruktur perbankan. 

a. Mengembangkan credit bureau. 

• Mel~ pembentukan credit bureau. 

• Mengembangkan sistem infonnasi debitur untuk lembaga 

keuanpn non bank. 

b. Mendorong pengembangan pasar keWIIlgan syariah 

• Menyusun dan menyempumakan pet11turan pasar keWIIlgan 

syariah. 

• Menyusun perattmm yang berkaitan dengan inslnunen pasar 

keuangan syariah 

c. Meningkatkan peran lembaga filtwa dan lembaga arbitn>se syariah. 

• Meningkatkan peran lembaga mtwa dan lembaga arbitn>se 

syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuban bank 

terhadap prinsip- prinsip syariah. 

6. Progmn peningkata:n perlindungan nasabah. 

a. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah. 
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• Menetapkan persya.ratan minimum mekanisme pengaduan 

nasa bah. 

• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang 

mengatur mekanisme pengaduan nasabah. 

b. Membentuk lembaga mediasi independen. 

• Memfasilitasi pendidikan lembaga mediasi perbankan. 

c. Menyusun traru1p<1ta11si infunnosi prodnk. 

• Memfasilitasi pen)'USunan standar minimum t:ransparansi 

infurmasi prodnk bank. 

• Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketentuan yang 

mengatur tnmspam!Si infonnasi prodnk bank. 

C. !Ubijabo Kepemilibo Tunggal Perbuubu 

Bank Indonesia telah berupaya untuk.menggemkan industrl perbankan ke 

arab yang lebih baik melalui program-program arsitektur perbankan Indonesia 

(API). Pilar I API mengenai penguatan struktur perbankmt nasional dan pilar Ill 

API yaitu peningkatan fungsi pengawasan diimplementasikan dengan keluarnya 

Peraturan Bank Indonesia rnengenai Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankmt 

dimana dalarn kebijakan ini mengbaruskan kepada semua pemilik bank kbususnya 

pemegang saharu pengendali untuk mengonsolidasikan kepemilikannya di bank

bank yang dalarn satu grup usahanya dengan betas waktu bingga tahun 2010. 

. Paket kebijakan okrober 2006 adalah kabijakan kepemilikan tunggal 

perbankan yang rertuang dalarn Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 

8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, jrmcro kebijakan mengenai pemberian 

insentif dalarn rangka konsolidasi perbankan sebagaimana diatur dalarn Peraturan 

Bl nomor 8/17/PBI/2006 tanggal 5 Okrober di rubah dengan peraturan Bl nomor 

9/12/PBI/2007. 26 

l+ Jubannes Ibrahim, Penerapan SJngfe PreseltCe P-olicy dan Dampaknya Bagi Perbankan 
Ntui<mal. (Jumal Hukum Bisnis Vol. 27 No.2 Tahun 2008). hlm. S. 
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Dalam kebijakan kepemilikan tunggal perbankan Bank Indonesia 

menawarkan tiga opsi yaitu:21 

l, Mengalihkan sebagian alau se!uruh kepemilikan sabamnya pada salah satu 

atau lebih bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga yang 

bersangkutan hanya menjadi Pernegang Saham Pengendali (selanjutnya 

disebut PSP) pada l (satu) Bank; 

2, Melakukan merger atau konS<>lidasi alas Bank-Bank yang 

dikendalikannya; atau 

3. Membentuk Perusaltaan lrulnk di Bidang Perbankan atau Bank Holding 

Company (BHC). 

I. Pengaluran Kebijakan Tunggal Perbankan dalam Peralllran Bank 

Indonesia Nomor 8116/PBl/::too.J 

Untuk dapat memabami kebijakan kepemilikan tunggal perbankan maka 

perlu untuk diperbatikan bebenapa pasal Peranuan Bank Indonesia yang panting 

untuk dicermati yaitu: 

Bahwa bank yang akan terkena dampak kebijakan kepemilikan bmggal 

perbankan sesuai dengan pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 

yaitu:28 

Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimakaud dalam Pasal 1 angku 3 

Undang-Undang Nomor 7 Tahan 1992 lentaug Perbankan sebagaimana "'lah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahan 1998, tidak tennasuk kantor 

cabang bank asing. 

Sedangkan yang dimaksud Kepemilikan 1\mggal adalah suatu kondisi 

dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengeadali pada I (SI!IU) 

Bank. 

l.? Kebijakan Kepemilibn Tunggal Perbankan. <www.bi.go..id>. di akses :n Oktober 201:i8 
1
' Peratuta.t'l Bank IndonesiaN~ &/IM'Bll2006.1ebih lanjut dalam pemtunm ini berisi IS (lima 

bela& pasal) yang mengatur tent.rmg kt:bijakan kepemilikan ttmggal perbatlkan. 
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Untuk Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau 

perorangan dan atau kelompok usaha yang: 29 pertama, memiiik.i saham Bank 

sebesar 25% (dua puluh lima perserotus) atau lebih dari jumlah saharn yang 

dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara; kedua, memiliki saham Bank kurang 

dari 25% {dua puluh lima perneratus) dari jumlah saharn yang dikeluarkan Bank 

dan mempWtyai hak suara namun dapat dibuktikan tetah melakuk.an pengendalian 

Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Untuk pembuatan Bank Holding Company Bl mengatumya dalarn 

Pernturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 yaitu Perusahaan lnduk di 

Bidang Pe!banken (Bank Holding Company) adalah badan hokum yang dibentuk 

dan alau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan 

dan mengendalikan secam langsung seluruh alctivitas Bank-bank yang merupakan 

anak perusahaannya 

Di dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 

dikalakan bahwa satu pemegang saharn pengandali hanya beleh menjadi 

pemegang saharn peagandali pada sa!U benk sajo, dimana peagertian lui 

mempunyai arti sampai dengan pemegang saharn tetukhir (ultimate share/wider) 

dari bedan hokum yang bersangkntae. 

Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melukukan peagendalian 

baik ...,.,. langsung maupem tidak langsung juga mengacu kepada ketentuan 

Bank Indonesia yang berlaku tenfl!ng Penilaian Kemampuan dan Kepatulan {Fil 

and Proper Tes(), 

Pengecu.alian terhadap ketentuan tersebut berlaku bagi yaitu Pemegang 

Sabam Pengeodali pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan 

usaha dengan prinsip berbeda, yakei se<a1a konveru;ional dan berdasariom prinsip 

Syariah, namun apabila Pemegang Saharn Pengendali memiliki lebih dari 2 {den) 

Bank dan dianmmnya terdapat beberapa Bank yang memiliki prinsip kegiatan 

usaha yang sama, maku kepemilikan atas Bank-benk dangan prinsip kagialan 

usaha yang sama terscbut tidak: memperoleh pengecualian. 

19 Jndonesia, Peraturan Bank Indonesia Tenttmg Kepemilikan Tunggal Perbanlu:m lndonesia, PBI 
Nomor 8116/PBJ/2006, TI..N 4642. 
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Sebagai ccnloh: Pemegang Saham Pengandali yang Ielah memiliki I (satu) 

Baok konvensional dao I (satu) Bank berdasarl<an Prinsip Syeriah yang kemudian 

mengakuisisi Baok berdasarkan Prinsip Syariah, maka Pemegang Saham 

Pengenda!i tersebut wajib melakukao merger atau konsolidasi 8IJIS kedua Bank 

berdasarkan Prinsip Syariah ter.;ebut. 

Unhlk Pemegang saham pengendali peda bank campuran maka Pemegang 

Saham Pengendali peda 2 (dua) bank yang salah satunya merupakan Bank 

Campurnn (Joint VenJure Bank) barus mengikuti regolasi ini yaitu yang dimakaod 

dengan Baak Campurnn dalam ketentuan ini edalah Baok yang didirlkao dao 

dimiliki oleb baok yang berkededukan di luar negerl dao Baok di Indonesia yang 

telah memperoleb izin usaba sebelum mulai berlakonya Undaog- Undaog Nomor 

I 0 Tahun 1998 tentang Perubaban Undaog· Undaog Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan dao peda saat mulai beriakanya Peraturan Baok Indonesia ini 

komposisi pemegang saham masih tetap bank yang berl::ededukao di IUat negerl 

dan Baok di Indonesia. 

Sejalan dengan penjelasan diatas, apebila Pemegang Saham Pengendali 

Baok Campwan memiliki lebih dari 1 (satu) Baok lain bukan Bank Campuran, 

maka kepemilikan atas Bank· bank bekan Baak Campuran tersebut adak 
memperoleb pengecualian. 

Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (satu) 

Bank Campuran dao I (satu) Bank lain bukan Bank Campuran yang kemudian 

mengakuisisi Baak lain, maka Pemegang Saham Pengendali ter.;ebut ,.,Yib 

melakukao merger atau konsolidasi alas kedua Baak yang bekan Baak Campuran 

tersebut. 

Penyesuaian pemturan ini dilakukao dengan mengalihkao sebagian atau 

selurah kepemilikan sahanmya peda salah satu atau lebih Baok yang 

dikendalikannya kepeda pihak lain sehingga yang beiS8llglrutan banya menjedi 

Pemegang Saham Pengendali peda I (sam) Bank atau melakukan merger atau 

konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya atau membantuk Perusabaan 

lnduk di Bidaog Perbankan (Bank Holding Company)., dangan cora mendirlkao 
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badan hukum baru sebagai Bank Holding Company atau menunjuk salah satu 

bank yang dikendalikannya sebagai Bank Holding Company. 

2. loseotlf Dalam Kebijakan Tunggal Perbankan 

Upaya 13! dalam menCiapkan kebijakan kepemilikan tunggal perbankan 

memberikan insentif dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

81171P13112006 tentang insentif dalam mngka konsolidasi perbnnkan sebagaimana 

telah diu bah dalam peraturan Peraturan 131 Nom or 9/12/P13ll2007. Adapun 

insentif yang diberikan berupa yairu:"' Kemudalian dalam pemberian i:cin menjadi 

bank devisa, kelonggamn sementara alas kewajiban pemenuhan gim wajib 

minimun (GWM) rupiah, J>O!Illl!liangan jaogka waktu penyelesaian pelampauan 

kradit (BMPK} yang timbul sebogai akibat merger atau konsolidas~ kemudaban 

dalam perubarian izin pembukaan kanlor cabang bank, pengganlian sebagian 

biaya konsultan pelaksanaan due diligence, dan/ atau kelonggamn sementara alas 

pelaksanaan bebenlpa kerentuan dalam peratuan Bl yang mengatur mengenai 

Good Corporate Govemance bagi bank umum. 

insentif yang diberikan oleh Bl diatas hllnlS memenubi persyaratan· 

persyaratan, di antaranya unruk izin bank devisa hanya berlaku 2 (dua) tahun 

sejak berlakanya izin merger atau kO!IliOiidasi bagi bank basil merger atau 

konsolidasi dengan kerentuan relah memilild modal inti minimum Rp. 

100.000.000.000. (seratus milyar rupiah) peringkat komposit sekarang- kumngnya 

2 (dua) dengan faktor manajemen sekarang-kumngnya 3 {tiga) pada 2 (dua) posisi 

penilaion temkbir. 

Pemberian insentif ditujukan bagi pen::epatan lronsolidasi perbankan sesuai 

dengan arsirekrur perbankan ladunesia (API) don stimulus (sweetener). 

Sehaliknya pemegang saham pengandali, komisaris don direksi bank yang layak 

melakukan merger dan konsolidasi namun tidak bersedia untuk melakukannya 

10 Insentif dalern rangb penerapan kebijaksn kcpemiHka.n tunggal pedxmb.n. ~bj,go.id>. di 
akses 31 Oktober 2008. 
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dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis serta mempengarubi penilaian 

integrillls dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test}." 

Insentif yang ditawarkan oleh bank Indonesia ada Hma jenis seperti yang 

disebutkan diatas yaitu;32 

l, Kemudahan izin menjadi bank devisa bagi bank yang merger. BI pun 

menyusutkan modal bank yang ingin menjadi bank devisa menjadi Rp 100 

miliar, 

2. Kelongganm 1% atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) 

rupiah yang berlalru sementata, yalati 12 bulan. 

3. Bank juga akan diberl perpanjangan waktn penyelesaian pelampauan 

BMPK sebagai akibat merger atau konsolidasi. 

4. Bank basil merger juga akan mendapet kelongganm sementara untuk 

mematuhi tala kelola perusahean atau good corporate governance (GCG). 

Utamanya, sool pemenuhan adanya komisaris independen paling sedikit 

50% dari jumlab komisaris. Bl melonggarl<an kewajiban itu hingga enam 

bulan sejak izin merger keluat. 

5. Penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan due dillgena dengan 

nilai maksimal Rp 1 miliar. 

Untuk masalab perpajakan masih diatur dalam harmonisasi bersema antar 

Bank Indonesia dan Di~en Pajak, dimana dalam hal perpajakan ini bank 

mengingiakan pengaturan heberapa hal yang perlu untuk dibeti insentif dalam bal 

merger antar bank: yaitu:j3 

I. Bank minta agar pemerintah mengurangi biaya Pajak Penghasilan atau 

PPb atas peningkatan nilai aktiva bank basil merger (revaluasi aktiva) 

yang saat ini berlako tarif sebesar I 0%. 

ll klhanncs Ibrnhim. Penerapan Single Presence Policy dan /Jamp<ii:nya 8agi Perhankan 
Nmlonal. Jumal Hukum Bisnis VoL 2.1 No.2 Tahun 2008. hlm. 7-9. 

a http=J/www.pgj!Jk2000.wmfnm pdnLOOp'lid;'2.563 terakhir dlak:ses 12 Desetnber 200&. 
13 Ibid, tcntkhi.rdiakscs 12 De$ember 2008 
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2. Bank juga min<a pajak pengurangan Bea Peroleban Hak alas Tanah 

Bangunan (BPHTB) sebesar 50% dari tarimya saat ini, yakni sebesar 5%. 

3. Bank minta agar PPN atas setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak 

untuk bank merger dibebaskan. 

Pada intinya, yang dimaksud dengan insentif pajak disini adalah dalam hal 

aset yg dimasukkan oteh bank yg meleburkan diri ke dalam bank penerima 

merger {Surviving bank) bisa dipemitungkan dengan nilai buku, bukan nilai 

pasar, karena aset yg masuk tersebut aknn diperlakukan sebagai "lambahan 

aset" bagi si surviving bank. Jika dihitung dengan nilai pasar, maka beban 

pajaknya aknn besar sekali padahal riil tidak ada actual benefit yg diterima 

oleh surviv;ng bank tersebut. 

Unlwrsttn Indonesia 
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Kebijakan Kepemilikan Tuoggsl Berbeoturan Dengao Undang-Undang 

Perseroan Terbatas Dan Uodang-Undaog Persaiogan Usaba Tidak Sehat. 

A. Opsi Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankall. 

Surat edaran Bank Indonesia mengatur No. 9132/DPNP Jal<arta. 12 

Desember 2007 mengenai Kepemilikan TWtggal pada Perbankao Indonesia 

Sehubungan dengan telab dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/16/PBI/2006 tanggal 5 Okt!lber 2006 tentang Kepemilikan Tunggal Pada 

Perbankao Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642). Mengatur 

mengenai lata eara divestasi, merger atau konsolidasi dan banJ.: holding cvmpany. 

Dalam sural adaran ter:sebut beberape hal tentang Iota eara pengalilum 

saham (divestasi), merger atau konsolldasi dan bank holding company. Y aitu:1 

I. Pengalilum saham kepada pihak lain (Diveslaslj 

A. Dalam hal PSP yang memiliki 2 (doa) Bank amu lebih tidak 

bermaksud wrtuk melaksanakan merger atau konsolidasi, atau 

membentuk BHC bagi Bank-Bank di hawah pengendaliannya, 

maka PSP dapat mengalihken sebagian atau selwuh kepemilikan 

sahamnya pada salab satu atau lebih Bank yang dikendalikannya 

kepeda pihak lain sehingga yang bersangkutan hanya menjadi PSP 

pada I (satu} Bank. 

B. Adapun yang dimaksud dangan pihak lain adalah pihak di luar 

kelompok usaha dan/atau keloarga sampai dangau derajat kedua 

dari PSP. 

1 
Bank Indonesia, Sutn~ Edsran Kepemilikwl Tungga! pad& Perbankan lndoneiDa Sdlubungan 

dengs.n tclab dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor &'16JPBlfl006 t.anggal 5 Oktober 
2006 telltang Kepcmllikan Tunggal Pada P~ Indonesia (Lembiwn Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 73, Tambah!Ml Lembanm Negara RepubUk. Indonesia Nomor 4642). 
No. 91l2fDPNP Jakarta, 12 Desember 2007. 

39 

Kebijakan Kepemilikan..., Kornelis Dehotman, FH UI, 2008



40 

C. Pengalihan sebagian atau seluruh saham PSP kepada pibak lain 

dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur 

tentang Pen.)'aratan dan Tata Cam Merger, Konso!idasi, dan 

Akuisisi Bank Umwn atau ketentuan tentang Persyaratan dan Tata 

Cara Pembelian Saham Bank Umum. 

H. Merger atau Konsolidasi. 

A. Salah satu cam yang dapat dipilih oleh PSP untuk melakukan 

penyesuaian struktur kepemilikan Bank a<lalah dangan rnelakukan 

merger atau lronsolidasi atas Bank·Ba:nk yang dikendalikannya. 

B. Selain itu, Pasal 3 ayat (2) PBI juga telah menetapkan bahwa 

apabila setelah PBI dimalorud berlaku, pihak·pihak yang telah 

terkena kewajiban untuk melakukan penyesuaian struktu:r 

kepemilikan karena telah menjadi PSP pada lahih dari l (satu) 

Bank melakukan pembelian salwn Bank lain atau menerima 

pengalihan salwn Bank lain sehingga mengakihatkan yang 

bersanglrotan memenuhi !criteria sebagai PSP Bank yang dibeli 

alllu diterima pengalihannya, maka yang bersanglrotan wajib 

melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan 

Bank yang telah dimiliki sebelumnya. Tennasuk dalam pengertian 

ini adalah apahila seseorang atau bedan hulrom yang sebelumnya 

bukan merupakan PSP namun karena satu dan lain hal memenuhi 

!criteria sebagai PSP, maka yang bersanglrotan wajib melakukan 

merger atau konsolidasi atas Bank·Ba:nk yang baroda di bawah 

pengeadaliannya. 

C. Dalam hal Bank akan melalrokan merger atau konsolidasi, dirnana 

untuk melancarican proses merger atau konsolidasi dimaksud perlu 

diduhului dengan akuisisi temadap Bank yang akan dimerger amu 

dikonsolidasi maka Bank indonesia hanya dapat memberikan 

persetujuan apabila Bank yang diakuisisi te=but langsung 

dimerger atau dikonsolidasi dangao Bank yang telah dikendaltkan 

oleh PSP. Dengan demikian, proses merger atau konsolidasi yang 
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didahului dengan akuisisi tersebut merupalcan satu kesatuan proses 

tanpa jeda, yang dalam hal ini tercermin dalam rencana 

pelaksanaan proses dimal<sud (action plan). 

D. Dalam rangka memperlancar proses merger atau konsolidasi 

dimaksud Bank Indonesia dapat tidak melakukan penilaian 

kemampuan dan kepatutan (fit ami proper test) teriladap PSP 

danlatau pengurus Bank- Bank yang melakukan proses tersebut di 

alliS, apabila yang ber;angkutan telah memenubi syarat penilaian 

kemampuan dan kepalull!n (fit ami proper test). 

ill. Perusahaan induk di bidang perbankan. 

A. Sebagaim- diatur dalam Pasal 3 ayat (I) huruf c PBI, alternatif 

lain untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikan Bank 

adalah dengan memben!uk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan 

atau Bank Holding Company (BHC), yang pembea!ukannya dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. mendirikan hadan hukum haru bukan beuk yang akan 

bertindak sebagai BHC; atau 

b. menunjuk salah satu !lank yang dikendalikannya sebegai 

BHC. 

B. BHC wajib memberikan atah slrategis den mengkonsolidasikan 

laporan keaangan dari Bank-Bank y- menjadi anak 

perusahaannya. Dengan demikian, make BHC mempunyai lugas 

untuk 

I) menetapkan prognun kelja -egis BHC; 

2) memberikan atah stniltegis untuk jangke wakru paling sedikit 

3 (tiga) tahun ke depan, dan mengkonsolidasikan prognun 

kelja Bank-Bank yang menjadi anak perusahaan; 

llniYAMU..Inrln......_la 
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3) menyetujui program kelja strategis Bank~Bank yang menjadi 

anak perusahaan. langka waktu program kelja s1rategis 

tecsebut paling sedikit 3 (tlga) tahun ke depan; 

4) mengawasi pelaksanaan program kelja Slrategls; dan 

5) mengkonsolldaslkan laporan keuangan anak perusahaan 

dengao Japeran keuangan BHC serta membuat laporan 

konsotidasi lainnya sesuai Peraturan Bank indonesia. 

C. Pembentukan BHC Bukan Bank 

I) Perusahaan yang akan bertindak sebagei BHC barus 

berbentuk bukurn Perseroan Terbams yang didirikan dan 

berkedudukan di Indonesia, sebingga tata c.ara peodiriannya 

meogilmli keteotuan sebagaimaoa diatur daiam Uadaog

Undaug tentaag Perseroan Terba(U. 

2) Jumlah modal disetor perusahaan tersebut paling kunmg 

sebesar jumtah seluruh nilai nominal .sa.ham yang ditana.mkan 

PSP pada bank. Dalam hal pada saat pembentukan BHC 

jwnlah mndal disetomya lebih kecil daripada jwnlah selurub 

nilai nominal saham yang ditanamkan PSP pada Bank yang 

diwajibkan untuk dilakukan penyesuaian struktur 

kepemilikannya, maka penambahan mndal disetor oleh PSP 

dapat dilakakan melalui pengalihan saham PSP di Bank-Bank 

dimakaud kepada BHC. Adapun kepemilikan saham Bank 

oleb BHC tersebut paling tinggi sebesor modal sendiri bersih 

BHC. Yang dimaksud dangan modal sendiri bersih adalah 

penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laha, dikurangi 

penyenaan dan kerugian? 

2 Lebib lanjut mengenai pengaturn.n pengalihart., merger atau b:tusolidasi dan be.rdc hQ/ding 
company liha1 dalam Bank lndonesiB., Surui Edaran Kepcm:illkan Tunggal pada Perbanku.n 
Indonesia Schubun,gan dengan telah dikelua.r:bmye Pe:rntumn Bank Indonesia Nomot 
8/16/PBI/2006 tanggsi 5 Oktober 2006 t.entang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia 
(Lemba.run Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 73. Tambahan Lembaran Ncgarn 
Republik Indonesia Nomor 4642). No. 9132/DPNP Jaka.rta. 12 Desember 2007. 
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1. Divestasi 

D1vestasi merupakan saiah satu strategi untuk mengecilkan bisnis 

yang juga merupakan peJiiualan saham atau aset, pemisahan atau penghapusan 

unit bisnis, lini produk atau penjualan perusahaan anak. Bebernpa alasan 

mengapa perusahaan melakukan divestasi adalah: 3 pertama, daripada 

mempertahankan unit usaha yang tidak mengunhmgkan atau berpotensi untuk 

menggerogoti keuntungan perusahaan, maka lebih baik unit bisnis ternebut 

dijual atau ditutup sama sekali sehingga sumber daya yang ada dapat diallhkan 

ka unit bisnis Lain yang lebih bermanfaat4; kiJdUD jilm perusahaan daLam suatu 

induslri berada daLam pesisi yang lemah, tidak ada barapun untuk 

melangsungkan hidupnya secara menguntungkan. dan pasar daLam induslri 

tersebut tidak lagi menjanjikan, maka jalan yang ditempuh adalah 

meninggalkan induslri tersebut. 

Dalam melakukan divestasi perusahann akan menghadapi 

hambatan dan tantangan dan kesernpatan. Oleh karena hal ternebut maka 

perusahaan- perusahaan teJrnaSuk bank sekalipun sebagai bagi!ln dari 

pergetukan ekonomi harus mempunyai strategi untuk melakukan divestasi. 

Beberapa strategi tersebut yaitu:' 

I. Strategi penyehatan. 

Stmtegi penyebatan (Turn Around StraJegy) adalsh l!lngkah

langkah tuktis dalam 11!Ilgka mentransformasi dan membangun 

lcembali kekantan bersalng pemsabann dari kondisi yang kurang sehat 

mejadi perusahann yang lebih etisien dan sehat. Beberapa langkah 

tuktis yMg dapat diambil oleh perusahaan antara lain adalah 

me.lakukan efisiensi biaya, memangkas pengeluaran atau biaya 

uverhead, mengurangi tenaga kerja sckaligus meningkatkan 

prodolctivitas tenaga kerja Yfln& masih ada. memotong gaji, tunjangan 

1 Moin, AbduL Meger, AkuiSWdt.m Dfvestasi. (Yogyekattn: EkonisiB,. 2007). him. 330. 
<4 Gordon Bing. Corporate Acquisition. (Houston: Gulf Publishing Company, !980). him 10. daiam 
Moin. Abdul. Merger, Akuislsl dtm Divestasi. Yogya!;.m.e. : EkQnisia. 2007. him. 330 
s Moln, AbduL Op.cit., hlm, lllw 333. 

-
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atau fasilitas lain atau dengan menjua1 unit bisnis dan lini produk yang 

lidak menguntungkan. 

2. Divestasi (Diveslmenl). 

Jika perbaikan dari sisi intema:l sebagaimana dilakukan melalui 

sttategi penyehat.an (tum around) tersebut tidak berhasil maka straregl 

divestasi Jayak diambil. Divestasi berarti menjual sebagian unit bisnis 

atau anak perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan dana segar 

dalam rnngka menyehotkan perusahaan secant keseluruhan. Sebagai 

contoh pada awal tahun l980an perusahaan mobil chrysler di Amerika 

serikat menjual divisi Air Conditioning (AC), menjual semua pabrik 

mobil di luar Amerika serika!, menjual divisi kapal pasiar dan menjual 

divisi bisnis pertahanan. Dalam arti luas, divestasi memitiki variasi 

sebagai berikut: 

Divestasi-

,..Spin-Off 

(demerger) _ 

3. Likuidasi (liquidation) . 

-+Split-up 

. Lilruidasi merupakan langkah remkhir yang bisa dilakukun 

manajemen setelah semua strategi penye1amatan tidak ada basilnye.. 

Sebalunn dilikuidasi ini dilakukun sebenarnya perusabaan bisa 

menyatakan bangkrut yang diputus melalui pengadilan. Setelah 

perusaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, perusabaan berhenti 

sementara wa.ktu unruk menyelesaikan klaim atas kreditor dan 

pemegang sabam. Akan tetapi perusahaan masih akan tetap bisa be!diri 

dan melanjutkan usahanya. Namun apabi1a temyata dalam sekian 

-
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waktu perusahaan terns mengalami kesuHtan~ kesulitan sedemikan 

rupa sehingga tidak mampu melanjutkan usahanya maka langkah 

terakhir yang ditempuh adalah dengan melikuidasi perusllhaan. 

Dalam melakukan divestasi setiap perusahaan termasuk didalamnya bank 

mempunyai berbagai macam motif, dan dibawah ini adalah motif yang umum 

menjadi pendorong pelaku usllha baik perusllhaan maupun bank untuk 

berdives:tasi~ yaitu:6 

I. Kembali ke kompetensi awal (core compeience); 

2, Menghindari sinorgi negatif; 

3. Tidak menguntungkan secara ekonomis; 

4. Kesulitan keuanga:n; 

5. Perubaban Strntegi perusllhaon; 

6. Memperoleh 1mnbaban dana; 

7. Mendapatkan uang kas denga:n segeia dalam kasus LBO; 

8. Alasan induvidu pemega:ng sllharn; 

9. Pennintaaa pemeriotah; 

10. Pem1intaan Kreditur. 

Dalam divestasi emt kaitannya denga:n akaisisi perbonkan maka barus 

pengertian mengenai akuisisi barus dimunculkan agar tedadi ha!Dlonisasi dalam 

6 Moln. Abdul. Op.cil., hJm. 33~336. 
Lebih jauh m~mgenai menghindari sinergi yang negatif dan mendapatkun uang ka.<; dengan segera 
dalem kasus LBO (laveragf! ~ut) yaitu : 

1) Menghindari sinergi negatif: yaitu divestasi dilakukan dalam l'1l1lg.ka meocari sinergi 
sebagnlmana merger dan akuisisi. Jika dalwn merger dan akuisisi sinergi digambarbn 
dalam angku 2+2=5, maka divestasi juga memberikan pet~S.ertlan 2·1=2. arthryn adalah 
divestesi ak8Jl meningkatkan nilai perusahaan meskipun u.lrunm perusalwtn semakin kecil. 
Jib tiduk dilakukan divestasi, yang teljadf justru sinergi yang negatif (anetgi), yaitu 
pbungan dari peruS2haan a1Ua unit~ wit bisnis bukannya memberlk.an basil yang lebilt 
besar. ~justrumcmberilam hasil yang lebih kecit ataudi.gambarkan 2+2=3. 

2} Mendapatkan uang lw dengan se&ern dafam !casus LBO: LBO adalah a.kuisisi yang 
sebagian besar dananya betasliU dari b\lltlng yang btmpnya rclatif tinggt Karaw. dibiayai 
hutang. m~ perusahaan seoepa.tnya ha.rus melunasi dana untuk LBO ternetmt dengan 
menju.al (mendivestasi) aset- aset perusahaan yang baru saja dl akuisisi. 

-
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pelaksanaan divestasi. Secara urnum akuisisi dapal dikatakan adalah perbuatan 

rnemHik.i harta benda tertentu. 7 Di Dalam Undang- Undang Tentang Perseroan 

Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 mala akuisisi ini diterjemahka.n sebagai 

pengambilalihan perusahaan sebagaimana di katakan dalam Bah VIII pasal 125 

UUPT.8 Karena kata akuisisi mengandung makna memiliki atau mengambil alih 

(Jake over). maka untuk dapt dikatakan akuisisi perusahaan dalam arti 

pengambilalihan saharn. Pengambil alihan tersebut mestilab paling tidak 

pengambil alilmya dapat menjadi pemegang suara yang paling besar (pemegang 

mayoritos dan atau pemegang saham pengeadali), sehingge dapat mernutus sendiri 

tanpa ikut campur pilmk pemegang sabam loin, misalnya, misalnya dengan 

rnayorita.s biasa (simple majority}, yaltu minimal 51% (lima puluh satu persen) 

dari selurub sabam perusabaan lain dimabil. Dalam kasus akuisisi melalui 

divestasi maka tidak ada perusahaan yang melebur kedalam perusabaan lain, 

namun yang teljadi adalah bahwa kedua pemsabaan alau bank tersebut telap exist, 

hanya kepernilikannya Ielah berubah kepada pengakuisisi (aqulsitor). Menurut 

pasaJ 9 ayat (I), (2) dan (3) Peratunm Pernerintab Nomor 28 tabun 1999 tenlang 

merger, konsolidasi, dan akufsisi bank maka yang dikatakan akuisisi adatah: 9 

Pertama, Akuisisi bank dilakukan dengan cam mengambil alih selurub alaU 

sebagian sabam yang mengakibatkan beralilmya pengeadalian bank ke pihak yang 

mengakuisisi; keduo Pengambilalihan sabam bank, baik secara langeung maupun 

melalui Bursa Efek yang mengakibatkan kepemilikan sabam oleh pemegang 

sabam perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh lima 

pensen) dari saJuun baak yang telab dikeluarkan dan mempunyai bak suara, 

dianggap mengaklbatkan beralilmya pengendalian bank sebagaimana dimaksud 

ayat (!), kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan seballknya; ketiga. 

Pengambilalihan sabam bank yang mengakibntkan kepemilikan sabam oleh pilmk 

yang mengambil alih menjadi 25 % (dua puluh lima persen) alau kurang dari 

sabarn baak yang telab dikeluarkan dan mempunyai bak suara dianggep tidak 

1 Munir Fuadi. 1/ub.tm Perbartkan MOOem (bullt J:esatu). (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). 
hlm, 37. 
•lndonesia. Umfa:ng- Undtmg Perseroon terbattl5. UU No. 40 tabun 2007, LN No, 106 Tahun 
2007, TLN No. 4756. Pasal. 125. 
'Indonesia, Peratw"an Pemerintah tentang Akrger, KGI'lSDildasi dan AbtisiSi /Janie, PP No. 28 
Tahw11999, LNNo. 61, TLN 3840, pe.sa.J 9. 

-
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mengakibatkan beralihnya pengendalian bank, kecuali yang bersangkutan 

menyatakan k.ebendakny.a untuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa 

yang bersangkutan secara langsung atau tidal< langsung mengendalikan bank 

tersebut. 

Dalam hal bank melepaskan kepemilikannya melaiui divestasi maka cara 

mendivestasikan yang ideal adalah melalui pasar modal. Karena melalui pasar 

modal maka akan terjadi go public sehingga tetjadi keterbukaan dan penyebann 

pemilikan sehingga dengan teijadinya keterbukaan maka peran serta masyarakat 

akan lebih meningkat dalam melakuklln pengawasan terhndap industri perbankan 

(market dlscip/ine).'0 

2 Merger atau Koasolidasi 

Bentuk penggabnngan perusahaan yang pada umumnya terjadi adalah 

merger yaitu dimana dua perusahaan berbeda rrumggabungkan diri menjadi satu 

dengan tetap mempertabankan salah satu tebtp berdiri. Menurut William L. Cary 

& Melvin A. Eisenberg,. dalam '"corporation, case and materials" memberikan 

definisi merger sebagai berikut: 

"altlwugh 'merger' is often use by l'l()n/awyers lo discrete any form 
of combination, to a lawyer it normally means a combination 
involving the fusion of two conslituerd corporations, pur.;uant to a 
formal agreement executed with reference to specific staluiory 
merger previsions, order whick the stock of one corporaticn (the 
transferor) is ronverted irdo stock if the other (the "'""iw>r). The 
survivor then succeds the transferor's assets tmri liabilitia by 
Qperalion of law .. u 

Semenlara Byron E. Fox & Elanor E. Fox, dalam bukunya "Corporate 

Acquisition and Merger" berpendapat: 

to Zulk.amain Sitomput Merger. Akuisisi dan Komolidasi Perbankan Relewmsinya Dengan 
Kebi)a!an Singfc Presei'IC€ Policy. (iumsJ Huktlm Bisnls. Volume 27, No. 2 Thhun 200~. blm. 24 
ll William L. Cary lk. Melvin A. EiSif:flbcrg. COI"pcralicm, Case tmd Materials. 5 Edition
Abridged (Mineola N. Y, The Fooodation Press. Im:. 1980), P. 342. dalam A gus Budi:anto, Merger 
Bank Di Indonesia (Beserta Atfbat- Aldbal Hlikumnya). {Bogor: GbaJia Indonesia. 2004}. him. 86-
87. 
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business and the others cases to exist in separate form. "11 
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Black ·s law Dictionary (1" Edition) mengatakan bahwa merger sebagai 

berikut: 

"Merger is the fusion or absortion of one thing or right into 
another; generally spoken of case where one the subject is of less 
dignity or importance than the other. Here the less important ceases 
to hove an irulependenl existance1

J ". 

Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas malo!. merger dimasukan ke dalam arti penggabungan dan pelebumn 

yang terdapat daltun pasa1122 ayat (1) yaitu bahwa penggahungan dan peleburan 

mengakibetkan perseroan yang menggabungkan atau meleburlwt diri berakbir 

k.arena hukum. 14 Dalam pasal l Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Merger, konsolidasi dan Akuisisi Bank mengatakan bahwa :merger 

adalah: " Penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan eara tetap 

memperah111ankan berdirinya salah satu bank dan membuberl<an bank- bank 

lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 

12 Byron E & Elanor. E. Fox, Corptm:zu AcqulsirionAmiMerger, (N.Y., MtthcwBender, 1990}, P. 
2. dalam Agus Budianto, Merger Bank Di Indones.ia (Beseno Akibal· Akihat Hul::t.tttmya), (JJogor: 
Ohalia Indonesia, 2004). him, 87. 
n Joharules Jbmhlm. Petterapt;?J Single Prtuence Policy dan Dampabtya Bagi Perbonlcan 
NMional. (Jwnal Hukum Bisnis Vol. 27 No.2 Tahun 2008). blm. 16 
!.t Indonesia. Undant:- Undang Pem!roan Terbat~ UU No. 40 tatum 2007, LN No. 106 Tahun 
2007, TI..N No. 4756. PasaL 122. lebib lanjut dafam pasal tetsebut dik.lllakAn padaayat selanjutnya 
yaitu: 

t) Penggabtingm dan peleburw> mengaldbotkan l""1"f'W> '""" menggabtingkan 01au 
me!eburkan diri berakhir kBrena hukum 

2) Berakhimya ~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakuka.n 
likuidasi terlebih dahulu. 

3} Dalam hal bemkhimya perseornn ~ dimaksud pada ayat (2), 
a. Aktiva dan passiva l'erseroan yang menggabungk.an ~u meleburkan diri beralih 

kBrena. hukum b::pada per$CT08n yang menerima pengabungan atau perseroan 
""'ilpelebumn; 

b. Pcmegang saham P~ yang menggabwtgkan atau meleburkan diri karena 
bukum menj~ pemegang sahom perseroan yang menerima penggabungan a1aU 
perseroan hasil pelebumn; dan 

<:. Perseroon yang mcnggabungk&J'I atau mclcbutbn diri berakhir kareM hukum 
terhitnng scjak tanggal pcnggabungan atau pelebunm mulai berlaku. 

u Indonesia, Per(J.tunm Pem2dnlah lentang Merger, Ka11U!Udasi dan Akuisisi Bank, PP No, 28 
Tahun 1999, LN No. 61, TLN 3840, pasall ayat(2}. 
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Tujuan Merger sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu rescue 

program dan improving businen. l(> Target umum merger yaitu sebagai 

berikut: 17 (I). Untuk meningka!kan konsentrasi pasar, (2). Untuk meningkalkan 

efisiensi, (3). Untuk mengembangkun inovasi baru, (4). Sebagai alat investasi, (5). 

Sebagai sarana teknologi, (6). Mendapa!kan akses internasional, (7). Untuk 

meningkalkan daya saing, (8). Memaksimalkun sumber daya, (9). Menjamin 

Pasokan bahan baku. 

DaJam dunia perbankan sendiri merger diatur dalam Surat Keputusan 

Direkai Bank Indonesia Nomor. 32f51/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 Tentang 

Persyaratan dan tata cam merger, konsolidasi dan akuisisi bank umum. Dimana 

dalam pasal4 dikatakan babwa:18 

"lzin merger atau konsoHdasi sebagaimana dimakuud dalam pasal 2 
ayat (2) dapat diberikun apahila dipenubi persyaratan sebagai berilrut: 

a. Telah memperoteh persetujuan dati rapat umum pemegang 
saham; 

b. Pada saat telab teljadinya merger atau konsolidasi jumlah 
aktiva bank basil merger atau konsolidasi setinggi- tingginya 
20% (dua pulub per seratus) dati jumlah alctiva seluruh Bank 
di Indonesia; 

c. Pennodalan Bank basil merger atau konsolidasi memenahi 
ketentuan rasio kewajiban pemenuban modal minimum yang 
ditelapkun oleh Bank Indonesia; 

d. ca!on Dewan komisaris dan direkai bank basil merger atau 
konsolidasi memenubi persyaratan seba.gaimana dimakaud 
dalam Slll11t keputusan direkai Bank Indonesia yang mengatur 
kepengurusan Bank." 

Dengan demikian maka merger antar bank adalah penggahungan 2 (dua) 

bank atau lebih dengan cars telap memperlabankan berdirinya salab saru bank dan 

membubarkan bank- bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Melalui 

merger danf atau peleblllM 2 (dua) atau lebih bank akan bergebung baik dengan 

nama baru maupun tidak. Pada beberapa kasus merger dilal:ukan untuk 

It Munir Fuadi. Loc. cil., hlm. 41. d:ikatakan lebib lanjut bahwa merger dalam ranglca rescue 
program yakni merger dengan atau antara bank yana ku.ranW tida.k seba£. dan merger dalam 
l11llgka impr(Witrg business, yakni merger anlBia bank· bank yoog sehat. 
11 Munir Fuadi. Hukum Te.ntang Mer-ger. (Barnhmg: Citra Aditys Bakti. 2002), him. 57. 
u Bank lndontl$ia, Surat Keputusan Direksi Tentang Persyaratan dan Tata Qua Merger, 
Konrclida:sl dan Ahtisisi Bank Umum. SK No. 32/SJ/Kep/D!r/1999. Pusa1 4. 

-
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memperbaiki kineJja bank atau bahkan untuk menyeleksi keberadaan bank~ bank 

yang tidak efisien tanpa harus melikuidasi yang bisa menimbulkan efek biaya 

cukup tinggi. Pennasalahannya tidak semua tujuan merger dapat tercapai. Justru 

banyak permasalahan yang muncul pada saa.t akan dan sesudah merger yang 

mengarah ke arah kegagalan merger. Diantarenya adalah karena oiaya tinggi 

sehingga Jargel re/um sulit tercapai dan kegagalan menciptakan sinergi antara 

corporate resources. Karena merger ini bukanlah suatu penghasil profit yang 

instan :maka para penggagas merger haruslah membuat strategic plan yang 

herlandaskan pemikiran herhati- heti terhadap herhagai perobahan aspek legal dan 

financial yang implemenlusinya barns dilakukan seoara konsisten • 

Konsolidasi terdapat dalam Undang- Undang Perseroan Terbalus No. 40 

Tahun 2007 pasal 122 ayat (1) yang mengaplikllsikan kata koDSGiidasi ini dengan 

kata peleburnn. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Mengenai 

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi !lank maka konsolidasi diartikan dalam pasal I 

ayat (2) sehegai penggabungan dari 2 (dua) bank otau !ebih, dengan cara 

mendirikan bank baro dan membubarlout bank- bank tersebut tanpa melikuidasi 

terlebih dahulu.19 

Dalam konsolidasi make tidak ada perusahaan yang bertahan karena kedua 

perosahaan tersebut dilebut dan tidak ada yang bidup teros dan muncul 

perosahaan baro sama balnya dalam durda perbankan maka dua bank yang 

berkonsolidasi akan memhentuk bank baro yang butheda dari bank-bank semu!a20 

Dengan demikian merger dan konsolidasi memiliki pengertian yang soma. namun 

dulam hukom bisnis henya butheda padu akihet hukom yang ditimbulkan. Dengan 

mengacu kepadu pengertian merger atau konsolidasi, penggunuan polo ini 

memherikan persoalan dilematis. Di satu sisi modal aset dati hebutapa bank akan 

bernatu dan menjadi hesar. Namun disisi lainnya, upaya ini penuh resiko dan 

r9 Indonesia. PertJIIIY'an Perru:rin!ah tentang Merger, Konsolidasi r;km Akulsisi Bank, PP No. 28 
Tahun 1999, LN No. 61, TLN 3840. pasall ayat (3). 
'» Munir Fuadt L«.c;t,, Hukum Petbankan Modem (Buku Kesatu)., him. 3$. dikat.P.kan !ebih 
lonjut bahw:a konsoltdasi perusaluaan menurut (Abduralunan. A., 1991:679) dikatakan bahwa 
konsolidasi perusahaan itu tcrj11.dl jika yang didafamnya itu telab dilebur 2 (dua) maskapai atau 
lebih y8l'lg sama pentingnya menjadi 1 (satu) m.asbpai yang seluruhnya bam, dengan tida.k adanya 
maskapai- maskupai yang semula hidup !m1S. Istilah konsoiidas.i sering juga sebagai gantinya. 
amm.l~ p.mation. 
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mahal. Dampak yang ditimbulkannya pun akan besar terutama dari segi 

!retenagakeljWI yang kemudian berojung kepada pengangguran dan gangguan 

ekonomi?1 

Peraturan perundang· undangan dalam bidang perbankan yang rnengatur 

tentang merger dan konsoJidasi dan akuisisi adafah: 

l. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas; 

2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang· Undang Nom or I 0 Tahun 1998; 

3. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal; 

4. Pemturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentllng penggubungan, 

peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsoiidasi, 

dan akuisisi; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun I 999 lmltang pembelian saham 

bank wnum; 

7. Sural Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2221KMK.01711993 Ten!ang 

Persyaratan dan Tata Cam Merger Konsolidasi dan Akuisisi Bank. 

Merger merupakan pilihan opsi yang tefbaik sebab opsi ini sejalan 

dengan kondisi perbankan di Indonesia yang tediakrnentasi dalam kaitannya 

dengan jumiab dan ukumn, struktur kepemilikan, keuntungan dan daya sahtg 

serta penggunaan teknologi modern.22 

Tidak jarang tiga atau empat bank besar berusaha berdampingan 

dengan bank kecil dan bank perkreditan rakyat yang banyak diantaranya 

dimiliki olah keluarga. Sangat jarang rerdapat bank yang telah ga public. 

11 Johannes !brnhim. Pent!rapan Single Presence Policy dan Dampalarya Bogi Perbanlan 
Nasi anal. (Jumal Huku.m Bisnis Vol. 27 No.2 Tahun 2008). hlm. 7. 
n Zulkamain SitompuJ, Merger A!ruisiSi, datr Konsolidasi PerbanA:mJ Relevansi~ Dengon 
Kebijakan Single PreSI!nce Pc/icy. Jumal Hukum Bi$nis Vol. 27 No.2 Tahun 2008. him. 23. 
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Dengan k:ondisi demikian maka merger merupakan solusi terbaik sebagai alat 

untuk meningkatkan struktur dan efisiensi industri perbankan.23 

Secara tersirat Bank Indonesia menghendaki agar opsi merger yang 

dipilin o!eh pemegang sallam pengendali. Rendahnya pennndalan bank di 

Indonesia telah menimbulkan masalah karena perbankan merupakan industri 

padat modal dengan resiko usaha tinggi. Kecilnya modal bank menimbulkan 

masalah sk.ala ekonomi (economic scale).24 

Pi!ihan yang telbaik untuk opsi yang diambil adalan putusan yang 

harus berdasarkan keputusan bisnis yang artinya b8rus dapat sejalan dengan 

sttategi pengembangan pemsallaan. Opsi yang dipilih oleh kalangan 

perbanlom teroennin dari mergemya salalt satu bank wnum swasta yaitu bank 

· Niaga dan Lippa bank sehingga menjadikan bank yang bertahan Niaga." 

Dalam kasas bank Niaga seporti yang diberitukan dalam situs Lippa 

bank dikatakan bahwa alasan penggahungan kedua bank tersebut adalalt 

merger portama bank setelan keluamya kebijakan kepemilikan tunggal 

perbanlom (single presence policy). Penggahungan yang dilakukan aleh Lippa 

.bank dan bank Ninga menjadi Commerce lnlemational Merchant Bankers 

(CIMB) adalah selain berdnsarkan adanya kebijakan kepemilikan tungga! di 

bidang porbanlom namwt juga untuk membuat bank ini menjadi lebih beser 

11 Dubravko, Mihaijek. Privatisation, C<msolidatfon anti Increased Role of Foreign Btml;:r, The 
!kmiing System In ~rglng EcMtJmies: H<IW Much Progress Has Been Made.. (Bani< For 
Inretnational Settlement: August 2006). Him. 47. Dalam Zulkamain Sitompu!. Merger Akfli.sisi, 
dtm K(Jnst~Jidasi Ptrban!trn Refevansir:w.z Dengan Kebljaitm Single Presence Poficy. (Jurnal 
Hukqm Bisnis Vol. 27 No.2 Tahun 2008). blm. ~ 25. 
,.. lngo Walter. Mergers (lnd Acquisitions in Banking anti Finance What Workr, Wha1 Foils, tmd 
Why. (New York: OxfOfd Univernity Press, 2004). Him. 65. Dalam Sitompul, Zu.!kamain. Merger 
Ahtisisi, dJ:m Konrohdari Perbankan &Jewmslif)la Dengmz Kebf.iakan Single Presence Policy. 
(Jumal Hu.kum Bimis Vol. 27 No, 2 Tahun 2003), him. 24. 
75 Merger Bank Niaga dan Lippobank, <!tnp:Jfwww.infQ:S4ham,ctmtlao:tk/27L> Dlakses 9 
november 2008. lcbih lanjm diberitaken bahwa Mergemya Bank Niaga dan Lippobank menjadi 
PT. CJMB Niap lbk, rnenjl!<h'bn bank bani, tetsebut memilitd total aset s.ekitar Rp95.2 trlliWl 
dan 650 cabang. Koodisi ini membuat bank baru tersebut nantinya menduduki pcrlngkat kelim& 
teroes.a.r di Indonesla. 
Opsi bag! para pemegang saham di masya.mkat, bise. tetap memegang saham tersebul dimana 
setiap I sa.lwm LPBN sel.8.ro dengan 2,8&2 saham BNGA. Selain itu pemegang saham juga 
diberilwn opsi untuk menjual snhomnyadimana sudah ada standby buyer, BNGA diha.rg'EU Rpl052 
dan LPBN di harga Rpl%9. 

tJniVA1'91it'o l~la 
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dan kuat serta memberikan pelayanan dan produk yang lebih beragam kepada 

masyarakat. 16 

3. Bank Holding Company 

Holding company atau sering diterjemahkan langsung dengan perusahaan 

balding adalah terminologi )'llllg tidak diatur """""'tegas dalam kha:z.anah hukum 

Indonesia tetapi dalam prak:tek konglomerasi justru sudah dikenat Dibawah ini 

akao diberikan beberapa pengertian mengenai holding dan bank holding company. 

Menurut black •s law dicticnary maka holding company adalah: 

"Holding company that usually ccl'!finu its activities to owning 
stock in, and supervising manogemenJoj; Olhers company. A holding 
company usually owns a con11'0lling i'nlerest in the companies whose 
stocks i1 holds. In order for cotpQration to gain the benefits of tax 
consolidation. including tax free dividens owl the ability to shore 
operating losses, the holding companJ~ must own 800/o or more the 
voting stock of the corporation. ..1

7 

Bonk holding company dianggap meojadi opsi lain yang dapat menjadi 

jalan keluar setelah pengalihan saham dan merger atau kunsolidasi ksrena dinilai 

lebih mureb. Pengertian bonk holding company atau perusahaan induk di bidang 

perbankan adalah: badan hokum yang dibentuk dan! atau dimilild oleh pemegang 

~ Bank CIMB Niaga Resmi Merger Menjadi bank yang lebih besar dan kuat denpn lebih ban yak 
produk dan josa yang ditawarbn. <hnp:flwww.ltpp®p.n.k..co.ldl> Diakses 9 IHWembef' 2008.. 
lebih ltmjut dikatakan babwa PT Bank CIMB Niap Tbk hari ini mengumw:nkan bnhwa mttgef' 

deng<~~~ PT Bank Lippa Thk te!.h =ml betl- pada taoggol I No- 2008. - lnl 
dllakukan sete1sh CIMB Group Sdn Bhd membeii 51% saham Lippo.Bank dati Santuboog 
Investments BV pada 'bmggal 28 Oktobcr 2008, Diikuti dmgan suham LippoBank ditubrkm 
dengan saham Bank CIMB Nlap. Mulai hari ini saharn UppoBank tidak Iagi terootat dan 
dipenlagangkan di Bursa Efek Indonesia.. 
Pem:egans; saham Bank CIMB Niaga dan Lippoaank yang meuyalakan kehendak untuk menjual 
oaham!!ya kepoda C1MB Group <""" options) ...., mmerima pembay...., twuU pada tanggal7 
November 200&. De:nguo ~ proses merger ini, CIMB Group menjadi pemegang saham 
pengendali Bank CIMB Niaga dengan kepemilikan sdcitar 77,75%. 
"Denga.n in! kami urnumkan bahwa merger Bank CIMB Niaga tnl adalalt merger ptl'ttma yug 
dijala.ulum Htdab kebiJabn Sllfllle ~ Pr#lcy d~•rbn Buk lad01tat.. 
Penggabllllp.n ini bc:rtujuan mencipta!am bank yang !ebih kuat dan lebih besar serta mampu 
menuwarkan produk maupun layanan Y$.ll8 Iebih lengkap dan befsgam kepada pam nasabah," jelas 
Arwin Rasyid, Presiden Direktur BMk CIMB Nia,g:a yang barn dalam $QilU peresmian logo baru 
Uank ClMB Niaga luui ini. 
:n Heruy Campbell Black's. Block's Law Dicticnaty (d" edition). (SL Paul MIM: West .Publishing. 
1990).hlm. 731. 
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saham pengendali untuk mengosolidasikan dan mengendalikan secara langsung 

aktivitas bank~ bank yang merupakan anak perusabaannya?8 

Alasan- alasan bagi pembentukan holding company dalam praktik bisnis 

adalah:29 

a. Untuk mempemudah pemantauan atas perusahaan dan afiliasi perseroan 

daiam satu grup sebingg:a perseroan- perseroan daJam satu grup tidak 

beljalan sendiri~ sendiri; 

b. Untuk menaikan produktivitas perseroan, anak perusahaan dan afiliasinya. 

Artinya dengan pembentukan holding wmpany, manajemen perusahaan 

lebih mudah memantau kinerja keseluruhan investasi yang dilakukan; 

c. Untuk menyederlumakan pengelolaan perusalu!an. Begitu banyaknya 

diversifikasi usaha, sehingga share holder dan manjemen perseroan sering 

kali sulit untuk mengukur dan menentukan kinelja perseroan- perseroan 

dalam satu grup. Dengan pembentukan holamg, share holder dan 

manajemen perseroan febih mudah menentukan apakah perseroan 

tersebut dapet lebih menguntungkan atau tidal<. sedangkan anak perseroan 

dan afiliasinya lebih berkonsentmsi pada pemuasan konsumen (consumer 

salisfaction); 

d. Pembentukan holding pun dilakukan demi kepentingan anak perusahaan 

dan afiliasinya dalam menciptukan hubungun yang erat antara perseroan 

manulaktur dan perseroan distribusi serta perseonm di bidang keuangan. 

Dengun di ika1nya perseroan manufilktur dan perseroan distribusi lebih 

mudab teratasi kan:na bemda daiasn satu kontro!. Kebutuban dana lebih 

mudah diisi oleb anak perusalu!an alau afiliasinya yang bergerak di 

bidang jasa k.euangan. Dengan demikian sinergitas antara anak 

pemsahaan satu dengan yang lain dapat mendalangkan keuntungan yang 

u Johanne$ Ibrahim. PerteNlJ'(m Singli! Presence Policy dan Dampo};nya Bagi Perhankan 
Nasional. (Jumal Hukum Bisnis Vol. 27 No.2 Tshun 2008). him. J3. 
2

9- Winarta, Hendra. Jbpek l/uhim Pembenrukan Holding dcm lmpletttentasiffYO bag/ Perseroan.. 
Bendung: Pro Justitia Tahun XIV, Nomor 4, Him. 79 dalam Johannes Ibrahim. Peneropan S.ing{e 
Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perlumkan Ntuional. (Jumal Hulrum Bisnis VoL 27 No. 2 
Tnhun 2008). hlm 17 

llnhtAntft1U\ h\rlnnMIA 
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lebih besar jika dibandingkan jika kekuatan· kekuatan diantaranya tidak 

terfokus; 

e. Pembentukan holding pun dilakukan untuk menghadapi persaingan yang 

bersifat glnbal. Dengan adanya holding kelemahan pada perseroan yang 

lain dapat ditutup oleb perseroan yang dianggap cukup sehat. Demikian 

pun dalam pinjaman dana atau proses tender, sering kali kehadiran 

holding lebih membantu anak perseroan dan afiliasinya memenangkan 

persaingan bisnis yang kian kompetitif. 

Bank Holding Company di defmisikan sebagai bank yang mempunyai 

kontrol ala< banyak bank dibawahnya."' Dengan menjadikannya Bank Holding 

Company maka memudahkan bagi perusahaan wrtuk meningkalkan modal 

dibandingkan jika tetap menjadi bank b'adisional, dan menjadi BHC memudahkan 

untuk pengaturan masalah pinjaman uang, pajak, pemegang saham dan stok 

saham dan dengan menjadi BHC maka bank memiliki kewenangan hokum lebih 

besar-.l' 

Bank Holding Company pertama keli dikenalkan di Amerika Serikat pada 

saat dikeluatkennya The Bank Holding Company Act pada tahun 1956. menurut 

undang- undang- undang ini BHC adalah setiap perusahaan yang memiliki saham 

minimal 25% pada suatu bank. BHC dimakuudkan wrtuk menghindari 

pambatasan pendirian cahang antar negara bagian (interstate branching) yang 

pada waktn itu diterapkan di Amerika Serikat dan juga untuk kepentingan pajak."' 

)O /Jank holding company (BHC) definition. <htlp:l/www,investmenls!mdinoome.comlbanks= 
bankinglbanking terms.b!.\J!l>. Di ak:s.es 8 November 200S.leblh lanjut dika1akan mengenai BHC 
adalah Any C<il'pm-ation that cor:ITO/$ one or more batth Tilt: C()('poraiiOft is subject to the Bank 
Holding Campa;~? Act, administered by the Federol &serve. Board. 
ll Whot'.t a bank holding company. <htfJ?:.I/www.~t.comlwhats-o-luplk:heldfnr:: 
~ >. Diakses 3 November 2008. Jebih lanjut dilca:!akan bahwa Bec()ming a bank holding 
~ makes it easier fQI' the firm to raise capital than if It tVmained a tradifioml hank. It can 
assuRJe debt l)f sharelwldtn on a tiD: free basis. horrqw money, ar;tpJire other ba:tW tmd 1t01Hmnk 
elttltles mtm easily, and issue stod: wilh greater ease. 11 also has a greater legal authority to 
repurc~ itJ awn stock once iJmJed. In rehlrn, hank holding companies agree to Increased 
regulation and examination by not on;> the SEC, Inti severo/ other branches oft~ govemmenl. 
Their ability fq toM risks will be WJSI/y dimini.Sh£d, (I.1U/ they'll be required to held more capital t.m 
reserve. 

u The Bank Holding Ccmpany Acl 19S6.. <hlrp:lfwww,fdic,gpv/regufations/l(lWSindtWNJ00-
300.hlmlfM(!f}(Jse.c.2> • Oiakses 8 November 2008. lebih llll'ljut section 2 dwi The Bonk Holding 
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Konsep bank holding company kemudian di perluas menjadi financial holding 

comparry mela1ui Gramm Leach Bliiey Act yang ditandatangani presiden Clinton 

pad a november 1999. Baik Bank holding comparry maupun Financial Holding 

Company berada dibawah pengawasan bank sentral Amerika serikat yaitu 1'he 

Federal Reserve. 

Pendirian Banlc. Holding Company di Indonesia ak.a.n menimbulkan 

kerumitan hukum karena Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Talmo 

2007 mewajibkan setiap perusabaan memiliki kegiatan usaba. " Sedangkan 

didalam ketentuan Bank Indonesia dikatakan bahwa perusahaan holding tidak 

boleh melakukan kegiatan usaha selain menjadi pemegang saJuun bank." &mJc 

holding company wajib bertindak sebagai penentu arah straU>gis bagi beak- beak 

yang menjadi anak perusahaannya dan sekaligus mengkonsolidanikan laporan 

keuangan beak· beak tersebut Perusahaan holding dapat borupa basil pendirian 

bedan hukum baru atau menunjuk salah satu bank menjadi holding. Kerumitan 

yang lain adalah memporpanjang bin>kntsi berupa tombahan biaya. Opsi 

pemilihan Bank holding company yang mengacu pada undaog- undang perseroan 

tetbatas akan menin>bulkan ketidakpastian hukum karena te~adi keraneuan sebah 

belum diakomodin>ya tentang holding company dalam undang- undang tersebut 

Dengan demikian pembentukan holding company dari sudut substansi menjadi 

Company Act dikatali'.an bahwa deftnisi hank holding ccotnpa1'1J! adalah.: Any ct:Jtnpt»ry htJs conuol 
over a btmA: (H" t:tver mtV Ct)Mparty if 

A. the cumpany directly or lndireclly or octlng thrwgh one or mrmt other persons owns, 
controls, or hat fNJWel' to VDie 25 per centum qr lt'lore of mry class of voting secttrltit's qf the 
bank: or company; 

B. the compa1tj conJmls in any mtliiMr the elec/iQ11 of a trf4jwily of the directors or lr'1.4$tus of 
the bank or company; or 

C. the 80<1Fd dturmines, afler notice and op{XII'tunit)l for !Juring. lha:J the ccmpany directly or 
indlreclly e.xercJs.es a consrdling influence over die ~emelll or policies f}/the bank w 
company. 

:n lndone&ia, Undang- Undang Temang Peneroon TerhaJas. No. 40 Tahun 2007, LN No, l06 
Tahun 2007, TLN No 4756. lebih lanjut dalam penjelasan dikatabn bah'M!. haklkm persuoon 
dalam undang~ Wlda.ng ini ditegaskan bahwa perseroan adalub badan hukum yang meropakan 
persekutuan mCidal, didirikan berdasarkan perjanjian • mclakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang scluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persya:ratan yang di tetopkan dalam 
undang- undang ini serta peratumn pelaksanaanya. 
3•1ndonesia, Peraturan Bank Indonesia Ten1ang Kepemilflcan T:mggal Per~ lndtmeskl, PBJ 
Nmnor 8/16/PBl/2006, TLN 4642, Pasal 5 ayat 2, leblh Jsnjut isi pasal tersebut ada!Bh Dank 
Holding CGmpany sebagainwla dimaksud daltun PS$8.1 3 ~ (l) huruf c angka 1) dllaraag 
melakukaa keglatan auba laiD :selaln me.Jitdl pemegang sabam B.ek. 

UnlwndfRR lnrinnAI'lht 
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tidak jelas arahnya dan dari undang- undang yang memayunginya (umbrella acl} 

tidak: diatur, sebingga menimbulkan kesul itan dalam implementasinya.35 

B. Konsistensi Opsi Tersebut dengan Uudaog- Undang Perseroan Terbatas 

dan Undang-Undang Persaingan Usaba Tidak Seh.at. 

1. Undang .. Uodaug Perseroan Terbatas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor: 8/16/P!lll2006 Tentang 

Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia dalam pasal 5 ayat (!) mengatakan 

bahwa Btmk Holding Company sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 3 ayat (I) 

h""'f c angka I) luuus merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang 

didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

herlaku di Indonesia. 

Dengan demildan jelas bahwa salah satu opsi dati kebijakan tunggal 

perbankan Indonesia ketentuan pelaksanaanya meogacu pada Undang- Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pel'lleroan Terbatas (UUPT), Namun yang 

menjadi persualan adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur salah satu opsi 

nkan menjadikan opsi yang diherikan !lank Indonesia menjadi tidak jelas arah 

tujuannya. 

Untuk opsi yang pertan1a dan kedua yaitu mengenai pengalihan saham 

sehingga menjedi satu pemegang saham pengendali dan opsi yang kedua 

mangenai merger telah diatur dabun Undang- Undang Perneroan Terbatas yang 

barn walaupun dalam proses pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah helum ada 

yang baru masih mengacu kepada Peraturan Pennerintah Nomor 27 Tahun 1998 

Tentang penggabungan, Peleburan dan Pengambihdihan Perse.roon Terbatas. 

Hal yang perlu dicermati adaiah bahwa dalam pennasalahan 

penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan saham bank telah diatur secara 

tel'llendiri dalam Peratunm Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tenllmg Merger, 

KonsoHdasi dan Akuisisi bank dengan dem.ikian maka opsi merger dan 

H Johannes Ibrahim. Penerapan Single Presence Pcli<:y dan Dampabrya Bagi Perbanktm 
Nasionnl. {JUillid Hulrum Bisnb: Vol. 27 No.2 Tahun 2008). him. 15. 

-
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konsoHdasi teJah konsisten dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku 

di Indonesia baik dari Undang- Undang Perseroan Terbatas maupun Peraturan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal Tersebut. 

Inkonsistensi teljadi pada opsi yang ketiga dari Kebijakan Kepemilikan 

Tunggal Perbank.an mengenai opsi Bank Holding Company, sebab dalam opsi ini 

masalah Perusahaan yang akan menjaiankan holding itu sendiri belum diatur 

secara tegas dala:m Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tabun 2007. 

Walaupun Johannes Ibrahim dalant artikelnya yang dimuat dala:m Jumal Hnkum 

Bisnis mengatakan bahwa: 

"Pengertian Holding Company dolam Khazanab hnkum Indonesia 
T"tdak dimur secara tegas, akan telllpi di dala:m prnktik bisnis para 
konglomerasf telah mengenalnya.'tl6 

Dengan demikian dapat ditarik benang merab bahwa praktik holding yang 

telab teljadi di kalangan konglomemsi bukan berarti dapat dilegalkan jika 

peratumt yang ada mengenai perseroan terbalos belum mengnkomodirnya. Hal ini 

perlu diperharikan sebab akan beri<aitan dengan masalab nkuisis~ sebah yang 

dapat mengnkuisisi sabam bank bukan hanya bank saja namwt perusaha.an yang 

bukan bank atau bank yang merupakan anak perusahaan dan bernda dibawab 

holding suatu perusahaan besar yang bukan bergerak di bidang perbankan. Hal ini 

akan menjadi rumit dan menarik karena akan menimbufkan polemik seputar siapa 

sebenamya parailik bank tersebut dikailkan dengan kamjiban babwa Bank 

Holding Company harus menentukan arab dan kebijakan. 

2. Undang Undaag Persalngan Usall.a Tidak Sebat. 

Amanat yang terkandwtg dalam pasat 33 Undang- Uodang Dasar 1945 dan 

peratumt pelaksanaanya merupakan ketentuan nonnatif yang memberiknn 

kesempatan kepada warga negera untuk dapat melnkukan kegiatan usaba secara 

sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaba yang sehat dan 

terbindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perornngan atau kelompok 

ter1entu. 

36 Johannes lbr8him. Penempan Single Presence: Policy dt1n Dampaknya Bogi Perbanlr.tm 
Nasional. (Juma! Hulrum Bisnis Vol. 27 No.2 Thtnm 2008). him. !3. 
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Persaingan usaha yang sehat merupakan pemikiran adam smith yang 

menyatakan bahwa sistem monopoli itu tidak baik dalam perekonomian karena 

dengan sistem monopoli ini para konsumen dipaksa hams rnembayar harga lehih 

tinggi dari yang sehenamya, oleh karena itu maka monopoli merupakan hal yang 

tidak adil." Pendapat Adam Smith sejalon dengan filosofi huknm petsaingan 

usaba yang sehat atau kompetisi yang menekankan terhadap penghonnatan 

kebebasan individu dan hak- bak asasi ekono.minya, penghonnatan dan 

rnempertaltankan prinsip kebebasan bersaing, mensejahternkan konsumen, 

perlindungan terbadap pelaku ekonomi yang berada pada posisi lemah dan 

menciptakan perekonomian yang efisien untuk kesejahteraan bersama. 

Pelaksanaan kepemilikan runggal peri>ankan membetasi hak pelaku nsaha 

rnelalui kepemilikan sabam (Mark<!! stru<!ture) yang ditelapkan di dalam Undang

Undang Anti Monopoli, khususnya pasal Z7" yang berlaku juga bagi industri 

peri>ankan. Pasal ini mernbatasi kepemilikan saham rnayoritas seseomng atau 

suatu pelaku usaha pada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang 

sama, bukan melalui kepemilikan sabam mayoritas, tetapi dengan suatu betassn 

presentasi pangsa pesar yang dikuasauinya, untuk satu pelaku nsaha atau satu 

kelompok pelaku nsaha tem:ntu tidek menguasai lebih dari 50% (!baa puluh 

persernlus) pangsa pasar satu jenis bamng dan jasa tertentu dan untuk dua atau 

31 Modem KtStory Sourcebook: Adam Smith: The Weo/th of Nations, 177~. 
<h!tn:ftwww.fw/1wm.edWhg!sg!Umodladagtsmfrh..suopnarv.hJml>. Diabes 8 November 2008. 
lebih lanjut d.ik.atakan bahwa A tt!tm()po/y granled elfher to (Z1J individual or tq a trading company 
bas the same ejfectas a stu:mt in trade or mal'tl.(/rlt;trnes, The monopclists, by keeping the marbt 
constanJiy undtrsl«<u:d. fzy never folly supplying the ejfectuol demand, sell their COtfflfUXii1ies 

MU£.h Dtwve the naho'al price. and roJse their emcluments, whether they eonsisr in wages qr pr<Jjit, 
gremly aiKwe their naiJn'a/ rate. The price of monopoly is upon every oa:micn the highest which 
can 6.: gbl. 1'he lf(f/Ut'a} pria. or the price of fnre C()mpctitkm. on the contrary, is the lowest whlch 
can be tahm, M1 upon every occasion, indeed. but fqr 019' considerable lime toge1ber. The one is 
upcn Avery occasicrt the highest which can he sq~ om of the br/,)lert, ur which itlr supposed, 
they will consent to give: the olher ls the lowest which lhe sellers can commordy qjford to talce, 
tmd al the same time contimw their buslnt# 
Jl Indonesia, Urutang.. Ul'ltkzng Tenlang lA:lrallgan Pro.klek Monopoly dan Persoingmr Usaha 
Tidak SehaL No, .S Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No, 3817, Pasal 27. lebib lanjut 
dikatakan dalam pnsoJ: tusebut Peleku usaha dilarung memiliki .saham mayoritas pada beberapa 
perusahuan sejenis yang melBkukan kes:ietan usaha dafam bida.ng yang soma pada pasar 
bersangkutatl yang sama, atau mendirikan beberape. perusahaan yang memi:liki kegintan ussha 
yang"""" pada"""" bersangkutan yang"""" ..,.t>ila kepemilil<an t<=but mengakibo!kM' 

a) saw pelllku usaha atau satu ketompok pelulru usaha menguasai Iehib dati SO% (lima putuh 
perncn) penp pa'm satu jenis bamng atau j8Sft tertentu; 

b) dua atau tip: pelaku usaha atau ketompok pelaku usaha menguasai lebih dad 75% (tujuh 
puluh lima per.;en) pangsa pasar satu jenls barang a.tau jasa t.ertenlll. 
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tiga pelaku usa.ha tidak menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) 

pan gsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 

Ketentuao dalam pasal I ayat (3), P"""l 3 ayat (I) dan (2) 

inkousistensi da11 membatasi bak oronom (kebebasan) dari pdalw usaha 

sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang- Undang Tentllng Larangan Anti 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Pembatasan hak pelaku usaha 

dilakukan melalui kepemilikan saham (market structure} dan dikenakan sanksi 

bila tidak mematuhinya akan diball!Si kepemilikannya dengan hak s"""' sebesar 

10% (sepuluh perseratus) dan harus segera mengalihkan kelebihan kepemilikan 

dari sahamnya selambat- lambatnya dalam ja.ngka waktu 1 (satu) sahun setelah 

bemkhimya jangke waktu penyesuaian sttuktur kepemilikan hal ini terdapat 

dalam PBI Nomor Nomor 8/16/PBI/2006 pada pasaJ 9 dan 10. l'elanggaran yang 

dilakulwt dalam sttuktur kepemilikan ini dikenakan denda sebesar Rp. 

500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan sanksi administratif berupa larangan 

39 1ndQnesia, Pera1tlran Bank llllkmssla Tentang Kepetttilikan Tunggol Perbantan Indonesia. PBl 
Nomor S/16/PBI/2006. TLN 4642. Pl!S81 1 ayat(3), pl!S813 ay»t (I) dan(l) lebih lanjut dlko!akan 
DaWn pl!S811 ayat(3)' 
Pemegang Saham PengePdali adalah badan hukum dan $tal,l pc:n:l'I'IUigM dan atau kelompok usaha 
yang: 
i. memiliki selwn Bank sebesar 25% (dua puluh lima persennus) atau lebih dari jumlah saham 

yang dlkeluarkan Bank dan mempunyai bak suara; 
ii. memiliki salwn BBnk lrurang dari 25% {due puluh lima pmeratus) dari jumlah Sf.bam yang 

dikcluarkan Bank dan mempunyni hak suam namun dapat dibuktikan tclah melahlkan 
pcngen.dalian Bank baik secara lanpung maupun tidak iangsung. 

IlBlam pliS8l 3 ay»t ( 1) dan (2)' 
P"'lal 3 

LSejak: muJai berlak:unya Petanltatl Bank lndooesia irU. ~pihak yang telah menjadi 
l'<mepng Salmm ~i prula lebih dari 1 (satu) Bank wajib metalrubn pmy<mWan 
>1ruldurkepemilikan- berikut' 
L meugllllldum sebag:Wl .tau setun.lh b:peralllkm sabarnoya pad• ulab pta atau 

lebtb .Bm1l yaug dlkeadallbrusy. kepada ptbak lalo sehlilgg• yang bernngQtu 
baaya met~JHt Pem:egaq Saham Peagcndatl pada I (u.Ca) Baa.k; ataa 

b. me!.akukan me.ger atau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; anw 
c. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan {Bank Holding Company), dengan 

"""" a) mendirlkan badan bukwn boru -Bank Holding Company;-
b) menun)uk ..tah satu bonk yang dik<mdatiloannya- Bonk Holding Company. 

2.Dalam bal setclah berlakunya Pcmtumn Bank Indonesia ini pihak:-pihak sebagaimans. 
dimaksud pada •)llt (1) melakukan pembe~Wt uham Bank Wu dan meagaldb~q yang 
beJ"UOglwtaa memcauhl kriteria Rbagat hmegaag Saham Peapndall Bnk :rug dlbdl. 
maka yang bersangkutan wajlb meJakn1uuJ ~r atau konsolkloi alas Bank dimaksud 
dengan BIU'Ik yong telah dimiliki sebelu.rnn.ya. 

-
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menjadi pemegang saharn pengendali selama jangka waktu 20 (dua puluh) 

tahu.n • .w 

Kepemilikon saharn seseorang atau suatu pelaku usaha pada beberapa 

bank tidal< dihuang. Yang dilarang adalah kepemilikan saham mayoritas suatu 

pelaku usaha (baca: bank) yang mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih 

dari 50% untuk: sam pelaku usaha dan untuk dua atau tiga pelaku usaha 

mengakibatkan mengnasai pangsa pasar lebih dari 50 %. Larangan kepemilikon 

saham mayorl!lls di dua bank yang melakukon kegiatan usaha yang sama baru 

dilarang apabila kepemilikan saharn mayoritas tersebut mengakibaikan 

penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% pada pasar yang bersangkatan." 

Kebijakan kepemilikan tunggal perbankan ddak selaras dan inkonsisten 

dengan ketetentuan hukum larangan monopeli dan persaingan usaha tidak setun 

40 Johannes !brahtm. Peneropan Single Presence Policy dan Dampaklrya Bagi Perbankxm 
Nasional. (Jiit!ial Hukum Bisnis Vol. 2:1 No. 2 Tabun 2008). hhn. 12. lebih lanjut. pasal yang 
berbitan deng.an kewajiban dan StiJ.\bi peiaksanaan kebijabn kepem.ilikan tunggal perbankan 
ya.itu: 
Pasal9 

I.Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dims.ksud dttlam Pasal 3 yang tidak melakukan 
~ struktur kepemitikan da.lam ja.ngka waktu sebagajmana dimaksud dalam Pasal 1 

- dilarang melakuk.an pengendaiian dan dilan:tng memiliki saham dengan hak suara pada 
masing-masing Bank tebih dari 10% (sepu.luh perseratus) dari jwnlab seham Bank. 

2. Bank-bank dengan Pernegang Saham Pengendali sebapimana d.it'naks1!d pada ayat (1) wujib: 
a. mencatat kepem.ilikan saham dengnn hak $U&lll. bagi yang beroangkutan paling tinggi 
se- IO%(•epuhili """""'"") <Wijumlaluoh.., Bani;; 

b.memberikan hak suara ba.gi yang bctsangkutan dalwn Rapat Umum Po:negang Satwn 
pallngtinggi sebewl0%(sepuluh-)darijumlahsaham Bank. 

3.Bank~bank: sebagain:t&na dimaksud pada ayat (2) wajib ~ jumlah keh:bi.hen 
saham di atas 10% (sepuluh perseratus) milik Pemegang Saham Pc:ngendali sebagai saham 
tanpa hak su.am sampai dengan saham d.ima.ksud dialihkan kepada pihak: lain, 

PasallO 
Pemegang Salwn Pengendali sebagalmana dimaksud dalam Pusa.l 9 ayat (I) wajib menguliWum 
s.tlham tanpa hak suara scbe.gaim.ana d.irmdGud dalam P-.1 9 ayat (3) kepada pihak loin paling 
lambat I (satu) Wmn setelah ben\khimya jangka waktu penyesllllia.n stru1du.r kepemilika.n 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. 
Pns&ll2 
Bank yang mdangger ketentuan dalem Pasal9 ayat {2) dan ayat (3} dikenakan sanksi adniinis!.nidf 
berupa kewajiban mcmbayar sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah}. 
Pasal13 

l. Pemegang Saham Pcngendali yang melanggar ketentuan sebagaimana dim.nk.sud da.lm~ Pasal 
I 0 di~ sanksi administrotifberupa laraJ'l88l'l menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 
seturuh bank di Indonesia untukjangka waktu 20 (dtla ptdl!h) 1ahun, 

2.Pengenaan sanksi sebagBimana dimabud pada ayat (1} tidak menghila:ngkan kewajibun 
Pemegang Sa1uun Pen~dali dim.eksud untuk tetap mengaiihkan saham tanpa bak suara 
seba&l\imana dimaksud dalam Pasal 10. 

4
J Udin M. Silalahi,. Single Presencut Polley DJti'!fau Dari PerspeUIJ ffukum Persaingan Usaha. 

(Juma! Hukum Bisnis VoL 27No. 1 Tahun 2008). him 40. 
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karena satu sisi kebijakan tersebut meningkatkan efisiensi perbankan namun disisi 

lain dapat mengakibatkan peningkatan konsenttasi perbankan (dominant position) 

olen satu pelalru. 

Roscoe powtd mengatakan bahwa law a$ a tool of social engineering pmt 

berlaku dalarn bidang perbankan yaitu pada saat nukum yang dibuat oleh pembuat 

kebijakan yang sah dibuat dan diberlakukan malru semua yang berada dibawab 

kendali kebijakan tersebut pun harus melaksanakan walau dengan motivasi yang 

berbeda- beda. Dalam bidang peroonkan hukum yang dikeluarkan oleb Bank 

Indonesia sebagai produk yang dinamakan Peratunm Bank Indonesia yang 

mewajibkan dua bauk berbeda dengan Ulllmate Shareholder yang sama 

diwajibkan melalrukan satu dati tiga opsi yang ditawarkan oleh Bank Indonesili

Dengan demikian maka terlepas apakah bauk tersebut sehat atau tidak sehat 

namun hila dua bank berbeda dengan pemegang saitam pengendali yang sama 

diharuskan oleh produk hukum yang dikeluatkan Bank Indonesia nntuk memilih 

dan melaksanakan pemtunm sebagai akihat dati produk bukum yang dikeluatkan 

Bank Indonesia sebagai pemegang Kelruasaan yang sah untuk mengatur 

perbankan di Indonesia. 
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Kepemilikan Tunggal Perbankan Memperkuat Prudential Banking 

A. Kepemilikan Silang Bank (Cross O..rrer>hlp). 

Keluamya kebijakan kepemilikan tunggal perbankan adalan karena 

te~adinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998 

dimana ini merupakan imbas dati kebijakan sebelwnnya yaitu dengan 

dikeluarkannya paket daregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88), antara lain 

berupa relaksasi ketenruan penno<lalan untuk pendirian sejumlah bank umum 

berskala ked! dan menengoh. l'ada pun<aknya jumlah bank di Indonesia 

membengkak dari !II bank menjadi 240 bank pada tahun 1994- !995, 

sementarajumlah bank perkreditan rakyat (BPR) meningkat dmstls dari 8.041 

pada tallUn 1988 menjadi 9.3!Q BPR pada tahun 1996.' Pertumbuhan tersebut 

berbalik arah pada periode 1997- 1998 kanona te!bentur pada krisis keuangan 

dan perbankan. 

Maka untuk menjaga agar krisis tersebut tidak teruiang kembali 

pemerintah melalui Bank Indonesia mengupayakan kebijakan yang 

mendorong dan menjaga kesebatan peribankan yaitu dengan kepemilikan 

tuggal perbankan dimana dalam kepemilikan tunggal terSebut diwajibkan 

kepada dua bank dengan pemilik saham le!besar yang sama untuk melakukan 

pengambilalihan sabam, merger atau konsolidani maupun dengan hank 

holding company. 

Bank- Bank Swasta maupun BUMN di Indonesia beberapa diantaranya 

memiliki ultimate shareholder yang sama pada beberapo bank yang berbeda 

seperti yang dilansir dalam harlan kompas 7 juli 2006 jauh sebelum akhimya 

bank Niaga dan Lippo bank merger yaitu: 

lni betarti sejumlan PSP bank akan terlrena kebijakan kepemilikan 
tunggal. Ccntoh, Bumipulm Commerce Asset-Holding Berhad 
(BCIIB) yang menguasai 63,35 person saham Bank Niaga dan 

1 Ria Ftilin!l. Perantm Arsilektur Perbankan lndanesla Dalam Mewujrvlhm Sistem Perbaninn 
yang&hat, Kuat dan 4fls:ien.(Tesis Universitas Indonesia, Jakarta 2008). him. 25. 
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Santubong Investment BV yang menguasai 90 persen saham Bank 
Lippo. Lni karena Santubong maupun Commerce dikendalikan 
perusahaan Malaysia, Khazanah Asset Berbad. Hal yang sama 
juga berlaku untuk United Overseas Bank (UOB) Singapura yang 
menjadi PSP di Bank Buana dan UOB Indonesia. Bank Permata 
dan Standard Chartered Bank Indonesia juga terkena aturan ini.2 
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Sedangkan untuk pemerintah yang memiliki empat hank BUMN, ynkni 

seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, diberikan tiga opsi yang haros 

diselesaikan pnling lambat akhir Desetnber 2008. Selain hank BUMN, sejumlah 

bank nasional kini sndalt dimiliki investor asing. Mereka menjadi pemegang 

saham pengendali bnkan banya pada satu bank. tetapi pnda bebempa bank. Selain 

kepemilikan langsung. juga lrepemilikan silang. Kebijakan k.epemilikan tunggal 

tidnk berlaku untuk Pemegang Saham Pengaadali yang memiliki sekaligus bank 

umum konvensional dan bank umum syariah. 

Liberalisasi perbankan telah memtasilitasi pertumbuhan perbankan yang 

cepat sehinsga memberi peluang untuk masnknya individu yang tidak hermutu ke 

dalam bisnis perbankan. Sistem dan sltuktur perbankan yang dibasilkan oleh 

pembahan regalasi ternebut mengakibatkan dimungkinkannya terjadinya 

kepemilikan silang (Interlocking ownership) dan lending paJtem serta 

kemungk:inan. dlmilikinya satu bank secara mayoritas mutlak. 

Menurut Widigdo Snlrerman, salab satu penyebah baruknya kondisi 

perbankan di Indonesia adalab campur tangan pemilik yang herlebihan dalam 

manajemen bank. bahkan tidak sedikit pemilik yang meraogk:ap jahatan sebagai 

pengurus hank. ' Bank-bank swasta hampir seluruhnya diroiliki oleh atau 

merupakan bagian dari konglomerat besar yang hergemk di bidang asaba non 

bank seperti properti dan manufaktur. Dengan sltuktur k.epemilikan seperti itu, 

peran komisaris yang herdasarkan undang-undang hertugas mengawasi 

kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan menjadi tidak efektif. 

Kedudnkan komisaris diisi oleh pemilik hank atau diaogkat sebagai jabatan 

' Bl Lara.ng Kepemilikan Ganda. <h1Jp:l/www2.k»rwqs.cQI!flkQl!fj1(lS: 
'jfrak/0607107hii(Wfll279076l.hl.m >. Oiekses 9 N(l'Vetnber 2008. 

Widigdo Sukarman. Upayo Penyehalan Perbankan dan Sektor Riif. Bimis & EJ:onomi 
Politik .Qu.s.rter!y Review oflhe Indonesia Eoonomy, (VoL3, No.1, Januari 1999), hal.2! 

-
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kehormatan. Hal tni menyebabkan fungsi pengawasan internal bank tidak betjalan 

dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan tetsisa pada pengawasan ekstemal 

o!eh Bt. 

Erektifitas pengawasan terkait erat dengan pola dan strnktur kepemilikan 

bank. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat kritis dalam mencapai praktek 

perhankan yang sehat. Kepemiliklln se<:ara mayoritas memungkinkan timbulnya 

campur tangan pemilik seeara berlebihan dalam kepengurusan bank. 4 Fungal 

komisaris sebagai pengawas utama dari suatu perseroan menjadi tidak efektif 

sehingga pengawasan bank tergantung sepenuhnya lrepada pengawas bank. 

Bahlmn untuk pengawasan bisnis sehari-bari (day to day bUJi,.,.s).' 

Padabsl komisaris memiliki peflUI -regis dalam mengawasi jalannya 

suatu perusahaan . .l'entingaya fungsi komisaris pada suatu pernsahaan secara 

khusus ditegaskan oleh OCC sebagai beriknt: 

"'a bank's boc'JTd of directors is ultimately responsible for the 
conduct of the bank's «Jfairs. The board c<mlrols the bank's 
direction and determines haw the bank will go abaout its business ... 
A board must be strong, independenl, and actively i11VC1lved in the 
bank's affairs. The /ong-rerm health of the instilution deper1lis on 
it. " 6 

4 Ri2:al Rarnli, Strategi Busaing Perbanl«m indonesia Pmca GATS. makaiah disampaikan pada 
Diskusi Pakar Hukwn dan Ekonomi •tmpllkasi Libcndisasl Se'ktor Jasa Keuangan tethadap 
Pere!:onomjan Indonesia,." disck::nggarakan &nk lndonesia, 1~2 Scpte:rnber 1999 di Jakarta, haL 
16. daltun <tlttp:lln!lsil.ompuJ.61es.~Q071Q6{pcmhatalmn-kepemilikM~ 

~ih'll.JU!ik~.i>df> '""""" 9 November 2008. 
Jndone:sia. Undmrg- Undang Pemnxm Terbatm, UU No. 40tahun 2007, LN No. 106 Tatum 

2007, 'ILN No. 47S6. PasaL 108 menyate.kmdewwtkomisaris: 
1. Dewan Komlsarls melak:ukan petlgllWBSan ales kebijakan pc:ngurusart. jallilnfiYa 

pengvrusan pads umwnnya, balk mengcnai pct"Soe11an rrn:wpun usaha perseroan dan 
p<mberian nasihat b>peda dlreksi. 

2: Pengawasan daD pemberlan nasibat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilakukan untuk 
kcpentingan per.leroall dan sesual dengan maksud dan tujuan perseroan. 

3. Dewan komi saris yang terdiri atas l(saru) orang anggota atau lebih. 
4. Dewan lromisaris yang terdirl aw lebih dari 1 (satu) on!.ll8 anggota merupakan majells 

dan setiap anggota De\lvan Komisaris tidak dapot bertindak sendiri- scndiri, melainkan 
berdo.sarkan keputusan dewan komisaris. 

5. Perseroan yang kcgiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dJml atau mengelolu 
dana me.syarakat,. pe:rseroon yang menetbitkan sutat penpku:an hutang kcpada 
masyarakat atau pers.eroan terbuka wajib mempunyal paling sedlkit 2(dua) orang anggota 
dewan komisaris. 

6 
Ojfice !( the Comptroler of the Curn:tw.y, Bonk Fflilure an £yp/lt(l1icm cf the F«tors 

Ccntribuling to the Failun! of NatlOMl Banks, (WGSitlngt.m DC : 1988), h.al. 5. 
<bttp;Uzulsitomou1.tnes,wpy,lpre.ss,eomf20071061pembg!.asan-kcpemililtan-bankjhb artib;l.pdf.> 
diakses 9 November2008. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Comptroller of the Currency (Lembaga 

Pengawas Bank di Amerika Serikat) menujukkon salol! satu penyebab 

kebangkurutan perbankan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an (Saving & Loan 

Scandal) di antaranya disebabkan oleh komisaris yang tidak memiliki 

pengetahuan perbankan atau pas if dalam melakukan pengawasan kegiatan bank.7 

Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengefektitkan pengawasan 

internal sebagai upaya meningkatkan kesebatan perbankan adaJoh dengan 

menghilangkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan atau pengurus 

bank. Bentutan kepentingan ini dapat teijadi sebagai akibat adanya cr<JSs

ownership atau cross managemenJ antara bank dengan usaha lain baik di sektor 

finansial maupwt sektor rii1. 

Benturan kepentingan juga dapat teijadi karena konsentrasi kepemilikan. 

Dengan demikian terbuke kemungkinan teijadinya penyalahganaan bank untuk 

meadakung kepentingan usaba pribadi pemegang saham maupun pengurus.' 

Untuk meneegah ballersebut Bank Indonesia teloh mengeluarkan kelentuan untuk 

membalasi kemungkinan te~adinya kepemilikan' dan kepengurusan silang.10 

1 Ibid. Him. 7. 
1 PT. Pacifu:: Intern.Btiorull Finance {PIF) meoo:rbitkan Commctclal Paper (CP} yang dijamin oleh 
PT. Bank Pacific (BP) sebcsar USO S juta.CP ini kemudian dibeli old'! PT. Wiceksana Ove::rnms 
International (WOJ). Pads. saatjatuh retnpo CP tidalt dapat dibayar balk oleb PIF maupun BP. BP 
menolak pembayamn dengan alasan CP d.imaksud 1idak tcrcatat dalam pcmbukan BP. Anwa BP 
dan PIF tetdapD.t bubunpn kepemilikan (cress cmrner.rhip) dan bubunp.n kepengurusan (cross 
ma:nagemenl). Presiden Direktur BP dan sekaligus Pn:si.den KOI'Ili:wis dan pemep.ng sahsm PlF. 
Majelis: Hakim Peugadilwt negeri Jakarta Pusat melalui putus11o N().3:SOISAL,KEP/l996 tanggal 
28 Nopernber 1996 menghukwn BP dan PIP men1b!ly«r CP d.im.e.ksttd. H4kim berpendapat tidak 
diea1atnya CP daJ.am administrasi BP tidak dapat dijadibn alasM untuk menolak pembayanm 
Kareoa hal tersebut merupaksn pe:rsoalan intem BP dan pembeii yang bcriktikad baik (holderin 
dw ...... ; !wus diliwlung;. 
9 Pemturan Bt.tlk Indonesia No.1/27/PBl/2000 tentang Bank Umum Pasat 24 aya1 (3) mcnetapkan: 
Anggota Oireksi bait~ scndiri-sendiri 8lau bersama--same GHorang memilik.! saham me!eblbi 
25%(dua puluh lima pm.eratus) deri modal disetorpada suatu pcrusa.haen lain. 
10 

Pasal 22 ayat (S) Peraturan Bank Indonesia Nornor : 2127/PBI/2000 teotang Bank Umum 
menetapk.an Anggota 
dewu Kombarlt llllDfa d•pat mermgbp jabata11 sebagll: 

a. anggota dewart Komisaris scbanyak·banynknya pada 1 (satu) bank lain atau Bank 
Perkreditan Rakyat; at.au 

b. anggota dewan Komisaris. Dlreksi, atau Pejabel Eksekutif yang memerluk;ln tanggung 
jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua} lm~bagafperusahaan Jain bukan bank e.tau 
bukan Bank Perkreditan R.akyat. 

Pa.u.t ll ayat (6) : Mayoritu aggota dewau Komlsaris ditatar~g nttag mem:lWd hu:bnnpu 
kelaarga sampal dcnjat kedu.a de.agan :saama ngob: dem~n Kombarb. 
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Bank Indonesia memberik.an persetujuan atas kepemilikan dan 

kepeogurusan bank.11 Pentingnya persetujuan Bank Indonesia dilatarbelakangi 

pangalaman babwa pamilik, direksi dan pajabat eksekutif bank merupak:an 

penanggung jawab uta.ma menjaga bank tetap sehat dan kuat. Secara bersama~ 

sama pemilik dan pengurus harus menciptakan kerangka pengawasan internal 

dalam rnenjalankan operasional bank dan memastikan bahwa kegiatan usaha bank 

sejalan dengan praktik parbankan yang sehat dan aman." Sttuktur kepemilikan 

bank dapat menjadi insentif bagi pemilik bank untuk melakukan kegiabm yang 

tidak sebat dan tidak aman. Bank dapat disalahgunak:an menjadi sumber dana bagi 

pamilil<. Pinjaman kepada orang dalam merupakan faktor penyebab utama 

tetjadinya bank bermasalah di banya negara." 

Bilamana motivasi memilik:i bank adalah untuk mef8111SX>knya maka 

internal governance semata tidak. akan dapat mencegah hal tersebut. 14 Soal 

pooling tentang kepemilikan bank adalah menjawab pertanyaan siapa sebenamya 

pemilik bank. Pertanyaan tersebut timbul kerena dalam hal kepemilikan terdapat 

dualisme pengertian yaib! legal owner (pemilik yang teroatat menurut hukum) dan 

benifr:cW owner (pihak yang menikmati rnunmat ekonomis dari banda yang 

dimiliki legal owner). Sahagian abti bukum perusahaan menyatakun bahwa sistem 

hukum Indonesia yang mewarisi tradisi hukum kontinental tidak mengenal adanya 

dualisme kepemilikan. 

Setanjutnya Pasal24 ayat (2) menetapkan: Aaggota Dlrdlsl dllaJ'Mc merup.p J•batan 
sebapi anggota dewan Kmnisaris, Okeksi a.tau PejaOO.t Eksekutif pada lembaga perbankBn. 
~alaUlembaga lain. 

1 Indonesia. Undang- Undattg Tenlang Bmrk Jnt.lnntilla No. 23 Tabun 1999. LN No. 66 Tahun 
1999. TLN No 3843. Sebapimana teJah diubah den$Bf1 Undang~ Undang Tetd(lllg Bank Indlmesia 
No3 Tahun 2004. LN No. 7, TLN N<l. 43$7, lebih Ianjut dikataksn dalam pasal tel'Sebut bahwa 
berkaitan dengan bwenangan di bidang pcrizinan seb#gaimana dimaksud daiam pasa1 24, Bank 
Indonesia: 

a. Memberikan dan mencabut irln usaha bank; 
b. Memberikan izin pembuka.a.n, penutupan dan, pemindahan kantor bank; 
c. Membcrikan izin kepada bank u:ntuk menjalankan kegiatsn usaha~ l.l.!l8ha tertennL 

12 Carl- Joban Lindgren. eL AI. Bank Suuntirtess and M~ Polley. (lntcmational 
Monetary Fund, 1996), Him . 10.5. dalam SitompuJ. Zulkama.in. Merger AJ:uisls~ dan Kcnsclit/c.$i 
Perban!an Relewmrirrya Dengan Kebijakan Single PrestJnt:e Policy. Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 
No.2 Tahun 2003. hlm. 19. 
u Zulkamain Sitmnpul, Merger Alatisisi. tfan Konsolidasi Pcrbankon Relm:mslnya Dengan 
Kebfjokan Single PrttetK:e Policy. (Jumai Hukum Bisnis VoL 21 No. 2 Tahun 2008). him. 19 
1
"' Curl- Joha.n Lindgn:n. eL AI. Bani. &xiw:iness and Macroecanamic Polley, {Intcmational 

Monetary Fund, 1996). H1m. 109. dalam 7..ulbmain Sitomput Merpr Aktlisis~ dan Kmuollt.Wi 
Perbankan Relevansinya Dengan Keblja/co.n Sing/~ Presence Pr:tlicy. (Jumal Hu!rum Bisnis Vol. 
27 No.2 Tahun 2008). hlm. 19. 
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Adanya dualisme kepemililcan adalah akibat dianutnya konsept trust yang 

berasal dati tradisi wmnum law. Legal owner berfungsi sebagai pihak yang 

melakukan pemeliharaan atau penguasaan suatu h.a.rta bends tertentu. 15 Dalam 

menetapkan pemilik bank. Bank Indonesia menerpakan konsep Ultimale Owner. 

Berdasarkan konsep ini pemilik bank adalah pihak yang menerima manfaat atas 

kepemilikan tersebut (beneficial owner). Pihak yang menerima rnanfaat tersebut 

dapat berbeda dengan legal owner. Oleh karena itu pihak yang menerima manfilat 

dati kepemilikan bank wajib diungkapkan. Kepemilil<an bnk wajil> 

dlungl<apkan. Kewajil>aa untuk mengungl<apkan juga l>erlaku uutuk 

perusabaon terhal<a. Hampir di semua negara mujutenlapat ketentuan yang 

mewajibkan untuk mengungl<apkan kepentingan substantif suatu pihak terltadap 

perusal>.., terl>ul<a. 

l'llda tahun 1972 Austnllia misalnya telah memberlakukan kewajlban agar 

suatu pihak yang memiliki substantif saham suatu perusahll81l publik untuk 

rnengungl<apkan kepemllikannya kepada perusahaan dan kepada bursa dimana 

saham tersebut dlperdagangkan. Berdssarkan ketentuan .....,but kewajlban 

rnuncul bilamana suatu plhak memilikl hak suam pada suatu pcrusahaan sebesar 

S%.'6 

Kewajiban untuk mengungl<apkan kepemillkan dilandasi beberapa alasan. 

Pertama identil.l!s pemegung saham pengendali atau calon pemegang saham 

pengendali suatu perusahll81l merupekan infunnasi invesl.l!si yang penting, kedua, 

dalam rangka ul<aisisl keterbukann infonnasl atas kepemilikan dlmaksudkan untuk 

menjamin agar peralihan pengendalian perusahaan berlangswtg secara terbul<a 

dan efisien. Ketiga, untuk mencegah !eljadinya insider trading dslam pasar.11 

Penentuan bentuk hubungan hukum an- legal owner dengan beneficial 

owner terkadang sulit dllakukan. Diketahuinya bentuk hubungan bakum perlu 

untuk menetapkan bantuk tanggung jawab masing- masing pihak. Ads beberapa 

t$ Ourutwan Widjaja , Transp/G1flt1Si 'Iru.st dalam KUH Perdala dan Undang-Untkmg Pasar 
Modal. (Jakarta: Rajawali Press. 2008). Him. 4 
tt. David A Chaikin. Penetrallng Fan:i'gn Nominees: A Failure of Strategic Regulation? , 
Austrn.lian Jollltlal of Corporate Le.w (2006} dalam Zulkamain Sitornpul. Merger Ahdsisi, dan 
KOJTSO!Id<Jsl Perbanktm Relcvonsirrya Dengan Kebijo.J.:an Single Presence PDiicy. (lums.l Hukuro 
Bisrtis Vol. 27 No.2 Tahun 2008). him. 20. 
11 Ibid. David A Chaikin, 
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kemungkinan tentang hubungan hukum antara legal owner deogan beneficial 

owner yaitll nominee atau bubungan pengurusan, peiWaldlan atau keagenan. 

Masing- masing bentuk hubungan hukum tersebut membawa konsek:uensi hak dan 

tanggung jawab yang berbeda. Masalah lain yang timbul dalarn penentuan 

ultimate shareholder teljadi pada perusabean dengan stroktur kepemilikan yang 

kompleks yang melibatkan perusabaan khusus (special purpose vehicle) atau pada 

kepemilikan yang melibatkan investnrem bank." 

Konsep kepemilikan perusabaan ini sering menimbulkan pertanyaan 

apakah badan hukum (legal personality) dapat dimiliki dalam segala bentuk dan 

earn yang efektif. Akan selalu ada biaya keagenan dalam setiap Slnlktur 

perusabaan dimana seseorang seiain manajemen memiliki modal. Perusabaan 

terbuka memiliki pengurus dengan agenda yang dapat berbeda dengan pemilik. 

Tantangan terbadap penerapan good corporate governance adulah memastikan 

penuyelesaian pen;elesilum diantara organ perusabaan adalah suatu proses terbuka 

dan adil. Tantangan ini utamanya dijawab oleh hukum dengna menempkan 

standar prosedur yang tinggi dan pengaluran teotang standar fiducia.•• 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apa yang dimaknai dengan 

memiliki sebagaian dari sesuatu. Pemegang saham (s/Qclrho!der) misalnye 

dianggap "memiliki" perusahaan tempat mereka berinvestasi. Tetapi bagia.n derl 

modal tidak dapat diteljemahkan dengan memiliki sebagian dari harta perusabean, 

kecuali bila pemsabann tersebut bubar dan masih tersisa harta unt:u.k dibagi 

dianlala sesama pemegang sabam. Terbatasnya tanggung jawab pemegang saham 

18 Special Pwpose Vehicle/Entity • SPVfSPE. <bttn:lfwww.investooedia.oomttermslsbpy.asp>. 
Diakses 10 November 2008. lebih laojut dikatakan babwn. Speciall'urpos;tl. Vehicle/Entity: 
L Als~ nifemd to ~ a "b(Ufknlp/c:;y..rent(}t.e elltity" w1tc.se ~raflMS are limitt!d to the 

.f1Cfjuisllian and jii'UJIJClng nj spec{ftc assets. The SPJI is usually a mbsidiary ccmpatf'y with m1 

asset/liability structure and legal status that ntalats its obligations 5f!Cfl1'e even if the parent 
CCMJKU'YI?C"' battl!>upr. 

1. A subsidiary corporation designed 10 serve llS a counterparty for Naps and otlw credit 
sensitive derivative imtrumc111S. Alsucal/ed a "derivatives prodJICI compar;y." 
11l(mh to Ennm, SPVs/SPEs are lrousehold wonls. These eniities aren'l alf bad thougk They 
wen orlglnally (mtd still 4rl1:) used to isolate financial risk.. 

A corporation canute SJJCh a vehicle to jil'ftl1fCf! (1/~ project w#hout pulfing I he entire firm m 
risk. Prohlem is. due to accounlJn;g loopholes. these tldlld.t!:s becilltU! o2 WI7J' for CFOs to hlk fkbt. 
Enentially, illooks lfte the cmnpony dacsn'lltave a liability when lhey realty tkJ. As we saw with 
the Ennm bankruptcy, ifrhings go wrong. the re.sults can be devastating. 
19 Zullmmain SitompuJ. Merger Ahlisis~ dan Konsolidasi Perbankan Relevanslnya Dengan 
Kebijalcan Single Presence Poficy. (Jumal Huk:um Bisnis Vol. 27 No.2 Tahun 2008}. him. 20. 
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terbatas mengandung arti membatasi tanggung jawabnya atas kesalahan 

perusahaan. 20 

Dalam kepengurusan selalu muncul pertanyaan bentuk kepengurusan 

seperti ape yang ideal untuk perusahaan. Jawaban atas pertanyaan terrebut penting 

karena sejarah perkembangan perusahaan memperlihatkan bahwa perusahaan 

telab bunyak borubah dalam bobempa dekade terakhir. Profil mta- rata perusabaan 

Jima puluh tahun snam misalnya berbeda jauh clengan profit perusabaan saat ini. 

NamlUI demikian, bobompa prlnsip desar pengurusan perusahaan seperti prinsip 

ftducia masih tetap relevan dengan masalab self dealing oleh pengurus terlepas 

dati perkembungan dan perubahan yang telab te!jadi pada perusahaan. 

Wiraswastawan pede ganerasi awal untlU!mY8 memiliki dan mengurus sendiri 

perusahaanya. Profit perusahaan lradisional adelab keeil dan dikelola oleh 

pemiliknya sendiri.l1 

Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan maka jumlah pemegang 

sahamplUI turut bortarnbah. Masing- masing pemegang saham tersebut memiliki 

jumlah saham- saham yang kecil. Dengan kata lain, tidak teadepat konsentrasl 

kepemilikan saham yang konsekaensi kewenangan pengurusan dilakakan oleh 

pihak fain. Dengan demikfan terjadi peralihan keweoangan peagorusan 

pero.saban dari pemepng saham kepada pengurus perusahaao. Pada 

perusahaan publik, monajemen PlUicak seeing kati hanya memiliki jumlah saham 

yang sedikil Namun demikian, karena jumlah pemegang saham tersabar luas di 

masymkat maka pengurus perusabaan mampu memiliki fungsi kontrol terhadep 

perusahaan. Telah lama diskusi mengenai perusahaandimullli dati pendapal bahwa 

pengurus perusahaan memilild kekuasaan dan dapat menggunakannya mttuk 

mengeksploitasi investor1 konsumen atau keduanya, Para pengurus perusahaan 

mengelabui dengan tepa! kondisi perusahaan dan dapat menyembunyikan kondisi 

perusahaan dati investor. lnfonnasi tentang kaalitas peagelolaan perusahaan juga 

mudah dimhasiakan. Diperrenjatai dengan pengetahuan prihadi dan kemampuan 

mencipta.kan investor dalam kegefapan, pengurus pen1sabaan membemtuk opini 

untuk kepentingan mereka dan sekaligus mencuri dan melakukan kesalahan 

20 Jbld, Zuikamain Sitompul. 
4't Ibid. 

llni'IIAndtmt.lnrtnnA~t.la 
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pengelolaan.22 Di Amerika Serikat sistem pengelolaan perusahaan dilakukan 

secara ouJsiderlarm 's-length yaitu pengeloJaan yang dilakukan oleb orang luar 

(outsider) perusahaan. Sistem ini leljadi karena tersebamya kepemilikan suatu 

perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar di AS hampir seluruhnya adalah 

perusahaan terbuka. dan hanya segelintir perusahaan yang sahamnya masih berada 

di tangan pengendali perusahaan. Kepemilikan saham yang besar apalagi 

kepemilikan saham mayoritas adalah suatu bal yang tidak lazim di 

AS.Terminologi arm's length tepat untuk konteks AS karena pemegang saham 

menjaga jamk dan membiarkon pengurus bebas melakukan pengelolaan 

perusahaan. 

Pendekatan ini bemasil karena dalam situasi nonnal investor lebih tertarik 

pada kineija wnum portfolio saham yang mereka miliki dibandingkan 

peri<embengan yang melibatkan satu perasahaan tertentu. Gejala pemisahaan 

antam kepemilikan dan kepengurusan inilelah diindentifikasi oleh Adolf Berle 

dan Gerdiner Means di awal tahun !930an yang kemudian dikenal <Iangan "Berle

Means CorporaJian. " 

Aualisis Adolf Berle dan Oardiner Means ini Ielah menimbulkan 

perdebatan panjang. Akan tetapi para ahli sependapet bahwa "Berle-Means 

Corporation" merupakan paradigma dominan dalam sistem ekonomi pasar. 

Pemisahaan antara kepemilikan dan pengelolaan merupakan sistem yang 

menguntungkan karena pengurus dapat dipekeijakan semata-mata berdasar atas 

kompelensi yang mereka miliki. Hal ini dapet teijadi karena pengurus tidak 

diherapkan dapat memberikan kootribusi keuangan kepeda perasahaan yang 

mernpekerjakan mereka atau memiliki ikatan keluarga atau hubuagan pribadi 

dengan pemegang saham pengeadali. Berbeda dengan AS, di Jepang dan Eropa 

Kontinental, pengelolaan perusahaan dilakukan oleh imiderlconJrol-oriellled. 

Berdasaik.an sistem ini pasar modal misalnya hanya memainktm peran kedua 

dalam perekonomian. Perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual di bursa 

umumnya dimiliki oleh pemegang saham pengendali dan atau kreditur dominan 

21 Frank H. Easterbrook and Daniel R.. fiscbcl. The EctmOmic Strut:tltn of Corporate Law. 
{Cambridge: hlt\'ard University Press. J996), P. l. dalarn 22 Zulkamain Sitompu.l, Merger Akuisisi, 
dt:m Komolida.si Perlxmktm Relevansinya Dengan KebJ}akan Single Presence Polfcy. {Jumal 
Hvkum Bisnis Vol. 27 No.2 Tahun 1008). him. 20. 
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yang mempengarohi manajemen. n Jerman dan Jepang menikmati kinelja 

ekonomi yang iebib baik dari AS selarna tahun l970an dan 1980an sehingga 

menimbulkan kesan bahwa system insider/control-oriented bekelja lebih baik. 

Kecenderungan perekonomian akhir-akhir ini memperiihatkan bahwa versi 

kapitalisme model AS lebib dominan dan "Berle~Means Corporation" 

menghasilkan 

efisiensi sebagaimana yang diajarkan oleh teori dan juga kenya.taannya 

perusahaan perusahaan dengan orientasi insider/control mulai melakukan 

divestasi dan mengbilangkan Sln!ktur kepemilikan silang yang rumit dan secam 

perlaban ber:gerak kearab kepemilikan yang terseber. Meskipun perubahan kearah 

kepemilikan terseber tersebut teijadi secara perlaban yang oleh Pimpinan Credit 

Lyonnais SA pada tahun 1999 digamberken sebagai "Darwinian evo/Ulion of the 

species". Studi emperis menunjukan bahwa petfatna, tingkat proteksi yang 

diberiken oleh sistem hukum suatu negam kepada outside investor berdampak 

signifikan terhadap 

regim pengelolaan perusahaan di negam te,..but. Hal ini te~adi di 

Amerika Senlat. Kedua, struktur institusi yang kuat juga dapat menciptakan 

sistem penyebofan kepemilikan pemsahMn sebagaiman yang terjadi di lnggris. 

Proteksi hukum yang knat bagi pemegang saham minoritas berkaitan emt dengan 

pertmla, banyaknya jumlab perusahaan yang tercatat di bursa efek.Kedua, lehih 

bemilainya pasar moda. Ketiga, lebih rendah manfaat kontrol pribadi dan keempat, 

lehih terpeeabnya kepemilikan saham. Dengan perkataan lain konsentrasi 

kepemilikan adalab konsekoensi lemaimya perlindungan hukum bagi pemegang 

saham minoritas.24 

Di lingkungan yang tid.ak diatur (unregulated errvironmenJ), muncu1 

bahaya dimana orang dalam (pemegang saham pengendali dan ekseketif senior) 

suat.u perusahaan publik akan mengelabui of4Side investor yang memiJiki saham 

perusahaan. Berdasarkan ar:gumentasi "law numers ", di suatu negam yang 

bukt.nnnya lemah memberikan perlindungan terha.dap investor dari kecurangan 

21 
Brian R. Cheffins. Does Law Maner? The &para# on of OwnerShip l1.1ld Ctmtrol in Tht United 

Kil1gdom. Journal of Legal Studic:s, Vol. XXX(June 2001), hal. 462 
'~ Ibid., Brian R. Chcffins. 
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orang dalam menyebabkan investor potensial takut dieksptoitasi. Oleh karena itu, 

investor enggan membeli saham perusahaan. Keengganan investor tersebut pada 

akhirnya membuat pemilik memutuskan untuk tidak menjual sahamnya kepada 

publik. Hasil yang berbeda akan terjadi apabila suatu negara mengatur sikap 

oportunistik para insider sehingga pemegang saham minoritas merasa aman. 

Dengan kondisi tersebut maka investor akan bersedia membeli dengan harga 

penuh saham yang dijual sehingga menurunkan biaya mndol bagi perusahaan 

yang memilih menjual saham di pasar modal. Hal ini pada gi!inmnya akan 

meningkatkan penawamn umum saham dan sekaligus membangun pasar modal 

yang kant dan menciptakan sisrem kepemilikan perusahaa:n tersebar. 

Mengenai pentingnya perlindungan tefbadap pemegang saham minoritas 

terlladap terciptanya sistem kepemilikan saham perusahaa:n yang tersebar, ada 

bai!mya melibat perlrembangan yang terjadi di Inggris. Per!rembangan di Inggris 

memperlibaikan bahwa perangkat hukum yang mengatur perusahaan dan pasar 

keuangan tidak barus ada untuk menciptakan penyebamn kepemi!ikan perusabaan. 

Pengolaman lnggris menunjukan bahwa struktur kelembagaan dapat 

menggantikan peranan hukum dalam menciptakan suatu sistem yang 

dikehendski." 

Berbeda dengan Amerika Serikat, penyebaran kepemilikan saham 

perusahaan di Ingris bukan disebabkan kuatnya perlindungan yang diberikan 

hnkum kepada pemegang saham minoritas. Hnl ini terlihat pada tehun 1907 

hampir 600 perusahaa:n tercablt pada London Stock Exchange. Jumlah ini 

meningkat menjadi 3500 perusahaan pada tehun 1951. Pada tehun-tehun sahelam 

tehun 1914, perusahaa:n-perusaha.an terouka (public companies) Inggris masih 

dimiliki dan dikelola secara dominan oleh koluarga. Pemisahan anwa 
kepemilikan dan kepengurusan baru benar·benar terjadi pada tehun I950an. 

Meskipun hakim-bakim lnggris terkena! reputasinya sebagni 

incorruptibility, impartiality and dicisiveness, nanum damikian lnggris tidak 

termasuk negara yang 

1
' Ibid, hal. 459. 

llnl~ lnrlnnmlla 
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memberikan perlindungan bagi investor. Hukum perusahaan yang berlaku 

atau prinsip common law yang seca.ra tegas melindungi pemegang saham 

minoritas tidak dikenal. Hak gugat derivatif misabtya bukan suatu yang lazim dan 

pengadilan enggan memberi pemegang saham minorits legal standing untuk 

menggugat atas nama perusahaan. 

Sampai pertengahan pertama abad 20, hukurn perusahaan lnggris tidak 

mengatur insider dealing. 26 Berl<embangnya pasar modal Inggris banyak 

dipengarohi oleh pertama,financial inlermediaries. Perusahaan-perusahaan yang 

ingin go publik harus melalui pemeriksoan yang ketat oleh financial 

inJermediOJ"ies. Ketatnya pengawasan yang dilakuken oleh financial 

intermediaries adalah untuk mfll1iaga reputasi Iembaga keuangan tersebut. Kedua, 

London Slock Exchange juga memerankan penman penting dalam 

mengembangkan pasar modal. Sebagai lembaga swasta, London $tQCk Exchange 

menetapkan atunm yang ketat bagi perusahaan yang ingin menoatatkan soluunnya. 

Dengan demikian, mesldpun lnggris tidak mengenal rejim hukum yang 

memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas akan tetapi kuatnya 

peranan yang diberikan oleh kedua lembaga ini membuat banyakoya investor 

yang menanamkan dananya dengan membeli saham perusahaan.27 

Dl Indonesia kepemilikan hank di Indonesia diatur delam pasal22 sampoi 

pasal 28 Undang- Undang Tentang Perbankan Nomor. 7 Tahuo 1992, 

Sebagaimana telah diubab dengan Tentang Perbankan No.IO Tahuo 1999. pada 

prinsipnya pendiri hank umum dan hank perlaeditan rakyat bisa worga negara 

atau badan hukum Indonesia dan khusus bank perkreditan rakyat depot dimiliki 

bersama oleh pendirinya. Di Indonesia hank tidak del"'t didirikan oleh worga 

negara asing sendiri, kecuali didirikan se<:ara kemitraan antara warga negara asing 

dan! atau badan hukum asing.28Menurut Pasal22 diubab Undang- Undang flmlang 

petbankan maka yang depat memilild hank umum hanya worga negata Indonesia 

dan atau badan hukum Indonesia atau warga negara asing dan atau badan hukum 

:u; Ibid. bal. 470 
11 Ibid. hal. 474 
u Indonesia, Urutang.. Undang Tefllaltg Perbanktm No.1 Tahun 1992, LN No.3 I Tahun 1992, 
TI..N No 3472. Scbagajmana telsh diuboh dengan Undang- Undang Tentang Perbankan No.IO 
Tahun 1998, LN No. 182,1LN No. 3190. 
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asing dengan cara kemitraan. Sedongkan untuk bank perkreditan rakyat maka 

yang dapat mendirikan adalah warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia 

yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah ata.u dapat 

dimiliki bersarna diantara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan 

atau pemerintah daerah. 

Dalam bukum Indonesia tidak: dikenal mmlnee maupun adanya 

perusahaan special purpose vehicle {SPII), karena menurut Undong- Undang 

peruoroan Terllatas Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan dalam pasal 48 ayat (!) 

bahwa saham perseroan dikeluarl<an alas nama pemiliknya. Dengan demiklan 

maka tanggung jawab maupun hale alas dividen banya dapat dimintakan kepada 

nama dari pemi!ik saham tersebnt. 

Dengan·demikian masalah kepemilikan silang perbankan hams ditentukan 

lahih dahulu siapa sebanarnya pemilik dari bank rersebut. Kepemilikan silang 

sendiri yang berarti adanya kepemilikan di dua peruoroan terbatas maupun bank 

dengan pemilik yang sama. 13111ah Kepemmkan sllang banya dapat dllemni 

pada bag;an penjelasan Undang-Uudang Nomor 40 Tabau 2007 T..,tang 

Perseroan Terbalas, dimana dinyatakan bahwa kepemilikan silang terdiri dari 

dua jenis yoltu: kepemilikan silang secara langsung dan kepemilikan silang secara 

tidak langsung. Kepemilikan sllang secara langsung adalah apabila Perseroan A 

memiliki saham pada Perseroan B secara langsung tanpa melalui kepemilikan 

pada SWltu perseroan antara don sebaliknya Perseroan B memiliki saham pada 

Perseroan A. 

Sedangkan kepemilikan silang secara tidak langsuag adalah kepemilikan 

saham Per.;eroan A pada Perseroan B melalui satu atau lebih perseroan antara don 

sebaliknya Per.;eroan B memiliki saham pada Peneroan A. Lanmgan Kepemilikan 

silang banya tersirat pada Pasal 36 yaitu mengenai saham perseroan. P!ida Pasal 

36 dinyatakan bahwa: 

Perseroan dilanlng mengeloarkon saham baik untuk dimiliki sendiri 

maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secam langsung atau tidak 

langsung telah dimiliki olah Perseroan. 
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Pada penjelasan Pasal 36 dinyatakan bahwa larangan tersebut termasuk 

juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang teljadi apobila Perseroan 

memi!iki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Jain yang memiliki saham 

Perseroan tersebut. baik secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan Pasal 

36 ini memang tidak terlalu jelas, karena tidak menyehutkan alasan mengapa 

kepemilikan silang dilarang, pemyalaan mengenai hal itu hanyalah bahwa: "Pada 

prinsipnya pengeluaran saham ada!ah suatu upoya pengumpulan modal, maka 

kewajihan penyetoran alas saham seharusnya dibebankan kepeda pihak lain. Demi 

kepastian, Pasal ini (36) menentakan bahwa Perserom tidak bo!eh mengeluarl<an 

saham antak dimiliki sendiri".29 

Kemudian pada lanmgan te""'but diberikan pengecualian, yaitu poda ayat 

(2), yang berbunyi: (I) Ketentuan larangan kepemi!ikan saham sehagaimana 

dimaksud pada ayat (I) lidak berlaku terbadap kepemilikan saham yang dipuroleh 

berdasatkan petalihan karena hukum, hibah, atau bibah wasiat . 

Larangan Cross Ownership! Cross Holding Di dalam Undang-Undaog 

Nomor 5 Tabao 1999 Tentang Larangan Praktek Monopuli dan Persaingan 

Usaha Tidak Seimt. Larangan Cross Ownership/ Cross Holding juga "tersimt" di 

dalam UU Nomor S Tahun 1999, yaim pada Pasal 12 tentang Trust dan Pasal 27 

tentang kepemilikan saham. 

Pasall2 

"Pelaka usaha dilarang membuat peljanjian dengan pelaka 
usaha lain untuk melakukan ke!ja sama dengan membentuk 
gahuugan petasahaan atau - yang lebih besar, dengan !etap 
menjaga dan mempertaimnkan keiangsuugan bidup masing·masing 
petasahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk 
mengontrol produksi dan atau pemasaran atas berang dan atau jasa, 
sebingga depot mengakibatkan tegadinya praktek monopuli dan 
atau persaingan usaha tidak seimf"" 

Pasal27 

:no Indonesia. Undtmg~ Undang Perseroan Terhmas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 
2007, n.N No. 4756. lebih lengkn.p bunyi pasal 36 ayat (1) dikatakan bahwa perseroan dilarnng 
meng,eluarktm saham untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroran lain, yang sahamnya 
secara tangmmg atau tidak lo.ngswtg telah dimili\ci oleh perseroan. 
lo lndonesio. Un.dang.. Undartg Tentang Lamngan Pr(l};tek MoMpoly dan Petsmngan Usalut 
TidokSehaJ. No. S Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, lLNNo, 3817, Pasal. 12. 

-. 
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"PeJaku usaha di1arang memiliki saham mayoritas pada 
beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha daiam 
bidang yang sama pada pasar be(Sangkutan yang sama, atlu 
mendirikan bebempa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha 
yang sama pada pasar bersangkutan yang sama apabila kepemilikan 
tersebut mengakibatk.an: pertama, satu pelaku usaha atau satu 
kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh 
persen) pangsa pasar satu jenis ba.rang atau jasa tertentu; lcedua. dua 
atau tiga pelaku usaha amu kelompok pelaku usaha menguasallebih 
dari 75% (tujuh puluh lima person) pangsa pasar satu jenis barang 
atau jasa tertentu.0131 

B. Pengurangan Jnmlab Bank dllndonesia 

77 

Jumlab bank di Indonesia pada tahun 1994-1995 terdapat 240 bank umum, 

sementara jumlab bank Perlu<ditan mkyat meningkat drastis dari 8.041 pada 

tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.32 sedangkan setelah krisis pada 

lahun 2008 jumlah bank yang beredar di Indonesia menjadi 132 buah bank." 

Keinginan visi API untah rnenciptahan industri perbenkan yang kuat dan 

memilikl daya saing tinggi serta memiliki ketahanan dalarn mengbadapi resiko 

menjadikan bank memerlukan permodalan yang cukup dan kuat. Program 

penguatan struktu.r perbankan nasional bertujuan uutah memperkuat permodalan 

bank umum (konvensional dan syariab) dalam rangka meningkaikan kemampuan 

bank mengelola usaha mauptm resilro, mengembangkan teknnlogi 

infomasi,mauptm meningkaikan skala usahanya gtma menduknng peningkatan 

kapasitas pertumbuhan kredit perbenkan. lmplementasi program penguatan 

permodalan bank umum tersebut dilaksanakan secara bertabap. Upaya 

peningkatan bank- bnk umum dilaksanakan melalui perencanaan yang matang 

dalam rencana bisnis dengan memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian. 

Adapun cara peneapaiannya dapat dilakukan melalui: 

11 Indonesia. Und.ang- Undang Tentang Lanmgan Praktek Monopoly dan Pusoingan Usaha 
Tidak.'kM/, No. S Tahun 1999, LNNo.:13 Tu.hun 1999, lLNNo. 3817, pase.l27. 
J.l Frilina Ria. Arsitei:Jur PethariMn Indonesia Dalam Mewujw:/hzn Slstem Pulxml«m Yang Sehat, 
Kuat Dan Efisil!ll. Tesis Universitas Indonesia. Jllknrta 2005. hlm. 24. 
33 Bank lndonesi11 Merevisi Arsitektur Perbankan Indonesia. 

llnl~l~bl 
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a. Penambahan modal baik dari pemegang saham lama maupun investor 

bani; 

b. Merger dengan bank (atau beberapa bank) lain atau bank jangkar untuk 

persyaratan modal minimum baru~ dan atau 

c. Penerbitan saham baru atau secondary offering di pasar modaL 

Sebagaimana dikemukakan diatas sebelwnnya, upaya peningkatan 

pennodalan bank umum yang semuta ditempuh melalui mekanisme pasar 

dipandang kurang efektif sehingga sejak pertengaban tahun 2005 dilakukan upaya 

yang lebih tegas melaui program pen;epatan konsolidasi perbankan yang bersifar 

light handed directive approach. Stnltegi ini pun bakan merupakan stTategi akhir 

yang akan dilaksanakan bank Indonesia mengingat tidak tertutup kemungkinan 

untuk melangkah kepada pendekatan yang lebih tegas (heavy banded directive 

approach) apabila s1rategi peningkatan permodalan bank umum ini ditandai 

dengan penetapan pencapaian modal inti minimum secam bertahap, yaitu aebesar 

Rp. 80 Miliar pada akbir tahun 2007 dan sebesar Rp. 100 Miliar pada akbir tahun 

2010. 

Dengan strategi diatas, dalam waktu 10 (sepulub) sampai 15 Oima belas) 

tahun ke depan program peningkatan permodalan bagi bank umum secara 

keseluruban diltarapkan dapat menciplakan struktur perbllakan yang iebih optimal, 

yaitu terdapatnya: "Perwmo, 2 sampai 3 bank yang memiliki potensi untuk 

menjedi bank imeroasional dengan kapasitas dan kemampaan untuk beropemsi di 

wilayah intemasional serta memilikl modal di atas Rp. 50 Triliun; K£dua, 3 

sampai 5 bank nasional yang memilikl cakupan usaha yang sangat luas dan 

beroperasi secara na.sional serta memiliki modal antara Rp. 10 Trlliwt samapai 

dengan Rp. 50 Triiiun; Keliga, 30 sampai 50 bank yang kegintan usahanya 

terlokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kepabilitus dan kompetensi 

masing- masing bank. Bank- bank te""'but memilikl modal ll!1la!a Rp. 100 Miliar 

sampai dengan Rp. 10 Triliun; lreempat, Bank perkeeditan rakyat (BPR) dan bank 

dengan kegiatan usaha terbatas yang memilikl modal dibawah Rp. tOO Miliar. 

H Aris Susanto. Arsitektur Perbankan llldonesia Dan lmplemenftlSinya Terhadap Dunia 
PerlxmJ:.an (fesis Unlversitas Indonesia. Jakarta 2008). him. 25-26. 
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Law as a tool of social engineering seperti yang dikatakan roscoe poWld 

merupakan hal yang dapat diterapkan da!am sistem perbankan di Indonesia. 

Keluamya Arsitektur Perbankan Indonesia dengan jangkauan lima sarnpai sepuluh 

taltun telah membuat dunia perbankan bergeliat dan mulai menunjukan perhatian 

yang serius. Sehingga beberapa hank mulai melalrukan pamhenahan. Yang telah 

terlihat nyat:a adalah dengan pilihan merger yang diambil oleh Bank Niaga dengan 

Lippo Bank sahingga menjadi CIMB NIAGA. Dalam hal inl penggabungan kedua 

bank besar tersebul melalui merger menjadi.kan hanya satu bank yang tetap berdiri 

yaitu Niaga dengan nama baru CIMB NIAGA sehingga membuat jumlah bank 

yang ada di Indonesia berlrurang satu hank besar yaitu Lippo Bank." Bank CIMB 

(Commerce lnlemationa/ Merchant Banhrs) Niaga sendiri merupnkan CIMB 

Group merupnkan annk perusahaan Bumiputra.Commerce Holdings Bhd, dan 

sahamnya ten:atat di Bursa Malaysia dangan kapitalisasi pasar mencapal lebih 

dari USS 10 miliar. Sedangkan Lippo bank merupnkan hank yang didirikan olah 

grup Lippo oleh Mochtar Riyadi dangan ca:ra kepengurusan porbankan yang 

masih dengan sistem kekeluargaan (family business). Dan mengalami porpindahan 

kepengurusan dan kepemilikan pada tahun 2004 dengan dibelinya saham lippo 

bank sebesar 52,05 persen oleh Swissasia yang dananya berasal dari knnsoreiwn 

lni sendiri dengan anggotanya adalah Konsors[wn Swissasia terdiri darl RZB Ag 

dari Austria dan Swissfirsl Bank Ag dari Swiss. Keduanya masing-masing 

menguasai 24,5 persen saham Km!sorsium Swissasia, sadangkan sisanya dipogang 

Matrix Asia Holding Limited, ASM lnvestmenl; dan Fem:U Opportunity.36 

" 8mk C!MB NJAGA Completes legal merger. 
<http:J(www.clmbniaga.com/index..asp?idm=t l&id=NNQOQOQ334 >. Dia.kses 10 November 2008. 
lebih lanjut mengemU mergemya bank Niaga Bank CIMB Niaga was established in 1955. In 
Nov'ember 1008, BrmJ:. C/MB Nlaga merged with PT Bank Lippo Thk and ahaut 77.75% shores ef 
merged bank are qwned by CJMB Groop. 1"hh.r baN:. offers a comprehensive banking prodw:t and 
strvlce.s, boJh conventional and sharia, thruugh 630 lmwches in 12() cities In lru/r;ne.sla. Bank 
CIMJJ Niaga has almost 11.000 emplqyu:sjr()llt lwlh Bank CJMB NiogtJ ami LippoBtmk. 
CfMB gTO'Uf' it Maltl}'Sia's second ltlf'gets jll'lf.UtC.iaJ sentice prtNider and one of s<mtheast Asia's 
leading unirerSf11 banking grovp. H~ered in Kunia Lump11T, its ~ ngiona/ <t(fi<es are 
located irt Singapore. Indonesia and Thailt.r.nd C!MB Group is awMd ~ Bumiputrt:J.Ccmmen:e 
Holdings Bhd, which is listed on .Bursa Mdqysin with a ~t t!tlpiudi:mion qf over 
US$ J Ohilfion. The Grt1up has aver 14. Of){) employees located in 9 counlries. 

" Yang 1:wu dan lama di lippo, 
<http://maialsh.tempoin\enlktif.comlidlemaiii2004!Q3/0llEB/mbm.2Q040301.EB89290.idhlml> 
diekses to November 2008. 

lktlwmdhutl~ 

-
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Alasan mergemya kedua bank tersebut bukan hanya terka:it struktur 

permodalan yang lebih besar dan lebih kuat namun berkaitan dengan ullimaJe 

slumlwlder yang ada pada kedua bank tersebut sama yaitu khazanah berhad 

merupakon pemegang saham pengendali Bank Lippo dan Bank Niaga. Khazanah 

melalui Santubong Investments BV dan Greatville Pte Llrl memiliki sekitar 93 

persen saham di Bank Lippo. Sementara itu, Bank Niaga baru saja berganti nama 

menjadi CIMB Niaga karena CIMB Group mempunyai 62,41 persen saham bank 

itu • CIMB Group yang merupakan kelompok penyadia jasa keuangan terbesar 

kedua di Malaysia dimiliki Bwniputera-Commen:e Holdings Beritad (BCHB), 

yang notabene kendaraan dari Khazanah.37 

Bank IIR!um yang terkena dampak Kepemilikan Tunggal perl:>ankan mulai 

berbenah diri dengan melirik siapa sebenamya pemilik saham pengendali di 

dalam bank tersebut, dan kasus Bank CIMB Niage mencerminken bahwa bukan 

Santubeng Investments BV dan Greatville Pte Llrl yang dilibat pemerinl>h 

sebagei pemageng sahamnya namun dilibat lag! siapa yang be""fo:ial ownei'TIJ'<l 

yaitu J(hazanah Berbad sehinggejika tidak segera mengambit tindakan unluk i1urt 

kebijaken make aken terlrena sanksi karena kebijukan kepemilikan tunggal 

perl:>ankan tersebut. Untnk data bank perkreditan rakyat seadirl sampsi 

November 2008 masih berjumlah 1785 boalt baok. J8. Jumtab bank umum di 

Indonesia sejumlab 125 buab mennrut data BI.39 Pengamugan jumlah bank 

semenjak dikeluarl<annya arsitektur perl:>ankan Indonesia mulai dirasakan 

dampaknya dan tentu hal ini akan sangat tedibat memasuki awal tabun 2010 

J
1 Lippo bank dan Niaga Merger .~lhu.snur.blog.unair..ac.idi20!W06/0SI1ippobQ,nk·ban!s
niap~J!lf!&Wi>. Diakses 10 Novem'tloe!--::Z:OOS, leblh lanjut dikotakan bahwa Merger kedua bank 
tersebut terkait aturan kepe:milikan tunggal (single presence policy/SPP) }'8118- ditetapkan &nk 
Indonesia (BI). DaJam aturan SPP dinyat.aken, suatu pihak diperbolehkan menjadl pemilik se.ham 
pengendali pada !Kltu bank saja. Untuk itu bila ada pihak yang terkcn.a ketentuan tersebut, malta 
diberik.an tig:a opsi untuk rnerestrukiurisasi kepemllll;.(aooya.. ()psi pe:tama wtah melalui 
pengaHhan saham. kedua melalui mt:TEet sta.u akuisisi. dan yang terakhir meta!W pembentukan 
perusahaan induk (holding compony). 

lumboh bank perlaedil8!! n;Jcyac 
<lmp:J!www.bi.&O.ililwetY'uiJPub1i~9Utlll8N'rtPublikasi+Ban!!JAIMJI!t+Bank/Alama 
t-+W£/mknp.btm !><. Dle.kses to November 2008. 
l

9 Bank Umum Di Indonesia. 
<:JJttp;/1\l.ww.bi.go.id!weblid/Publi~!AAl!lgm±PubJikasi+Bank/Aiam!!J+BankJAiamB 
t+bank+Umuml >. Diakses 10 November 2008. 
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dimana jika bank- bank yang terkena kebijakan kepemilikan tunggal perbankan 

tidak melaksanakan rnaka akan terkena sonksi. 

Untuk bank milik pemerintah yang berjumlah empat bank maka pilihan 

yang ideal adalah dengan melepaakan kepemilikan saham, karena segmen dari 

setiap bank pemerintah berbeda· beda. Sebab pengabungan ke empet bank 

pemerintah rnenjadi satu bank adalah hal yang rumit dan memakan banyak biaya 

kemasyorakatan diantaranya adalah efisiensi karyawan yang tentu akan 

menimbulkan potensi penganggunm besoT- besaran. Namun hokan berarti dengan 

pelepasan saham kepeda investor maka akan rnembuat masalah selesai dengan 

sendirinya karena bagaimanapun dengan betalibnya kepemiiikan maka kebijakan 

delam inlmlal bank pun dapet berubah sesuai dengan keinginan pemiiik yang 

baru dimana akan diasum.sikan dapat membuat rasionalisasi dan efiensi karyawan 

yang pada akbimya telap membuat repot pernerintah juga. Namun opsi pelepasan 

saham dirasakan lebih ideal dibandingkan barus dbuerg:er ke empat bank 

tersebut. 40 

Bank dalam melaksanakan akHvitasnya wajib melaksanakan pnns1p 

kehari- batian namun bakan berarti prinsip ini dapat diternpkan begitu saja lanpa 

adanya pengawasan baik dari dalarn bank secara internal maupun dari bau secara 

external. 

Kembali ke kasus-kasus perbankan yang rnarak akbir-akhir in~ direngarai 

bahwa salah satu penyebah ulama tetjadinya kasus-kasus tmebut adalah 

lemahnya peagawasaa internal bank. Hal ini bisa disebabkan oleb tiga hal:41 

Pertama, ketidak-telitian dalmn rnelaknkan pengawasan. Mengingat besamya 

<Ill" Bank BUMN. <Jutpif'.4,wikipedin.wafwikill)aftar bank di I~ • Diakses 10 
November 2008. lebih lanjut keempat be.nk milik: pernerintah dan bank BUMN lain dimana 

adalllh: 
• 
• PT 
• PT 
• PT 
• PT. Bank 

""
1 Penpwasan bank. 

Diak= 10 No•'m~or: 

Thk. 
Thk. 
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jumlah transakst harlan di bank dan kantor cabang, terbuka kemungkinan 

pengawas internal bank tidak melakukan tugasnya sebagaimana seharusnya. 

Pasalnya, pemeriksaan atas tnUlsaksi harlan oleh pengawan internal dilakukan 

secara sampling; Kedua, ketidaktahuan dalam teknik pengawasan internal bank. 

Faktor ini lebih disebabkan pengawas internal tidak mau meningkatkan kualitas 

dirinya, sehingga yang bersangkatan "kalab cerdik" dengan oknum-<>knum pelaku 

kejabatan perbankan yang terus memperbabarui tekaik pemholx>lan. I.ebih-lebih 

apabila prnk!ik cunmg itu melibatkan oknum orang dalam. Pemahaman atas jenis 

transaksi dan produk dinilai lemeb sehingga pengawas internal tidak mampu 

mendetekai adanya potensi pelangganm sistem dan prosedur; Ketiga, adanya 

unsur moral ho:zard, di mana pengawas internal bank mela.kukan kolusi dengan 

oknum petugas bank dan penjahat perbankan deri luar untuk melakukan tindak 

k~abatan perbankan. Faktor ketiga inilah yang seringkali menjadi biang keladi 

tetjadinyafrmtd'yang berpotensi merugikan bank secara linansial dan reputasi. 

Jika demikian, peningkatan kualitas pengawasan internal bank mutlak 

hams dilakukan. Kalau pun tenaga pengswas internal dirasakan masih knrang, 

maka tak ads jalan lain bank harus menambab jumlab tenaga pengawas internal 

Peningkalan kualitas banking products ami sen>ices fawwkdge juga baros 

ditingkatkan melalui pelatiban internal sebingga pengawas internal mampu 

mengendus secam dini ads tideknya potensifrmtd' di banknya. 

Peningkalan kualitas pengawas bank juga ditingkatkan melalui pelatihan 

kbusus yang terkait dengan teknik pengawasan yang efektif. Babkan dipandang 

perlu ditempkan sistem brevet atau sertilikasi bagi pengawns internal bank sesuai 

dengan level atau tingkat jabataanya. Untuk setiap jangka waktu tertentu, 

peugawas internal bank barus diuji kecakapannya, baik untuk kebutuhan uji 

kemampuan dan kelayakan maupun untuk peningkalan level. 

Tak kalab pentingnya adslab penempatan pejabnt bank diusabakan 

barlandaskan prinsip the right man on the right job berdasarkan assessment dari 

internal bank. Banyaknya jenis transaksi perbankan, tidaklab mungkin seorang 

karyawan bank mampu menguasai semua jenis tnUlsaksi tersebut. Misalkan saja, 
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Si A menguasal bidang keuangan. lalu si B menguasai bidang kredit. dan si C 

menguasai bidang tresuri dan lua.r negeri. 

Dengan mefihat kompetensi inti masing·masing orang, maka penempatan 

Si A, pada unit keuangan tentu tepat. Hal ini akan berdampak positif baik bagi si 

A maupun banknya. Akan teljadi sebaliknya apabila si B yang memiliki 

kompetensi inti di bidang kredit, justru ditempatkan di unit luar negeri yang 

menangani transaksi intemasional yang membutuhkan keahlian khusus. 

Kalau pun seseonmg akan ditempalkan pada unit tertentu, sebeiknya 

dilakakan pelatiban yang culrup terltadap yang bersanglrutan ditambab dengan 

proses on the job training sebelum penempall!n yang pennanen. Terl<ait dengan 

ospek pengawasan, malca langkah yang paling idaal dan efektif untuk mencegah 

teljadinya fraud di bank adalah meningkalkan fimgsi pengawosan melekat (/milt 

in control) pada setiap diri pejabat benk. Apabila fimgsi pengawasan me!ekat ini 

berjalan baik, ma1ca pe!uang sekecil apapun bagi tetjadinya tiadakan fi=d akan 

dapa! ditangka! ~ak dini. 

Tak kalah pentingaya adalah saling mengingalkan di antora jajanm 

internal benk sehingga kalau ada seseorang akan berbuat tidak baik akan dapat 

diingalkan oleh koleganya tanpa yang bersangkutan harus merasa malu. Dalam 

hal ini dibutuhkan kepedulian yang tinggi dati setiap unsur manusianya. 

Apabila saluran komunikasi internal tersumbat, misainya bawaban takut 

menegur atau mengingalkan atasannya, perlu dibuat salunm hotline khusus pada 

nomor telepon atau alamat surat elektronik (e-maiQ tertentu atau kotak surat -

semacam PO Box 5000 waktu dulu- untuk menampung laporan dati dalam 

dengan merahasiakan lll!l11a peiapor.42 

Peningkatan koalitas pengawosan internal juga bates dibatengi dengan 

peoerapan prinsip lata kelola perusahaan yang baik (good corporate gqvenumce) 

dan sistem manajemen risiko yang handal. Tanpa dukungan ini semua, tak ada 

gananya pengawasan internal benk ditingkalkan. 

•
2 Pengawasan bank. <http:/lwww.~.co.id!ekoogmifKeuanganl29041910S/keu3.html >. 

Diakses 10 N011ember 2008 
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Yang terakhir adalah perlunya penegakan bukum yang tegas berupa sanksi 

yang sekeras-kerasnya sebagai shock therapy untuk membuat jera yang 

bersangkutan dan mencegah yang lain berbuat sama. 

Bank Indonesia sahagai bank sentral dalam Bab VI pasal 24· 35 secara 

garis besar menyangkut tentang Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang 

bertugas mengatur dan mengawasi bank. Dimana dalam pasal 24 dikatakan: 

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimakaud dalam 
Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan perat:Utan, memberikan, 
dan mencahut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu 
dati Bank, melalcsanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi 
teduldap Bank sesuai dangan peraturan perundang-nndangan."'' 

Dan selanjutnya dalam pasal25 dikatakan bahwa: 

I. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank 
lndenesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan 
yang memuat prlnsip kebati-batian. 

2. Pelakaanaan kawenangan sebagaimana dimakand pada ayat (I) 
ditetapkan dengan Penrtunm Bank Indonesia.« 

Dengan demikian maka Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan 

berwenang untuk menetapkan ketentuan· ketentuan perbankan yang memuat 

prinsip kehati- hatian. Bank Indonesia merupakan pengawas perbankan secara 

external dati semua bank yang beroperasi dalam wilayah republik Indonesia. Dan 

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberik:an dan mencabut izin 

atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dati bank yang melanggar dan tidak 

mengilruti semua peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai 

regulator dati bank- bank yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. 

Tujuan dati pengaturan dan pengawasau bank adalah untuk 

meugoptimalkan fungal perbankan Indonesia sebagai:" Lembaga kepereayaan 

masyanakal dalam kaitannya sebngai lembaga pengbimpen dan penyalur dana 

43 Indonesia, Undang- Undong Tenlaffg Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 
1999, TI..N No 3843. Sebagaimana te!ah diubah dengan Undang- Undcmg Tenlang Bank Indonesia 
No.3 Tahtm 2004. t.NNo. 7, TI.N No, 43$7, pa.sat, 24 
"Indonesia, Undartg~ Undt:mg Tentang Bank Indonesia No. 23 lahUl! 1999, LN No. 66 Tabun 
1999? TLN No 3S43. Sebagaimana tetah diubah dengan Undang- Undang Tentang Bank lndone$ia 
No.3 Thhun 2004, LN No.7, TLN No. 4357, pa.sat 25< 
.o~s nJJVAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK, 
<http;/lwww.b).nid/we'Md/Perbank.a.ntJkhtiw+Perbankan!Pengatunm+d+Pengv""'SS811+Bankl 
Tuiuan+d!m+Kewenangan/>. Oiakses H) November2008. 
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Pelaksana. kebijakan moneter; Lembaga yang ikut berperan dala.m membantu 

pertumbuhan ek:onomi serta pemerataan; agar tercipta sistem perbankan yang 

sehat.baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu 

memeiihara kepentingan masyarakat dengan bai)4 berkemba.ng secara wajar dan 

bermanfaat bagi perekonomian nastorutl. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pendek:a1an yang dilakukan dengan 

menempkan: 46 penama, Kebijakan memberikan kelefu.asaan berusaha 

(deregu/asi); lredua, Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (pnuienJial banlcing); 

dan lretlga, Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melal<sarulkan secora 

konsisten kctentuan inrem yang dibuat sendiri (self regulatory banldngl dalam 

melal<sarulkan kegia1an opemsionalnya dengan tetap mengacu kapada prinsip 

kehati-batian. 

1. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank. 

Pengaturan dan pengawasan bank oleh Bl meliputi wewenang sebagai 

berikut:" 

l. Kewenangan memherilam irin (right to license), yairu kewenangan untuk 

menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suaru bank. Cakupan 

pemberian irin oleh 81 meliputi pemberian izin dan peoeabutan irin usaha 

bank. pemberian irin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, 

pemberian persetujuan atas kepemilikan dan lrepengurusan bank, 

pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegia1an-kegiatan usoha 

tertentu. 

2. Kewenangan untuk mengatur (right to regulale), yairu lrewenangan untuk 

menetapkan ketentuan yang menyanglret aspek usaha dan lregiatan 

perbankan dalam rangka menciptalren perbankan sebat yang mampu 

memenuhi jasa perbankan yang diinginkan m!IS)'llllllret. 

TUJUAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK. 
<!Jtttrlfwww.bi.go.id/webQdJl>trban1san{fkhtisar±Pertwm'kan!Pengpl\!mn+dan+P;t:ttg:!!WMUI+Brutk/ 
Tujuan+dan+Kewena.nqnt> . Diakses: JO November 2008. 

~ 1 Ibid, 
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3. Kewenangan untuk mengawasi (right to control), yaitu kewenangan 

melakukan pengawasan bank melaiui pengawasan langsung (on-site 

supervision) dan pengawasan tidal: langsung (off-site supervision). 

Pengawasan iangsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan 

khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan 

keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuban bank temadap 

peraturnn yang berlaku serta untuk mengetahui apakab terdapet praktik

praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaluo bank. 

Pengawasan tidal: langsung yaitu pengawasan melalui alat pernantauan 

seperti laporan berkala yang disampeikan baak,laponm basil pemeriksaan 

dan infurmasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bl dapat 

melakukan pemeriksaan terltadap bank termasak pihak lain yang melipati 

perusaluoan indak, perusahaan anak, pihak terluU~ pihak terafiliasi dan 

debitur bank. Bl dapat menugasi pihak lain untak dan atas nama Bl 

melaksanakan tugas pemeriksaa:n. 

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanch"'on), yaitu 

kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan temadap bank apabila suatu bank kunmg atau tidal: 

memenuhi ketentuan. Ymdakan ini mengandung unsur pembinaan agar 

bank bernperasi sesuai dengan asas perilankan yang sehat. 

SJSTEM PENGAWASANBANK OLEH BANK INDONESIA 

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank. saat ini Bl melaksanakan 

sistem pengawasannya dengan mengganakan 2 pendakatan yakni pengawasan 

berdasarkan kepatuhan (eomplianee based supervisiou) dan pengawasan 

berdasarkan risiko (risk based sup<!rvisitmllUJS). Dengan ndanya pendekatan 

RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan 

kepatuhan, namwt merupakan upaya untuk menyernpumakan sistem pengawasan 

sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. 

Secara bertahap, pendekatan pengawasun yang diterapkan oleh Bl akan belalih 

menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko. 
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1. Peng:awasan Berdasarkan Kepatuhan (Compiian~e Based Supervision). 

Pendekatan pengawasan beroasari<an kepatuhan pada dasamya 

menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk: melaksanakan ketentuan 

ketentuan yang terl<ait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan 

lnf mengacu pada kondisi bank di masa lalo dengan tujuan untuk: 

memastikan bahwa bank t.elah beroperasi dan dikelola seeara beik dan 

benar menurut prinsip-prinsip kehati..flatian. 

2. Peogawasan Berdasarkan Rlsiko (Risk Bused Supervlswn). 

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan 

pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan 

mengganakan pendekatan tersebut pengawasanlpemeriksaan suatu bank 

difokuskan pade risiko-risike yang melekat (inherent ri&A:) pade aktivitas 

fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk Cllntrol "J'Siem). 

Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan 

bank untuk proaktif delam melalrukan penoegahan terhadap permasalahan 

yang potensial timbul di bank. Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko 

memiliki sikius pengawasan sebngai berikut : 
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Jenis-Jenis Risiko Bank :4z 

1. Risiko Kredit: Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counJerparty 

mernenuhi kewajibannya. 

2. Risiko Pasar : Risiko yang timbu1 karena adanya pergerakan variabel pasar 

(adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oteb Bank,yang dapat 

merugikan Bank. Variabel pasar anta.ra lain adalab suku bunga dan nilai 

tukar. 

3. Risiko Likuiditas: Risiko yang anta.ra lain disebabkan Bank tidak mampu 

memenuhi kewajiban yang telabjatub waktu. 

4. Risiko Operasional : Risiko yang antam lain disebabkan adanya 

ketidakeukupan dan atau tidak berfungainya proses intemat,kesalaban 

manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem ekstemal yang 

mempengarubi operasionat Bank. 

5. Risiko Hukum : Risiko yang disebabkan oleb adanya kelemaban aspek 

yaridis. Kelemaban aspek yuridis anta.ra lain disebabkan ada.nya tuntutan 

hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau 

kelemaban perikatan seperti tidak dipenuhinya syarnt salmya kontra. 

6. Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi 

negatif yang terl<ait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif 

ternadap Bank. 

7. Risiko S!rolegik : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan 

dan pelaksanaan SITalegi Bank yang tidak tepat pengambilan keputusan 

bisnis yang tidak tepat atau kumng responsifuya Bank terlladap perababan 

ekstemal. 

8. Risiko Kepataban : Risiko yang disebabkan Bank tidak mematubi atau 

tidak melaksanakan pemturan perundang-undangan dan ketentuan lain 

yang berlaku. 

Pcngswas.an Bank Di Indonesia oieb Bl. 
<bttp://www.bi.goJdJweblj~S6t+PerbankMIPengatumn+da!:!+Pertgawasan+&nk/ 
Simro+Pengawusan+Bank[>. Diakses 10 November 2008. 

-
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Moral httzard atau diterjemahkan aj i mumpungl keadaan yang dapat 

dimanfaatkan seseorang untuk mengambil keuntungan tanpa memikirkan adanya 

kerugian terhadap kepentingan orang lain melalui tindakannya tersebut1 

merupakan indikator yang suHt diukur dikarenakan good will merupakan sesuatu 

yang tidak bisa dilibat dengan kasat mata. Masalab moral hazard dan pengawasan 

perbankan terhadnp direksi dan pemilik bank merupakan satu paket yang rumit 

untuk diawasi namun tetap bisa dilakukan pengawasannya. Kasus dibawah ini 

merupekan satu contoh kasus yang dnpat merepresentasikan moral hazard yang 

teljadi dnlam kasus perbankan: 

''Kembali BNI dibobol oleh peujabat kerab putill WltUk kesekian 
kalinya. Kasus yang hemwal dnrl pemberian Wesel Bkspor 
Be!jangka (WEB) oleh BNI Cahang Utama Kebeyoran Baru kepedn 
8 perusahaan ·l'f Metralama, Pr Basso Masindo. Pr Serl Master 
lndooesia dan lain-lain- yang diberlkan secara bertahap dnrl Juli 
2002 hingga Juli 2003, paling tldak teleh mengagetkan kita semua. 
Banyak pibak teleh menganggap krisis perbankan yang telah teljad~ 
dan ditambah dengan kondisi Bank lndooesia yang independen 
seperti sekanmg ini adalab mustahil bahwa aksi·aksi pembobolan 
bank dengan jumlab triliunan rupiah itu akan dnpat terulang lagi. 
Dengan kondisi Bl yang sudah independen ini dianggap telab ada 
jaminan babwa peugawasan yang dilalrukannya akan betialan secara 
erektlf. Karena seperti didengar sebelumnya babwa ktlsis perbankan 
yang sudab-sudnh, terjadi karena lemahnya pengawasan Bl, dan itu 
terjadi karena benyaknya intervensi dari pemerintah. Tetapi yang 
terjadi dengan BNI baru-baru ini seolah-olab telab menampar 
kembali wajab Bank Indonesia. 
Sebetulnya sejak Bl independen, banyak perubahan yang teleh 
dilaknkan terutama dnlam bal pengawasan. Setiap bank, terull!ma 
bank-bank pemerintah diawasi secara intensif dengan alasan karena 
mereka telah go public dan di samping itu juga WltUk temp 
mempertahankan kepemayaan masyarakat terhadap industri 
perbankan. Pertemuan-pertemuan selalu dilaknkan sesering 
mungkia gana memantau peri<emhangan perbaukan, di mana 
hanyak membiearakan hal-bal yang meayangknt tlngkat kesebatan 
bank seperti CAMEL (capital, asset, management, earning dan 
lilauiity) dan tlngkat kepataban (compliance ) . Delam hal ini 
peuyaluran kredit sangat dipuatau gana menghindari pelanggaran 
BMPK (Balas Minimum Pemberian Kredit). Bahkan Bl juga telab 
menempatkan penonelnya secara langaung ke bank-hank yang 
sedang dnlam proses rekap, yang biasa disebut dengan On-Sire 
Supervision Presence (OSP). Dan di situ diawasi dengan ketat aliran 
kas bank (treasury), baik swnber maupun penggunaannya. 
Karenanya, sangat tidnk diduga dengan pengawasan yang sudah 
demikian ketat BNI masih juga kecolongan. Menjadi tandn tanya 
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Kasus "pembobolanh 8Nl ini dapat dilihat sebagai pertandingan antara 

kekuatan moral hazard dan pengawasan. Dan di sini kembali dibuktikan 

bahwa kekuatan nwra! hazard yang menang. Kekuatan ini bisa menang 

latrena beberapa sebab. Pertama, kaidab-kaidah hukum yang be~alan mosih 

lem.ah dan rnpuh. Kedua, rendabnya motivasi untuk berkompetisi. Ketiga, 

orientasi jangka pendek dan kepentingan individu atau kelompok yang sangat 

kuat. Keernpat, rendabnya tanggang jawab pengawas dalam melakukan 

tugasnya."' 

Dengan kejadian yang berelang sepetti itu telah membuktilam babwa 

pengawasan terltadap indostri keuangan, teru!ama perbankan, memang masih 

mengkbawatirkan. Padabal kalau mau tabu babwa pengawasan perbankan 

yang ~alan saat ini menerapkan pengawasan yang berlapis (stratisfied 

supervlsan}. Lihat saja sepeni BNI, secam internal ia memiliki pengawasan di 

pusat yang disebut dangan SPI (Satuan Pengawas internal), dan di tingkat 

wilay.ah dan cabang ada KIW (Kesatuan Internal Wilayab) dan KIC (Kesatuan 

internal Cabaag). Sementara di tingkat ekstemal, ada pengawasan yang 

dilakukan Bl sepetti pengawasan l>lk langsung (ojf-ISite supervi.son) dan 

pengawasan langsung (on~site superviSion). Bl melakukan pemeriksaan 

langsung ke bank-bank setiap tabun untuk mencocokkan basil-hasH laporan 

yang disampeikan, dan sekaligus memonitor tingkat kepatubaa yang 

dilakukan. Babkan, ams tuntutan kepetaban ini, hank belalomgan telah 

memiliki dituktur kepetaban (oompliance director). 

1adi mustahil kalau pemhoholan hank BNI itu disebabkan oleh sistem 

pengawasan yang buruk. Secant logis tidak mungkin dengan model 

pengawasan sepeni di atas menciptakan pemhoholan hank. Apalagi 

belakangan dengan go public-nya BNI, keterlibatan Akuntan Publik pun 

menjadi dibutabkan. Dengan koadisi yang demikian sulit untuk menjelaskan 

49 Kasus BNJ. <.bttp;//www .sinartw.mpan&Q,jdlberiW03lll04/ooiO l.htrn! > Diak.ses I 0 NQvetnber 
2008. 
"' Kasi.IS BNI. Loc.cit., 
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dengan kacamata pengawasan mengapa k.asus seperti BNI dapat terjadi. Dan 

yang lebih mengherankan lagi mengapa aksi penarikan dana hingga 50 kali 

dari Juli 2002 hingga Juli 2003 tidak mampu terdeteksi maksud-makand 

penggunaannya Padahal modus openmdi seperti itu telah te!jadi berolang

ulang, dan bank maupun BI sudah harus mengantisipasinya. 

[)engan demikian, tidaldah mengada~ada kalau ada dugaan bahwa 

k.ejadian ini meHbatkan orang dalam. Karena sulit aksi~aksi manipulasi uang 

atau proyek dapat te~adi tanpa fasili!as orang dalam. Dulu hal ini dapat t~adi 

-seperti kasus Edi Tansil- kanena adanya memn dari pejabat. Tapi siruasi 

sekarang sulit bagi pejahat untuk menerapkannya kemhali. Sehingga yang 

paling mungkin adalah kejadian i1u meropaksn kolusi antara nasahah dengan 

pihakhank. 

Tamhahan lagi bahwa orang-orang yang memperoleh kredit BN! itu 

sebagian besar masuk dalam DOT (DaftBr Onmg Tereela). Pertanyaan 

kemudian meogapa kok mereka dapat memperoleh kredit sebesar itu (1,7 

triliun)? Padahal meourot ketentuan hank orung seperti itu tiduk akan mungkin 

lagi mengakses kepentingannya di bank. Meslcipun mereka mengelahui 

dengan menggunakan orang lain atau pero.sahaan lain, seharusnya tindakan ini 

bisa terdeteksi. 

Tindakaa lemadap I1IQrQ/ haztmJ memang tiduk bisa diselesaikan 

dengan hanya mengandaikan hukeun yang keras. Otoritas pengawi!S seperti BI 

dan Depkeu harus mulai mencoba merumuskan blue print pengawasan di 

sektor keuangan. Seperti banyak pihak menyoroti hingga saat ini fungsi 

pengawi!S80 dan regulasi mi!Sih beroampur menjadi satu. Sehingga tidak ada 

segregation of fimction. Deegan mengumpulnya fungsi perizinan, pembinaan, 

pengawi!S80 dan regulasi dalam satu badan, bal ini seriag meneiptakan hanyak 

kecurigaan hanyak kalangan akan timbulnya berbagai penyelewengan di 

dalam lembaga terse but. 51 

Dengan tidak fokwmya peagawasan, seperti BI harus disibukkan 

dengan aktivitas untuk mengontrol moneter, aktivitas kliring dan mengatur 

$l Kasus BNL Ltx:.cll., 

-

Kebijakan Kepemilikan..., Kornelis Dehotman, FH UI, 2008



92 

sistem pembayaran, Sementa~ De:pkeu yang disibukkan dengan kegiatan 

menjalankan lrebijakan fislrel, mengawasi Bapepam dan lembaga keuangan 

non bank lainnya, malre tidek!ah mungldn pengawasan yang di!akukannya 

selama ini akan memberikan dampak efektif. 

Mengingat sama-swna pentingnya antara pengawasan dan berbagai 

kebijak.a.n itu, ma.k.a tidak dapat ditawar-tawar legi bahwa pengawasan yang 

dilakukan di sektor indus!rl keuangan hams fulrus. Penganian fokus di sini 

adalah Bl dan Depkeu hams lebih berkonsentrasi di bidang moneler dan fiskaL 

Pengawasan kemudian diserahkan Ire lembaga lain yang bertugas khusus 

untuk mengawasi kegia!an indus!rl lreuangan. Memang kita sudah 

merencanakan mendirikan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) seperti 

yang diamanatkan oleh UU BI No. 23 tahun 1999. Tetapi lagi·lagi Wjadi 

kebunluan. Semulalembaga ini hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi tiba· 

tiba berubah menjadi OJK (OtOOtas Jasa Keuangan), di mana fungsinya tidak 

sekedar sebagai pengawas namun melebar ke fungal lain sepertl perizinan, 

pembinaan, regulasi dan eksekusi. Jadi di sini jelas bahwa pamdigma pam 

regulator ini masih menganut cara pikir lama. Padabal mereka harus sadar cara 

pikir seperti itu tidak produktif dan mengakibatkan sekt<>r keuangan tidak 

tumbah dengan sehat. 

Apa pun alasannya, apa pun lembaganya, segregoJi.an of fonction itu 

sudah sangat mendesok Hal ini dikarenakan alasan-alasan berikut pertama, 

mencegah bl~adinya conflict of interest delam tubub lembaga-lembaga 

otoritas yang ada; kedua, dapat menciptakan pengawasan yang efektif 

sehingga dapat mencegah moral hmard; ketiga, masing"!!!l!Sing lembaga 

otoritas dapat berkonsentnlsi di bidang moneler dan flskal secara penuh; dan 

kaempat, indus!rl keuangan dapat tumbuh dengan sehat dan dipem~ya oleh 

masyarakat, yang pada akhimya peran inrermediasi depat dijalankan 

sebagaimana mestinya. !il 

Pengawasan bank merupakan hal yang sulit dilakukan terutorna jika 

jumlah bank terlalu banyak. Bank Indonesia sebagai Regulator dan pengawas 

llnl~ln~lA 
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setiap bank yang beroperasi di wilayah Indonesia tidak mnngkin mengawasi 

day to day business serlap bank tetsebut. Oleh karena itu adanya direktur 

kepatuhan dirosakan sebagai perpanjangan tangan dati kehadiran Bl dalam 

bank tersebut. Hat tersebut pun bukan jaminan bahwa bank tersebut secure 

dari kemauan si pemilik maupun pengurus bank untuk merampok bank itu 

sendiri. Sebab jika internal secure pun ditembus oleh si pengawas .sendirl 

bagaimana external secure dapat bertindak cepat. Bank indonesia sebagai 

lembaga pengawas perbankan sudah menetapkan cora dan pernturan untuk 

menerapkan perbankan dengan prinsip kehati- batian termasuk dengan 

keluamya kehijakan kepemilikan tunggal perbankan diharapkan membantu 

mengurangi kejahatan perbankan terkait keadaan cros.s ownership oleh 

perniliknya karena dengan disatukannya bank tersebut maka resilro untuk 

melorikan dana ke bank lain miliknya maupun untuk mengorbankan bank 

yang satu den menyelamatkan bank yang lainnya telah tereliminasi. 

-
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BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebagaiman diuraikan pada bab- bab terdahulu, 

maka penulis merumuskan kesimpulan, sebagai berikut. 

I. Ar.!itektur Perbankan Indonesia (API) merupakan ketangka dasar sistem 

perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk nmtang waktu lima 

sompai sepuluh tahun Ire depan. Segala aspek yang berkaitan dengan 

berlangsungnya industri perbankan itu sendiri akan ditampung dalam 

API, sehingga benar- benar meneenninkan seluruh kegiatan yang 

hendak dicapai oleh industri perbankan Ire depan. Kebijakan 

lrepemilikan tunggal perbankan (single presence [H)/icy) merupakan 

lrebijakan yang direrupkan oleh Bank Indonesia dalam rangka 

mendorong konsolidasi perbankan agar dapat mewujudkan struktur 

perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Prinsip Jrehati- hatian bank 

(prudenlial regula/ion) bertujuan untuk mencapai sistem perbankan 

yang sehat dan efisien. Sehubungan dengan keluamya kebijakan behwa 

ultimate share/wider hanya holeh menajdi pemegang saham pengendali 

pada satu bank maka menunjukan behwa lrebijakan lrepeatilikan tunggal 

perbankan Indonesia sudah sejalan dengan arsitektur perbankan 

Indonesia dan prinsip kehati- hatian dengan dasar beh'Ml. tujuan dati 

ketiganya adalah untuk membentuk perbankan yang knot dan efisien 

baik dati segi pennodalan maupun struktur. 

2. Kebijakan kepemitikan tunggal perbankan yang membetikan opsi berupa 

pelepas.an saham lrepada pibok lain (diveswsi), merger atau konsolidasi 

dan pembentukan bank lwlding company mernbuat kerancuan hukum. 

Kerancuan hukum tersebat menimbuikan ketidakpastian hokum yaitu 

mengenai opal btmk holding compal!Y (BHC) dimana dalam Undang-

.. lln!vanttta. hvtn.,..lA 
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Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidal< memberikan 

pengaturnn tentang perusahaan lwlding. Bahlran dalam undang· undang 

tersebut mewajibkan Perseroan Terbatas untuk melak.ukan kegiatan 

usaha tertentu. Hal ini membuat kerancuan hukum yaitu pernbentukan 

BHC hanya boleh sehagai pemegang saham dan tidak boleh melakukan 

kegiatan usaha. Kebijakan kepemilikan tunggal perbankan membatasi 

kepada pemegang saham haik perorangan maupun hadan hukem untuk 

hanya boleh menjadi satu pernegang saham pengendali pada satu hank 

telah inkonsisten dengan Undang· Undang larangan Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidal< Sehat yaitu hahwa pemhatasan b:rnehut dapal 

memboat penyalahganaan posisi dmninan dan memhatasi ruang gernk 

pelnkn usaha serta dapal menghilangkan ildim kompetisi. 

3. Kebijakan kepemi!ikan Tunggal perhankan mewajibkan dua hank 

berbeda dengan pemegang saham pengendali yang soma untuk 

melakukan piUhan divestasi, merger atau kQnsolidasi maupun membuat 

hank holding company. Terkait keadaan kepemilikan silang (cross 

QWnership) maka kebijakan kepemilikan tunggal perhankan dapat 

mengurangi keadaan penyalahgenaan keadaan terkait kepemilikan silang, 

karena pemilik hank akan borloonsentrasi pada satu hank saja tidal< pada 

dua hank sehingga unsur untuk memajukan satu hank dan tidal< 

memajukan bank yang lain sudah terleliminir dengan kebijakan ini. 

B. Sal'lln 

1. Pemerintah perlu merevisi Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 

40 Tahun 2007 dan menambahlran pengaturnn mengenai holding 

company~ karena holding company ini sudah dipakai sebagai unit usaha 

di banyak negam dan juga betkaitan dengan kebijukan kepemilikan 

tunggal perbankan dimana salah satu opsinya mengenai hank holding 

company tidak bisa dijalankan dikarenakan tidal< ada pera1man yang 

menaunginya. 

llnlvAr~titJutlndnnAtdlt 
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2. Bank Indonesia Untuk ke depan dalam mengeluarkan peraturan

peraturan agar merujuk kepoda Undang- Undang yang sudah ada yang 

berkaitan dengan perbankan juga termasuk Undang- Undang Perseroan 

Terbatas dan Anti Monopoli, dengan timbulnya kerancuan hukum akan 

membuat investor maupun pernilik dan pengurus bank menjadi ragu 

mengambil kepurusan dan pelaksanaan terhadap perntunm yang 

dikeluarkan Bank Indonesia <ersebut •• 

3. Perlu dibentuknya bedan Pengawas peri>ankan selain Bank Indonesia 

untuk mengawasi bank· bank dibawabnya. Lembaga ini barus dapat 

bersinergi dengan Bank lndanesia agar Bank Indonesia lebih t<rlOlrus 

daiam mengurus moneter. Untuk pengawasan kesebarian ekatemal bank· 

bank umwn di bawab Bank Indonesia maka lembaga baru inilab yang 

akan melaksanakan sehingga fungai pengawasan yang sebarusnya 

diemben Bank Indonesia dapat dilaksanakan secara mal<simal oleh 

lembaga baru ini sehingga kasus- kasus perba.nkan yang berltaitan 

dengan pemilik dan pengurus bank yang mempunyai moral hazard dapat 

di kurengi. 
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2. Bank Indonesia Untuk ke depan daiam mengeluarkan peratunm

peraturan agar merujuk kepeda Undang· Undang yang sudah ada yang 

berkaitan dengan perbankan juga termasuk Undang· Undang Perseroan 

Terbatas dan Anti Monopoli, dengan timbulnya kerancuan hukum akan 

membuat Investor maupun pemilik dan pengurus bank menjadi ragu 

mengambil keputusan dan pelaksanaan temadap peratu""' yang 

dikeluarkan Bank Indonesia tersebut •• 

3. Perlu dibentuknya badan Pengawas perbankan selain Bank Indonesia 

untuk mengawasi bank· bank dibawahnya. Lembaga ini horus dapat 

bersinergi dengan Bank Indonesia agar Bank Indonesia lebib terfokus 

dalam mengurus moneter. Untuk peegawasan kesebarian ekstemal bank· 

bank umum di bawah Bank Indonesia maka lembaga baru inilah yang 

akan melaksanakan sebingga fungsi pengawasan yang seharusnya 

diemben Bank Indonesia dapat dilaksanakan secara maksimal oleh 

iembaga baru ini sebingga kasus- kasus perbankan yang berkaiiOn 

dengan pemilik dan peugurus bank yang mempunyai nwral hmard dapat 

di knmngi. 
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